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PENGUMUMAN
Sehubungan dengan Libur Nasional Hari Raya Natal, 

maka kami sampaikan kepada pembaca dan relasi, bahwa 
Harian Sulteng Raya TIDAK TERBIT pada edisi Kamis, 25 
Desember 2025. Harian Sulteng Raya akan terbit kembali 

pada edisi Senin, 29 Desember 2025. 

Demikian pengumuman ini, atas perhatian dan 
pemaklumannya, kami ucapkan banyak terima kasih.

Redaksi Sulteng Raya

TERSERTIFIKASI DEWAN PERS
No. 376/DP-Terveri� kasi/K/VI/2019
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PIMPIN SIDAK PASAR

Wagub Sulteng Sebut Harga Bahan 
Pokok Relatif Terkendali Jelang Nataru

SULTENG RAYA – Wagub Reny Lamadji-
do, Ketua TP-PKK Sry Nirwanti Bahasoan, 

serta Tim Pengendalian Infl asi Daerah 
(TPID) Sulteng , melaksanakan sidak pasar,  
Selasa Pagi (23/12/2025). Kegiatan ini dila-

kukan sebagai langkah konkret pengen-
dalian infl asi daerah menjelang perayaan 

Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Pemprov Sulteng Berangkatkan 
565 Pemudik Lewat Berani Mudik

WAGUB Reny Lamadjido saat melaksanakan sidak di salah satu pasar tradisional Kota Palu, Selasa (23/12/2025). FOTO: BIRO ADPIM

Sidak pasar tersebut me-
nyasar dua lokasi utama, 
yakni Pasar Manonda dan 
Pasar Masomba, Kota Palu. 
Turut mendampingi da-
lam kegiatan ini Asisten II 
Bidang Perekonomian dan 
Pembangunan Rudi Dewan-
to, Kepala Kejaksaan Tinggi 
Sulawesi Tengah, Kepala 
Perwakilan Bank Indonesia 
Sulawesi Tengah, Kapolda 
Sulawesi Tengah, Pangdam 
XIII/Merdeka, serta para 
kepala Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) lingkup Pe-
merintah Provinsi Sulawesi 

Tengah dan pejabat terkait 
lainnya.

Wagub dr. Reny menyam-
paikan bahwa sidak pasar 
ini merupakan bagian dari 
upaya pemerintah daerah 
dalam memastikan stabili-
tas harga dan ketersediaan 
bahan pokok menjelang 
momentum hari besar ke-
agamaan dan pergantian 
tahun.

“Sidak pasar ini kami 
lakukan untuk memantau 
langsung perkembangan 
harga dan ketersediaan ba-

han pokok, sebagai langkah 
pengendalian inflasi daerah 
menjelang Natal dan Tahun 
Baru,” ujar Wagub.

Dari hasil pemantauan di 
lapangan, Wagub mengung-
kapkan bahwa secara umum 
harga kebutuhan pokok 
masih relatif terkendali, 
meskipun terdapat beberapa 
komoditas yang mengalami 
kenaikan harga ringan.

“Dari hasil sidak, ada 
empat komoditas yang men-
galami kenaikan tipis, se-
perti telur ayam, cabai rawit, 
dan bawang merah, dengan 
kenaikan di kisaran lima 
ribu rupiah. Namun secara 
umum stok barang masih 
cukup dan aman,” jelasnya.

Dalam kesempatan terse-
but, Wagub juga menyam-
paikan apresiasi dan terima 
kasih kepada seluruh un-
sur Forkopimda dan TPID 
Provinsi Sulawesi Tengah 
yang terus bersinergi dalam 

GUBERNUR SULTENG Anwar Ha� d melepas peserta mudik program 
Berani Mudik Gratis 2025 di Palu, Senin (22/12/2025). FOTO: ANTARA/
HUMAS PEMPROV SULTENG

SULTENG RAYA - Pe-
merintah Provinsi (Pem-
prov) Sulawesi Tengah 
(Sulteng) memberangkat-
kan sebanyak 565 orang 
pemudik dengan tujuan ke 
sembilan daerah di provinsi 
ini melalui program Berani 
Mudik Gratis Natal 2025 dan 
Tahun Baru 2026.

Gubernur Sulawesi Teng-
ah Anwar Hafid di Palu, 

Senin, mengatakan program 
mudik gratis ini sebagai ben-
tuk kepedulian pemerintah 
daerah dalam membantu 
masyarakat yang hendak 
pulang kampung merayakan 
Natal dan Tahun Baru.

“Semoga dengan Berani 
Mudik Gratis, saudara kita 
yang memanfaatkan bisa 
terbantu untuk berkumpul 
dan bersilaturahmi dengan 

keluarga dan handai taulan 
di kampung masing-ma-
sing," katanya. 

Program ini, kata dia, juga 
bertujuan menekan risiko 
kecelakaan lalu lintas serta 
mengurai kepadatan arus 
kendaraan selama momen 
Natal dan tahun baru di 
Sulawesi Tengah.

Pemerintah Dorong Keadilan Energi Lewat
SPBU Nelayan di Donggala

PT Vale Hibahkan Excavator Sebagai 
Solusi Terpadu Mitigasi Banjir di Lutra

PENANDATANGANAN berita acara penyerahan hibah PT Vale kepada Pemkab Luwu Utara. FOTO: DOK. PT VALE

SULTENG RAYA — Di 
tengah meningkatnya in-
tensitas curah hujan dan ke-
rentanan sejumlah wilayah 
terhadap banjir serta long-
sor, penguatan ketahanan 
daerah menjadi kebutuhan 
mendesak yang tidak bisa 
ditunda. 

Menjawab tantangan ter-
sebut, PT Vale Indonesia 
Tbk (PT Vale), bagian dari 
grup MIND ID, mengambil 
langkah strategis bersama 
Pemerintah Kabupaten 
Luwu Utara melalui hibah 
satu unit alat berat excava-
tor, dokumen kajian teknis, 
bahan bakar operasional 10 
ribu liter, serta aksi penana-
man bibit pohon sebagai ba-
gian dari rehabilitasi daerah 
aliran sungai (DAS).

Hibah alat berat exca-
vator tersebut diharapkan 
dapat dimanfaatkan oleh 
pemerintah daerah untuk 
kegiatan pengerukan sun-

gai dan saluran air yang 
mengalami pendangkalan. 
Langkah ini bertujuan me-
ningkatkan kapasitas aliran 

air, mengurangi risiko banjir 
terutama pada musim hu-
jan, sekaligus mendukung 
pemeliharaan infrastruktur 

sumber daya air secara ber-
kelanjutan.

Sebagai pelengkap solusi 
teknis tersebut, penanaman 

bibit pohon dilakukan seba-
gai upaya strategis meng-
hadapi dampak perubahan 
iklim yang memicu cuaca 
ekstrem. Rehabilitasi DAS 
diharapkan mampu mem-
perkuat daya dukung ling-
kungan, mengurangi laju 
limpasan air, serta menci-
ptakan wilayah yang lebih 
tangguh terhadap bencana 
di masa depan.

Head of External Relation 
PT Vale Indonesia, Endra 
Kusuma menegaskan, pe-
nyerahan hibah alat berat 
yang dirangkaikan dengan 
penanaman bibit pohon me-
rupakan wujud komitmen 
jangka panjang perusahaan 
untuk tumbuh dan maju 
bersama pemerintah daerah 
dan masyarakat. 

“Lebih dari sekadar ban-
tuan fisik, hibah alat berat 
dan gerakan menanam po-

Waspada! 

Penipu Catut 
Nama Kapolres 
Parigi Moutong

NOMOR telepon melalui aplikasi WA penipu yang menga-
tasnamakan Kapolres Parigi Moutong. FOTO: TANGKAPAN LAYAR

SULTENG RAYA – Kepolisian Resor Polres 
Parigi Moutong mengimbau seluruh masyarakat 
untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap 
maraknya modus penipuan yang mengatasna-

ANGGOTA 
Komite BPH 
Migas, Erika 
Retnowati 
saat meninjau 
Stasiun 
Pengisian 
Bahan Bakar 
Umum (SPBU) 
Nelayan di 
Donggala. 
FOTO: DOK. 
PERTAMINA

SULTENG RAYA - Up-
aya menghadirkan keadilan 
energi dan pemerataan eko-
nomi hingga wilayah pesisir 
terus dijalankan Pemerintah. 
Di Kabupaten Donggala, Su-
lawesi Tengah, Badan Pen-
gatur Hilir Minyak dan Gas 
Bumi (BPH Migas) meninjau 
Stasiun Pengisian Bahan Ba-
kar Umum (SPBU) Nelayan 
yang memberi kemudahan 
bagi nelayan memperoleh 
Bahan Bakar Minyak (BBM) 

dan lokasi yang lebih dekat 
dari tempat tinggal.

SPBU Nelayan tersebut 
dikelola koperasi nelayan 
dengan dukungan kredit 
permodalan dari Pemerin-
tah melalui Kementerian 
Kelautan dan Perikanan. 
Anggota Komite BPH Mi-
gas, Erika Retnowati meny-
ampaikan keberadaan SPBU 
Nelayan membawa manfaat 
nyata bagi aktivitas melaut 
nelayan.

“Para nelayan sangat bers-
yukur dengan adanya SPBU 
Nelayan ini karena dapat 
membeli BBM dengan harga 
yang sesuai dengan harga 
yang sudah ditetapkan Pe-
merintah, contohnya solar. 
Tadi kami sempat berta-
nya pada pengelola dari 
SPBU Nelayan ini, biasanya 
nelayan membeli solar itu 
bervariatif sekitar Rp.3.000 
hingga  Rp. 4.000 / liter 
diatas harga Solar di SPBU 

yang peroleh dari pengecer 
sekitarnya. Dan dengan ada-
nya SPBU Nelayan ini, me-
reka bisa membeli langsung 
dengan harga Rp. 6.800 per 
liter,” terangnya, Minggu 
(21/12/2025).

Selain perbedaan harga 
yang cukup signifikan, nela-
yan juga terbantu dari sisi 
jarak tempuh. Sebelumnya, 
SPBU terdekat berjarak se-
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SULTENG RAYA- 
Wali Kota Palu diwakili 
Pelaksana Tugas (Plt.) 
Asisten Bidang Pereko-
nomian dan Pemban-
gunan Sekretariat Dae-
rah Kota Palu, Rahmad 
Mustafa, secara resmi 
membuka kegiatan 
penyampaian informasi 
Produk Haji serta Fasi-
litas Talangan Haji dari 
Bank Syariah Indonesia 
(BSI) bagi Aparatur Sipil 
Negara (ASN), pada 
Selasa (23/12/2025), ber-
tempat di Ruang Rapat 
Bantaya, Kantor Wali 
Kota Palu. 

Dalam kesempatan 
tersebut, Plt. Asisten 
Rahmad Mustafa mem-
bacakan sambutan tertu-
lis Wali Kota Palu yang 
menyampaikan bahwa 
ibadah haji merupakan 
rukun Islam kelima yang 
menjadi dambaan setiap 
umat Muslim. 

Namun demikian, 
pelaksanaannya mem-
butuhkan perencanaan 
yang matang, baik dari 
sisi kesiapan spiritual, 
kesehatan, maupun ke-
mampuan finansial.

“Oleh karena itu, 
kehadiran Bank Syariah 
Indonesia dengan berba-
gai produk layanan haji 
yang berbasis prinsip sy-
ariah, termasuk fasilitas 
talangan haji, merupa-
kan solusi yang sangat 
membantu, khususnya 
bagi ASN yang memiliki 
niat kuat untuk menu-
naikan ibadah haji lebih 
awal,” ujar Plt. Asisten.

Pemerintah Kota 
Palu, lanjut Plt. Asisten 
menyambut baik dan 
mengapresiasi langkah 
Bank Syariah Indonesia 
yang secara aktif mem-
berikan edukasi dan 
literasi keuangan syariah 
kepada ASN. 

Kegiatan ini dinilai 

tidak hanya memberikan 
informasi teknis terkait 
pendaftaran haji, tetapi 
juga mendorong buda-
ya perencanaan ibadah 
yang tertib, transparan, 
serta sesuai dengan 
ketentuan syariah dan 
regulasi yang berlaku.

Wali Kota Palu melal-
ui Plt. Asisten berharap, 
melalui kegiatan ini, 
para ASN dapat mem-
peroleh pemahaman 
yang utuh mengenai 
prosedur pendaftaran 
haji, manfaat produk 
haji BSI, serta skema 
pembiayaan yang aman, 
legal, dan bertanggung 
jawab. Dengan demi-
kian, niat suci untuk 
menunaikan ibadah haji 
dapat diwujudkan tanpa 
memberatkan, dengan 
tetap mengedepankan 
prinsip kehati-hatian 
serta kemampuan finan-
sial masing-masing.

Selain itu, ASN di-
harapkan tidak hanya 
profesional dalam 
menjalankan tugas 
pelayanan publik, tetapi 
juga mampu menjadi 
teladan dari sisi moral 
dan spiritual. 

Kesadaran untuk 
mempersiapkan ibadah 
haji sejak dini dinilai 
sebagai bentuk ikhtiar 
spiritual yang patut dia-
presiasi dan didukung 
bersama. Mengakhiri 
sambutan, Pemerintah 
Kota Palu menyampai-
kan terima kasih kepada 
Bank Syariah Indonesia 
atas sinergi dan kont-
ribusinya. Diharapkan 
kerja sama yang telah 
terjalin dapat terus di-
tingkatkan demi mem-
berikan manfaat yang 
luas, khususnya dalam 
meningkatkan kesejah-
teraan spiritual ASN dan 
masyarakat Kota Palu 
secara umum. ABS

Sejumlah program studi 
yang berhasil meraih Akre-
ditasi Unggul pada peng-
hujung tahun 2025 yakni 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-
struksi Jalan dan Jembatan, 
Program Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta Program 
Studi S2 Ilmu Pertanian Pa-
scasarjana. Capaian tersebut 
semakin memperkokoh po-
sisi Universitas Tadulako se-
bagai perguruan tinggi yang 
konsisten meningkatkan 
kualitas dan daya saing aka-
demik di tingkat nasional.

Dari Fakultas Teknik, 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-

struksi Jalan dan Jembatan 
resmi meraih Akreditasi 
Unggul pada 20 Desember 
2025. Dengan pencapaian 
tersebut, program studi ini 
menjadi program studi ke-
tiga di Fakultas Teknik yang 
memperoleh predikat Ung-
gul, setelah Program Studi S1 
Teknik Sipil pada tahun 2023 
dan Program Studi S2 Teknik 
Sipil pada tahun 2024.

Dekan Fakultas Teknik 
Universitas Tadulako, Ir. 
Andi Arham Adam, ST., 
M.Sc., Ph.D., menyampai-
kan bahwa capaian tersebut 
merupakan hasil dari kerja 
kolektif seluruh sivitas aka-
demika dengan dukungan 

ASN Dibekali Literasi 
Keuangan Syariah

FOTO: Gedung Rektorat Untad

Akhiri 2025, Sejumlah Prodi 
Untad Raih Akreditasi Unggul

SULTENG RAYA — Mengakhiri tahun 2025, 
Universitas Tadulako (Untad) mencatatkan 
capaian luar biasa dengan diraihnya status 
Akreditasi Unggul di sejumlah program stu-
di. Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen 
Rektor Universitas Tadulako, Prof. Dr. Ir. 
Amar ST., MT dalam mendorong penguatan 
mutu akademik, tata kelola perguruan tinggi, 
serta pelaksanaan Tridarma Perguruan Ting-
gi yang berkualitas dan berkelanjutan.

penuh pimpinan universitas.
“Capaian ini juga men-

jadikan Program Studi S1 
Terapan Teknologi Reka-
yasa Konstruksi Jalan dan 
Jembatan sebagai program 
studi S1 Terapan kedua di 
Universitas Tadulako yang 
terakreditasi Unggul, setelah 
Program Studi S1 Terapan 
Akuntansi Sektor Publik di 
Fakultas Ekonomi,” ujarnya, 
Selasa (23/12/2025).

Ia menambahkan, kebija-
kan strategis dan dukungan 
pimpinan menjadi faktor 
kunci keberhasilan tersebut. 
Ke depan, Fakultas Teknik 
menargetkan sejumlah pro-
gram studi lainnya dapat 
menyusul meraih Akreditasi 
Unggul pada tahun 2026 
sebagai bagian dari upa-
ya mempertahankan status 
Unggul Universitas Tadu-
lako.

Capaian Akreditasi Ung-
gul juga diraih oleh Program 
Studi S2 Kesehatan Masy-
arakat Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Uni-
versitas Tadulako, dengan 
masa berlaku lima tahun dari 
LAM-PTKes. Dekan FKM 
Untad, Prof. Dr. Rosmala 

Nur, S.K.M., M.Si., men-
jelaskan bahwa penataan 
kelembagaan menjadi salah 
satu langkah utama dalam 
proses akreditasi.

“Untuk memudahkan 
pengendalian dan penga-
wasan, Program Studi S2 
Kesehatan Masyarakat yang 
sebelumnya berada di bawah 
Pascasarjana kami tata kem-
bali ke bawah Fakultas Kese-
hatan Masyarakat,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, sela-
ma kurang lebih tiga bulan, 
dokumen akreditasi disusun 
secara intensif dengan meli-
batkan dosen-dosen muda, 
seluruh tenaga pengajar Pro-
gram Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta tenaga 
kependidikan. Dokumen ter-
sebut dikirimkan pada Ok-
tober 2025 dan dilanjutkan 
dengan asesmen lapangan 
pada 24–27 November 2025.

“Alhamdulillah, pada 20 
Desember 2025 diumumkan 
bahwa Program Studi S2 Ke-
sehatan Masyarakat berhasil 
meraih status Akreditasi 
Unggul,” tambahnya.

Prestasi serupa juga diraih 
oleh Program Studi Magister 
Ilmu Pertanian Pascasarja-

na Universitas Tadulako. 
Koordinator Program Studi 
Magister Ilmu Pertanian, Dr. 
Ir. Rostiati Daeng Rahmatu, 
M.P., menyampaikan bahwa 
persiapan akreditasi telah 
dilakukan sejak Juni 2024.

“Dokumen akreditasi kami 
ajukan pada Desember 2024, 
kemudian melalui tahapan 
penilaian hingga akhirnya 
pengumuman resmi Akre-
ditasi Unggul kami terima 
pada periode November 
sampai Desember 2025,” 
jelasnya.

Menanggapi capaian ter-
sebut, Rektor Universitas 
Tadulako, Prof. Dr. Ir. Amar 
ST., MT menyampaikan 
apresiasi dan rasa syukur 
atas dedikasi seluruh sivi-
tas akademika yang telah 
bekerja keras dalam proses 
akreditasi.

“Perolehan Akreditasi 
Unggul ini merupakan hasil 
kerja kolektif, mulai dari 
unsur pimpinan hingga tim 
pelaksana di tingkat program 
studi. Ini adalah buah dari 
komitmen bersama dalam 
memperkuat mutu dan tata 
kelola Universitas Tadula-
ko,” tegas Rektor.

Ia berharap capaian ter-
sebut tidak hanya dapat 
dipertahankan, tetapi juga 
terus ditingkatkan. Hingga 
Desember 2025, Universitas 
Tadulako telah memiliki 
31 program studi berstatus 
Akreditasi Unggul.

“Capaian ini kami harap-
kan dapat menjadi motivasi 
bagi program studi lainnya 
untuk meraih predikat se-
rupa. Ke depan, capaian 
Akreditasi Unggul juga kami 
arahkan menuju akreditasi 
internasional sebagai lang-
kah strategis dalam proses 
internasionalisasi dan pen-
guatan daya saing Univer-
sitas Tadulako di tingkat 
global,” urainya.*ENG

PENYERAHAN sertifi kat pemateri dari Master of Trainer BA Abdul Salam, S.Pd., M.Pd ke Rektor 
Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra, SE., MM disaksikan oleh Wakil Rektor II Unismuh Palu, Dr. 
Burhanuddin, SE., MM, Ketua LP2AIK Unismuh Palu, Dr. Fery, S.Sos., M.Si  dan Ketua Panitia Dr. 
Farid, SE., MM. FOTO: AMILUDDIN

LP2AIK Unismuh Palu Bekali Mahasiswa KKN Lewat BA

SULTENG RAYA-Lembaga Pembinaan 
Pengembangan Al-Islam Kemuhammadi-
yaan (LP2AIK) Universitas Muhammadiyah 
(Unismuh) Palu kembali melakukan Baitul 
Arqam (BA), kali ini adalah BA angkatan ke 
III Tahun  akademik 2025/2026 diperuntukan 
bagi mahasiswa studi akhir yang akan men-
gikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di 
Masyarakat.

Baitul Arqam Mahasis-
wa ini mengangkat tema 
“Internalisasi Nilai Islam 
Berkemajuan Sebagai Bekal 
Pengabdian KKN Bagi Ma-
hasiswa Berkarakter Ung-
gul” itu dilaksanakan sela-
ma tiga hari, dibuka Selasa 
(23/2025) dan kembali akan 
dilanjutkan pada tanggal 25-
27 Desember 2025 di Aula 
Rektorat Unismuh Palu. 

Rektor Unismuh Palu, 
Prof. Dr. H. Rajindra, SE., 
MM saat membuka kegiatan 
itu menyampaikan BA kali 
ini berbeda dari sebelum-
nya, dimana BA mahasis-
wa biasanya diperuntukan 
bagi mahasiswa yang sudah 
menyelesaikan program 
KKN, namun kali ini di-
peruntukan bagi mereka 
yang akan turun mengikuti 
program KKN.

Dengan harapan, ada isi 
materi BA yang bisa maha-
siswa implementasikan di 
masyarakat. “Sebelumnya 
itu yang sudah KKN, namun 
setelah kita mencari pola 
baru, kini yang ikut BA 
Mahasiswa adalah bagi me-
reka yang akan turun KKN, 
agar ada yang bisa mereka 
implementasikan nanti di 
masyarakat setelah belajar 

dari BA,”jelas Prof Rajindra. 
Rektor berharap, maha-

siswa yang akan turun KKN 
ini betul-betul aktif selama 
kurang lebih satu bulan 
setengah di masyarakat, 
serta memiliki sikap dan 
prilaku mencerminkan diri 
sebagai mahasiswa dari 
Kampus Biru Unismuh Palu 
yang menjunjung tinggi eti-
ka dan moralitas.

Di sisi lain, Prof Rajindra 
juga mengingatkan selain 
mahasiswa peserta KKN 
yang aktif juga Dosen Pem-
bimbing Lapangan (DPL) 
harus pro aktif. “Olehnya 
saat penunjukan itu harus 
dimintai kesediaan untuk 
menjadi DPL dan siap aktif 
di lapangan.

 Agar tidak keluar dari 
tujuan KKN, DPL nya har-
us betul-betul orang pili-

han,”tegas Prof Rajindra.
Sementara itu,  Ketua 

LP2AIK Unismuh Palu, Dr. 
Fery, S.Sos., M.Si menyam-
paikan kepada peserta BA, 
bahwa selama mereka men-
gikuti program BA akan be-
lajar zikir dan pikir, untuk 
itu harus mengikhlaskan 
diri dan meluruskan niat 
untuk mengikuti program 
ini selama kurang lebih 
tiga hari. 

Salah satu yang akan me-
reka dapatkan nanti adalah 
pemahaman Wasathiyah 
yang artinya jalan tengah 
(moderat). 

“Bagi Muhammadiyah 
Wasathiyah bukan hanya 
jalan tengah atau moderat 
melainkan juga mencerah-
kan, sebagaimana tujuan 
organisasi ini didirikan oleh 
KH. Ahmad Dahlan,”se-

butnya.
Olehnya itu, peserta BA 

yang akan turun di masyara-
kat, diminta menjadi pence-
rah di tengah-tengah masy-
arakat, karena itulah tujuan 
dari Muhammadiyah didi-
rikan oleh Ahmad Dahlan. 
“Kader Muhammadiyah 
itu harus mempu menjadi 
lampu, menjadi penerang 
masyarakat, dan menjadi 
manusia terbaik yang mem-
beri manfaat atas kehadiran-
nya di desa,”sebutnya. 

Dr. Farid, SE., MM saat 
menyampaikan laporan, pe-
serta BA Mahasiswa kali ini 
sejumlah 63 orang, didomi-
nasi FKM 45 orang, menyu-
sul Fakultas Teknik 2 orang, 
Fakultas Hukum 2 orang, 
Fisip 2 orang, dan  Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis juga 2 
orang. ENG

FOTO bersama Rektor Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra dengan peserta Baitul Arqam. FOTO: AMILUDDIN
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PENGUMUMAN
Sehubungan dengan Libur Nasional Hari Raya Natal, 

maka kami sampaikan kepada pembaca dan relasi, bahwa 
Harian Sulteng Raya TIDAK TERBIT pada edisi Kamis, 25 
Desember 2025. Harian Sulteng Raya akan terbit kembali 

pada edisi Senin, 29 Desember 2025. 

Demikian pengumuman ini, atas perhatian dan 
pemaklumannya, kami ucapkan banyak terima kasih.

Redaksi Sulteng Raya
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■ Baca PARMOUT... Hal. 7

■ Baca PEMPROV... Hal. 7

■ Baca WAGUB... Hal. 7

■ Baca PEMERINTAH... Hal. 7

■ Baca PT VALE... Hal. 7■ Baca WASPADA... Hal. 7

PIMPIN SIDAK PASAR

Wagub Sulteng Sebut Harga Bahan 
Pokok Relatif Terkendali Jelang Nataru

SULTENG RAYA – Wagub Reny Lamadji-
do, Ketua TP-PKK Sry Nirwanti Bahasoan, 

serta Tim Pengendalian Infl asi Daerah 
(TPID) Sulteng , melaksanakan sidak pasar,  
Selasa Pagi (23/12/2025). Kegiatan ini dila-

kukan sebagai langkah konkret pengen-
dalian infl asi daerah menjelang perayaan 

Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Pemprov Sulteng Berangkatkan 
565 Pemudik Lewat Berani Mudik

WAGUB Reny Lamadjido saat melaksanakan sidak di salah satu pasar tradisional Kota Palu, Selasa (23/12/2025). FOTO: BIRO ADPIM

Sidak pasar tersebut me-
nyasar dua lokasi utama, 
yakni Pasar Manonda dan 
Pasar Masomba, Kota Palu. 
Turut mendampingi da-
lam kegiatan ini Asisten II 
Bidang Perekonomian dan 
Pembangunan Rudi Dewan-
to, Kepala Kejaksaan Tinggi 
Sulawesi Tengah, Kepala 
Perwakilan Bank Indonesia 
Sulawesi Tengah, Kapolda 
Sulawesi Tengah, Pangdam 
XIII/Merdeka, serta para 
kepala Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) lingkup Pe-
merintah Provinsi Sulawesi 

Tengah dan pejabat terkait 
lainnya.

Wagub dr. Reny menyam-
paikan bahwa sidak pasar 
ini merupakan bagian dari 
upaya pemerintah daerah 
dalam memastikan stabili-
tas harga dan ketersediaan 
bahan pokok menjelang 
momentum hari besar ke-
agamaan dan pergantian 
tahun.

“Sidak pasar ini kami 
lakukan untuk memantau 
langsung perkembangan 
harga dan ketersediaan ba-

han pokok, sebagai langkah 
pengendalian inflasi daerah 
menjelang Natal dan Tahun 
Baru,” ujar Wagub.

Dari hasil pemantauan di 
lapangan, Wagub mengung-
kapkan bahwa secara umum 
harga kebutuhan pokok 
masih relatif terkendali, 
meskipun terdapat beberapa 
komoditas yang mengalami 
kenaikan harga ringan.

“Dari hasil sidak, ada 
empat komoditas yang men-
galami kenaikan tipis, se-
perti telur ayam, cabai rawit, 
dan bawang merah, dengan 
kenaikan di kisaran lima 
ribu rupiah. Namun secara 
umum stok barang masih 
cukup dan aman,” jelasnya.

Dalam kesempatan terse-
but, Wagub juga menyam-
paikan apresiasi dan terima 
kasih kepada seluruh un-
sur Forkopimda dan TPID 
Provinsi Sulawesi Tengah 
yang terus bersinergi dalam 

GUBERNUR SULTENG Anwar Ha� d melepas peserta mudik program 
Berani Mudik Gratis 2025 di Palu, Senin (22/12/2025). FOTO: ANTARA/
HUMAS PEMPROV SULTENG

SULTENG RAYA - Pe-
merintah Provinsi (Pem-
prov) Sulawesi Tengah 
(Sulteng) memberangkat-
kan sebanyak 565 orang 
pemudik dengan tujuan ke 
sembilan daerah di provinsi 
ini melalui program Berani 
Mudik Gratis Natal 2025 dan 
Tahun Baru 2026.

Gubernur Sulawesi Teng-
ah Anwar Hafid di Palu, 

Senin, mengatakan program 
mudik gratis ini sebagai ben-
tuk kepedulian pemerintah 
daerah dalam membantu 
masyarakat yang hendak 
pulang kampung merayakan 
Natal dan Tahun Baru.

“Semoga dengan Berani 
Mudik Gratis, saudara kita 
yang memanfaatkan bisa 
terbantu untuk berkumpul 
dan bersilaturahmi dengan 

keluarga dan handai taulan 
di kampung masing-ma-
sing," katanya. 

Program ini, kata dia, juga 
bertujuan menekan risiko 
kecelakaan lalu lintas serta 
mengurai kepadatan arus 
kendaraan selama momen 
Natal dan tahun baru di 
Sulawesi Tengah.

Pemerintah Dorong Keadilan Energi Lewat
SPBU Nelayan di Donggala

PT Vale Hibahkan Excavator Sebagai 
Solusi Terpadu Mitigasi Banjir di Lutra

PENANDATANGANAN berita acara penyerahan hibah PT Vale kepada Pemkab Luwu Utara. FOTO: DOK. PT VALE

SULTENG RAYA — Di 
tengah meningkatnya in-
tensitas curah hujan dan ke-
rentanan sejumlah wilayah 
terhadap banjir serta long-
sor, penguatan ketahanan 
daerah menjadi kebutuhan 
mendesak yang tidak bisa 
ditunda. 

Menjawab tantangan ter-
sebut, PT Vale Indonesia 
Tbk (PT Vale), bagian dari 
grup MIND ID, mengambil 
langkah strategis bersama 
Pemerintah Kabupaten 
Luwu Utara melalui hibah 
satu unit alat berat excava-
tor, dokumen kajian teknis, 
bahan bakar operasional 10 
ribu liter, serta aksi penana-
man bibit pohon sebagai ba-
gian dari rehabilitasi daerah 
aliran sungai (DAS).

Hibah alat berat exca-
vator tersebut diharapkan 
dapat dimanfaatkan oleh 
pemerintah daerah untuk 
kegiatan pengerukan sun-

gai dan saluran air yang 
mengalami pendangkalan. 
Langkah ini bertujuan me-
ningkatkan kapasitas aliran 

air, mengurangi risiko banjir 
terutama pada musim hu-
jan, sekaligus mendukung 
pemeliharaan infrastruktur 

sumber daya air secara ber-
kelanjutan.

Sebagai pelengkap solusi 
teknis tersebut, penanaman 

bibit pohon dilakukan seba-
gai upaya strategis meng-
hadapi dampak perubahan 
iklim yang memicu cuaca 
ekstrem. Rehabilitasi DAS 
diharapkan mampu mem-
perkuat daya dukung ling-
kungan, mengurangi laju 
limpasan air, serta menci-
ptakan wilayah yang lebih 
tangguh terhadap bencana 
di masa depan.

Head of External Relation 
PT Vale Indonesia, Endra 
Kusuma menegaskan, pe-
nyerahan hibah alat berat 
yang dirangkaikan dengan 
penanaman bibit pohon me-
rupakan wujud komitmen 
jangka panjang perusahaan 
untuk tumbuh dan maju 
bersama pemerintah daerah 
dan masyarakat. 

“Lebih dari sekadar ban-
tuan fisik, hibah alat berat 
dan gerakan menanam po-

Waspada! 

Penipu Catut 
Nama Kapolres 
Parigi Moutong

NOMOR telepon melalui aplikasi WA penipu yang menga-
tasnamakan Kapolres Parigi Moutong. FOTO: TANGKAPAN LAYAR

SULTENG RAYA – Kepolisian Resor Polres 
Parigi Moutong mengimbau seluruh masyarakat 
untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap 
maraknya modus penipuan yang mengatasna-

ANGGOTA 
Komite BPH 
Migas, Erika 
Retnowati 
saat meninjau 
Stasiun 
Pengisian 
Bahan Bakar 
Umum (SPBU) 
Nelayan di 
Donggala. 
FOTO: DOK. 
PERTAMINA

SULTENG RAYA - Up-
aya menghadirkan keadilan 
energi dan pemerataan eko-
nomi hingga wilayah pesisir 
terus dijalankan Pemerintah. 
Di Kabupaten Donggala, Su-
lawesi Tengah, Badan Pen-
gatur Hilir Minyak dan Gas 
Bumi (BPH Migas) meninjau 
Stasiun Pengisian Bahan Ba-
kar Umum (SPBU) Nelayan 
yang memberi kemudahan 
bagi nelayan memperoleh 
Bahan Bakar Minyak (BBM) 

dan lokasi yang lebih dekat 
dari tempat tinggal.

SPBU Nelayan tersebut 
dikelola koperasi nelayan 
dengan dukungan kredit 
permodalan dari Pemerin-
tah melalui Kementerian 
Kelautan dan Perikanan. 
Anggota Komite BPH Mi-
gas, Erika Retnowati meny-
ampaikan keberadaan SPBU 
Nelayan membawa manfaat 
nyata bagi aktivitas melaut 
nelayan.

“Para nelayan sangat bers-
yukur dengan adanya SPBU 
Nelayan ini karena dapat 
membeli BBM dengan harga 
yang sesuai dengan harga 
yang sudah ditetapkan Pe-
merintah, contohnya solar. 
Tadi kami sempat berta-
nya pada pengelola dari 
SPBU Nelayan ini, biasanya 
nelayan membeli solar itu 
bervariatif sekitar Rp.3.000 
hingga  Rp. 4.000 / liter 
diatas harga Solar di SPBU 

yang peroleh dari pengecer 
sekitarnya. Dan dengan ada-
nya SPBU Nelayan ini, me-
reka bisa membeli langsung 
dengan harga Rp. 6.800 per 
liter,” terangnya, Minggu 
(21/12/2025).

Selain perbedaan harga 
yang cukup signifikan, nela-
yan juga terbantu dari sisi 
jarak tempuh. Sebelumnya, 
SPBU terdekat berjarak se-
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SULTENG RAYA- 
Wali Kota Palu diwakili 
Pelaksana Tugas (Plt.) 
Asisten Bidang Pereko-
nomian dan Pemban-
gunan Sekretariat Dae-
rah Kota Palu, Rahmad 
Mustafa, secara resmi 
membuka kegiatan 
penyampaian informasi 
Produk Haji serta Fasi-
litas Talangan Haji dari 
Bank Syariah Indonesia 
(BSI) bagi Aparatur Sipil 
Negara (ASN), pada 
Selasa (23/12/2025), ber-
tempat di Ruang Rapat 
Bantaya, Kantor Wali 
Kota Palu. 

Dalam kesempatan 
tersebut, Plt. Asisten 
Rahmad Mustafa mem-
bacakan sambutan tertu-
lis Wali Kota Palu yang 
menyampaikan bahwa 
ibadah haji merupakan 
rukun Islam kelima yang 
menjadi dambaan setiap 
umat Muslim. 

Namun demikian, 
pelaksanaannya mem-
butuhkan perencanaan 
yang matang, baik dari 
sisi kesiapan spiritual, 
kesehatan, maupun ke-
mampuan finansial.

“Oleh karena itu, 
kehadiran Bank Syariah 
Indonesia dengan berba-
gai produk layanan haji 
yang berbasis prinsip sy-
ariah, termasuk fasilitas 
talangan haji, merupa-
kan solusi yang sangat 
membantu, khususnya 
bagi ASN yang memiliki 
niat kuat untuk menu-
naikan ibadah haji lebih 
awal,” ujar Plt. Asisten.

Pemerintah Kota 
Palu, lanjut Plt. Asisten 
menyambut baik dan 
mengapresiasi langkah 
Bank Syariah Indonesia 
yang secara aktif mem-
berikan edukasi dan 
literasi keuangan syariah 
kepada ASN. 

Kegiatan ini dinilai 

tidak hanya memberikan 
informasi teknis terkait 
pendaftaran haji, tetapi 
juga mendorong buda-
ya perencanaan ibadah 
yang tertib, transparan, 
serta sesuai dengan 
ketentuan syariah dan 
regulasi yang berlaku.

Wali Kota Palu melal-
ui Plt. Asisten berharap, 
melalui kegiatan ini, 
para ASN dapat mem-
peroleh pemahaman 
yang utuh mengenai 
prosedur pendaftaran 
haji, manfaat produk 
haji BSI, serta skema 
pembiayaan yang aman, 
legal, dan bertanggung 
jawab. Dengan demi-
kian, niat suci untuk 
menunaikan ibadah haji 
dapat diwujudkan tanpa 
memberatkan, dengan 
tetap mengedepankan 
prinsip kehati-hatian 
serta kemampuan finan-
sial masing-masing.

Selain itu, ASN di-
harapkan tidak hanya 
profesional dalam 
menjalankan tugas 
pelayanan publik, tetapi 
juga mampu menjadi 
teladan dari sisi moral 
dan spiritual. 

Kesadaran untuk 
mempersiapkan ibadah 
haji sejak dini dinilai 
sebagai bentuk ikhtiar 
spiritual yang patut dia-
presiasi dan didukung 
bersama. Mengakhiri 
sambutan, Pemerintah 
Kota Palu menyampai-
kan terima kasih kepada 
Bank Syariah Indonesia 
atas sinergi dan kont-
ribusinya. Diharapkan 
kerja sama yang telah 
terjalin dapat terus di-
tingkatkan demi mem-
berikan manfaat yang 
luas, khususnya dalam 
meningkatkan kesejah-
teraan spiritual ASN dan 
masyarakat Kota Palu 
secara umum. ABS

Sejumlah program studi 
yang berhasil meraih Akre-
ditasi Unggul pada peng-
hujung tahun 2025 yakni 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-
struksi Jalan dan Jembatan, 
Program Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta Program 
Studi S2 Ilmu Pertanian Pa-
scasarjana. Capaian tersebut 
semakin memperkokoh po-
sisi Universitas Tadulako se-
bagai perguruan tinggi yang 
konsisten meningkatkan 
kualitas dan daya saing aka-
demik di tingkat nasional.

Dari Fakultas Teknik, 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-

struksi Jalan dan Jembatan 
resmi meraih Akreditasi 
Unggul pada 20 Desember 
2025. Dengan pencapaian 
tersebut, program studi ini 
menjadi program studi ke-
tiga di Fakultas Teknik yang 
memperoleh predikat Ung-
gul, setelah Program Studi S1 
Teknik Sipil pada tahun 2023 
dan Program Studi S2 Teknik 
Sipil pada tahun 2024.

Dekan Fakultas Teknik 
Universitas Tadulako, Ir. 
Andi Arham Adam, ST., 
M.Sc., Ph.D., menyampai-
kan bahwa capaian tersebut 
merupakan hasil dari kerja 
kolektif seluruh sivitas aka-
demika dengan dukungan 

ASN Dibekali Literasi 
Keuangan Syariah

FOTO: Gedung Rektorat Untad

Akhiri 2025, Sejumlah Prodi 
Untad Raih Akreditasi Unggul

SULTENG RAYA — Mengakhiri tahun 2025, 
Universitas Tadulako (Untad) mencatatkan 
capaian luar biasa dengan diraihnya status 
Akreditasi Unggul di sejumlah program stu-
di. Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen 
Rektor Universitas Tadulako, Prof. Dr. Ir. 
Amar ST., MT dalam mendorong penguatan 
mutu akademik, tata kelola perguruan tinggi, 
serta pelaksanaan Tridarma Perguruan Ting-
gi yang berkualitas dan berkelanjutan.

penuh pimpinan universitas.
“Capaian ini juga men-

jadikan Program Studi S1 
Terapan Teknologi Reka-
yasa Konstruksi Jalan dan 
Jembatan sebagai program 
studi S1 Terapan kedua di 
Universitas Tadulako yang 
terakreditasi Unggul, setelah 
Program Studi S1 Terapan 
Akuntansi Sektor Publik di 
Fakultas Ekonomi,” ujarnya, 
Selasa (23/12/2025).

Ia menambahkan, kebija-
kan strategis dan dukungan 
pimpinan menjadi faktor 
kunci keberhasilan tersebut. 
Ke depan, Fakultas Teknik 
menargetkan sejumlah pro-
gram studi lainnya dapat 
menyusul meraih Akreditasi 
Unggul pada tahun 2026 
sebagai bagian dari upa-
ya mempertahankan status 
Unggul Universitas Tadu-
lako.

Capaian Akreditasi Ung-
gul juga diraih oleh Program 
Studi S2 Kesehatan Masy-
arakat Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Uni-
versitas Tadulako, dengan 
masa berlaku lima tahun dari 
LAM-PTKes. Dekan FKM 
Untad, Prof. Dr. Rosmala 

Nur, S.K.M., M.Si., men-
jelaskan bahwa penataan 
kelembagaan menjadi salah 
satu langkah utama dalam 
proses akreditasi.

“Untuk memudahkan 
pengendalian dan penga-
wasan, Program Studi S2 
Kesehatan Masyarakat yang 
sebelumnya berada di bawah 
Pascasarjana kami tata kem-
bali ke bawah Fakultas Kese-
hatan Masyarakat,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, sela-
ma kurang lebih tiga bulan, 
dokumen akreditasi disusun 
secara intensif dengan meli-
batkan dosen-dosen muda, 
seluruh tenaga pengajar Pro-
gram Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta tenaga 
kependidikan. Dokumen ter-
sebut dikirimkan pada Ok-
tober 2025 dan dilanjutkan 
dengan asesmen lapangan 
pada 24–27 November 2025.

“Alhamdulillah, pada 20 
Desember 2025 diumumkan 
bahwa Program Studi S2 Ke-
sehatan Masyarakat berhasil 
meraih status Akreditasi 
Unggul,” tambahnya.

Prestasi serupa juga diraih 
oleh Program Studi Magister 
Ilmu Pertanian Pascasarja-

na Universitas Tadulako. 
Koordinator Program Studi 
Magister Ilmu Pertanian, Dr. 
Ir. Rostiati Daeng Rahmatu, 
M.P., menyampaikan bahwa 
persiapan akreditasi telah 
dilakukan sejak Juni 2024.

“Dokumen akreditasi kami 
ajukan pada Desember 2024, 
kemudian melalui tahapan 
penilaian hingga akhirnya 
pengumuman resmi Akre-
ditasi Unggul kami terima 
pada periode November 
sampai Desember 2025,” 
jelasnya.

Menanggapi capaian ter-
sebut, Rektor Universitas 
Tadulako, Prof. Dr. Ir. Amar 
ST., MT menyampaikan 
apresiasi dan rasa syukur 
atas dedikasi seluruh sivi-
tas akademika yang telah 
bekerja keras dalam proses 
akreditasi.

“Perolehan Akreditasi 
Unggul ini merupakan hasil 
kerja kolektif, mulai dari 
unsur pimpinan hingga tim 
pelaksana di tingkat program 
studi. Ini adalah buah dari 
komitmen bersama dalam 
memperkuat mutu dan tata 
kelola Universitas Tadula-
ko,” tegas Rektor.

Ia berharap capaian ter-
sebut tidak hanya dapat 
dipertahankan, tetapi juga 
terus ditingkatkan. Hingga 
Desember 2025, Universitas 
Tadulako telah memiliki 
31 program studi berstatus 
Akreditasi Unggul.

“Capaian ini kami harap-
kan dapat menjadi motivasi 
bagi program studi lainnya 
untuk meraih predikat se-
rupa. Ke depan, capaian 
Akreditasi Unggul juga kami 
arahkan menuju akreditasi 
internasional sebagai lang-
kah strategis dalam proses 
internasionalisasi dan pen-
guatan daya saing Univer-
sitas Tadulako di tingkat 
global,” urainya.*ENG

PENYERAHAN sertifi kat pemateri dari Master of Trainer BA Abdul Salam, S.Pd., M.Pd ke Rektor 
Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra, SE., MM disaksikan oleh Wakil Rektor II Unismuh Palu, Dr. 
Burhanuddin, SE., MM, Ketua LP2AIK Unismuh Palu, Dr. Fery, S.Sos., M.Si  dan Ketua Panitia Dr. 
Farid, SE., MM. FOTO: AMILUDDIN

LP2AIK Unismuh Palu Bekali Mahasiswa KKN Lewat BA

SULTENG RAYA-Lembaga Pembinaan 
Pengembangan Al-Islam Kemuhammadi-
yaan (LP2AIK) Universitas Muhammadiyah 
(Unismuh) Palu kembali melakukan Baitul 
Arqam (BA), kali ini adalah BA angkatan ke 
III Tahun  akademik 2025/2026 diperuntukan 
bagi mahasiswa studi akhir yang akan men-
gikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di 
Masyarakat.

Baitul Arqam Mahasis-
wa ini mengangkat tema 
“Internalisasi Nilai Islam 
Berkemajuan Sebagai Bekal 
Pengabdian KKN Bagi Ma-
hasiswa Berkarakter Ung-
gul” itu dilaksanakan sela-
ma tiga hari, dibuka Selasa 
(23/2025) dan kembali akan 
dilanjutkan pada tanggal 25-
27 Desember 2025 di Aula 
Rektorat Unismuh Palu. 

Rektor Unismuh Palu, 
Prof. Dr. H. Rajindra, SE., 
MM saat membuka kegiatan 
itu menyampaikan BA kali 
ini berbeda dari sebelum-
nya, dimana BA mahasis-
wa biasanya diperuntukan 
bagi mahasiswa yang sudah 
menyelesaikan program 
KKN, namun kali ini di-
peruntukan bagi mereka 
yang akan turun mengikuti 
program KKN.

Dengan harapan, ada isi 
materi BA yang bisa maha-
siswa implementasikan di 
masyarakat. “Sebelumnya 
itu yang sudah KKN, namun 
setelah kita mencari pola 
baru, kini yang ikut BA 
Mahasiswa adalah bagi me-
reka yang akan turun KKN, 
agar ada yang bisa mereka 
implementasikan nanti di 
masyarakat setelah belajar 

dari BA,”jelas Prof Rajindra. 
Rektor berharap, maha-

siswa yang akan turun KKN 
ini betul-betul aktif selama 
kurang lebih satu bulan 
setengah di masyarakat, 
serta memiliki sikap dan 
prilaku mencerminkan diri 
sebagai mahasiswa dari 
Kampus Biru Unismuh Palu 
yang menjunjung tinggi eti-
ka dan moralitas.

Di sisi lain, Prof Rajindra 
juga mengingatkan selain 
mahasiswa peserta KKN 
yang aktif juga Dosen Pem-
bimbing Lapangan (DPL) 
harus pro aktif. “Olehnya 
saat penunjukan itu harus 
dimintai kesediaan untuk 
menjadi DPL dan siap aktif 
di lapangan.

 Agar tidak keluar dari 
tujuan KKN, DPL nya har-
us betul-betul orang pili-

han,”tegas Prof Rajindra.
Sementara itu,  Ketua 

LP2AIK Unismuh Palu, Dr. 
Fery, S.Sos., M.Si menyam-
paikan kepada peserta BA, 
bahwa selama mereka men-
gikuti program BA akan be-
lajar zikir dan pikir, untuk 
itu harus mengikhlaskan 
diri dan meluruskan niat 
untuk mengikuti program 
ini selama kurang lebih 
tiga hari. 

Salah satu yang akan me-
reka dapatkan nanti adalah 
pemahaman Wasathiyah 
yang artinya jalan tengah 
(moderat). 

“Bagi Muhammadiyah 
Wasathiyah bukan hanya 
jalan tengah atau moderat 
melainkan juga mencerah-
kan, sebagaimana tujuan 
organisasi ini didirikan oleh 
KH. Ahmad Dahlan,”se-

butnya.
Olehnya itu, peserta BA 

yang akan turun di masyara-
kat, diminta menjadi pence-
rah di tengah-tengah masy-
arakat, karena itulah tujuan 
dari Muhammadiyah didi-
rikan oleh Ahmad Dahlan. 
“Kader Muhammadiyah 
itu harus mempu menjadi 
lampu, menjadi penerang 
masyarakat, dan menjadi 
manusia terbaik yang mem-
beri manfaat atas kehadiran-
nya di desa,”sebutnya. 

Dr. Farid, SE., MM saat 
menyampaikan laporan, pe-
serta BA Mahasiswa kali ini 
sejumlah 63 orang, didomi-
nasi FKM 45 orang, menyu-
sul Fakultas Teknik 2 orang, 
Fakultas Hukum 2 orang, 
Fisip 2 orang, dan  Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis juga 2 
orang. ENG

FOTO bersama Rektor Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra dengan peserta Baitul Arqam. FOTO: AMILUDDIN
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BUKA SOERATIN CUP 

Destry Damayanti 
Dilantik Jadi Gubernur 

Bank Indonesia

Selvi Ananda Ajak Para 
Ibu Jadi Penggerak 

Hemat Energi 

Dua Hektare Kebun Kakao Terbakar di Sausu

Baca IMIP Hal. 7

37 Hektare 
Hutan dan Lahan 
di Sigi Terbakar

SULTENG RAYA — Gubernur Sulawesi 
Tengah Anwar Hafid secara resmi 

membuka Piala Soeratin U-15 dan U-17 
Seri Sulawesi Tengah 2026 di Lapangan 

Gawalise, Kelurahan Tipo, Kota Palu, 
Rabu (2/9/2026).

Baca DILANTIK Hal. 7

Baca KUNJUNGI Hal. 7

IMIP Serap 98.266 Tenaga Kerja,
Pengangguran di Morowali Menurun

Gubernur Sulteng Siapkan Bibit
Sepak Bola Masa Depan

SEJUMLAH pemain yang merupakan peserta Soeratin Cup menyalami Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid pada pembukaan Piala Soeratin di Lapangan Gawalise, Kelurahan 
Tipo, Kota Palu, Rabu (2/9/2026). FOTO: IRWAN

Kompetisi yang menjadi 
salah satu wadah pembin-
aan sepak bola usia muda 
tersebut diikuti 16 tim dari 
sejumlah kabupaten/kota 
di Sulawesi Tengah. Peser-
ta berasal dari Kota Palu, 
Kabupaten Sigi, Donggala, 
Parigi Moutong, Poso hing-
ga Kabupaten Banggai.

Ketua Pelaksana Soeratin 
Cup U-15 dan U-17 Seri 
Sulawesi Tengah, Jelly Rom-
pas, mengatakan kompetisi 
tersebut memiliki arti pen-
ting dalam menyiapkan 
generasi pesepak bola masa 

depan Sulawesi Tengah.
Menurut Jelly yang juga 

Sekretaris Asprov PSSI Sula-
wesi Tengah, Piala Soeratin 
merupakan ajang pembin-
aan usia dini yang bergengsi 
sekaligus menjadi sarana 
menjaring bibit potensial, 
mengasah kemampuan dan 
membangun mental bertan-
ding secara sportif.

“Untuk melahirkan tim 
daerah yang kuat dan ber-
prestasi, kita harus meren-
canakan dan mendesain 

SULTENG RAYA - Badan 
Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD) Kabupa-
ten Sigi, mencatat luas area 
hutan dan lahan yang terba-
kar di wilayahnya mencapai 
37 hektare sepanjang Agus-
tus 2026.

“Jadi, selama Agustus 

2026 terjadi delapan kejadi-
an kebakaran hutan dan la-
han yang tersebar di delapan 
desa dan tujuh kecamatan,” 
kata Kabid Bencana BPBD 
Kabupaten Sigi, Ahmad 
Yani, di Dolo, Rabu.

SULTENG RAYA — Ke-
pulan asap membumbung 
dari kawasan perkebunan 
Kakao di Dusun V Taba-
nan, Desa Sausu Tambu, 
Kecamatan Sausu, Kabupa-
ten Parigi Moutong, Selasa 
(1/9/2026) sekitar pukul 

11.00 WITA.
Di tengah teriknya cuaca, 

api dengan cepat membakar 
lahan perkebunan milik Aji 
Ngurah Rio. Sekitar dua 
hektare lahan dilaporkan 

KEBAKARAN 
kebun Kakao di 
Desa Sausu Tambu, 
Selasa (1/9/2026) . 
FOTO: POLSEK SAUSU

Baca 37 HEKTARE Hal. 7

Baca TERBAKAR Hal. 7

TENAGA kerja di kawasan IMIP. FOTO: IST

SULTENG RAYA  – PT 
Indonesia Morowali Indus-
trial Park (IMIP) menjadi 
penggerak utama penyera-
pan tenaga kerja dan mene-
kan angka pengangguran 
terbuka di Kabupaten Moro-
wali, Sulawesi Tengah, dan 
wilayah Indonesia Timur. 
Hingga akhir Agustus 2026, 
data yang dihimpun melalui 
HR Departemen PT IMIP, 
jumlah tenaga kerja telah 
mencapai 98.266 orang. 

Dari angka itu, 92 persen 
atau 90.405 orang dari Pulau 

Sulawesi. 32 persen atau 
31.445 orang merupakan 
penduduk Provinsi Sulawesi 
Tengah, dan asal Morowali 
sebanyak 17.688 atau 18 per-
sen. Sementara tenaga kerja 
lokal Kecamatan Bahodopi 
ada 10.809 orang atau 11 
persen. Tenaga kerja dari 
luar Sulawesi tercatat 8 per-
sen atau 7.861 orang. Untuk 
tingkat pendidikan, 64,5 
persen atau 63.382 orang 
adalah lulusan SMA/SMK 

PELANTIKAN Angota Dewan Gubernur Bank Indonesia oleh 
Ketua MA Republik Indonesia. FOTO: IST

SULTENG RAYA — Destry Damayanti resmi di-
lantik sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) untuk 
masa jabatan lima tahun. Destry dilantik bersama 
Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior 
dan Solikin M. Juhro sebagai Deputi Gubernur BI.

Ketiganya dilantik Ketua Mahkamah Agung Re-
publik Indonesia, Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., 
di Jakarta, Rabu (2/9/2026). Pelantikan tersebut 
berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indo-
nesia Nomor 92/P Tahun 2026 tentang Pember-
hentian dan Pengangkatan Dewan Gubernur Bank 
Indonesia yang ditetapkan pada 1 September 2026.

KUNJUNGI SULTENG

KETUA Umum Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), Selvi 
Ananda Gibran Rakabuming Raka  berinteraksi dengan peserta 
Gaya Hidup Hemat Energi di Tengah Masyarakat yang digelar 
Direktorat Jenderal EBTKE, Kementerian ESDM di Rumah 
Jabatan Gubernur Siranindi, Rabu (2/9/2026). FOTO: BIRO ADPIM

SULTENG RAYA - Ketua Umum Dewan Kerajin-
an Nasional (Dekranas) sekaligus Ketua Solidaritas 
Perempuan untuk Indonesia (Seruni) Kabinet Mer-
ah Putih, Selvi Ananda Gibran Rakabuming Raka, 
mengajak para ibu di Sulawesi Tengah menjadi 
penggerak budaya hemat energi yang dimulai dari 
lingkungan keluarga.

Pesan tersebut disampaikan Selvi Ananda saat 
berinteraksi dengan peserta Sosialisasi Hemat Ener-
gi tentang Gaya Hidup Hemat Energi di Tengah 
Masyarakat yang digelar Direktorat Jenderal Energi 
Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) 
Kementerian ESDM di Rumah Jabatan Gubernur 
Siranindi, Rabu (2/9/2026).

Baca GUBERNUR Hal. 7
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SULTENG RAYA – Satuan Lalu 
Lintas (Satlantas) Polres Tojo Una-
Una (Touna) melalui Unit Keama-
nan dan Keselamatan (Kamsel) 
terus mengintensifkan edukasi 
keselamatan berlalu lintas kepada 
kalangan pelajar.

Kegiatan sosialisasi tersebut 
dilaksanakan di SMK Informatika 
Komputer Ampana Kota, Keca-
matan Ampana Kota, Kabupaten 
Touna, Rabu (2/9/2026).

Kegiatan dipimpin Kanit Kam-
sel Satlantas Polres Touna Bripka 
Muhammad Faisal bersama Briptu 
Rio Gabriel Dola. Dalam sosialisasi 
itu, para siswa diberikan pemaha-
man mengenai pentingnya menjaga 
keselamatan saat berada di jalan raya 
serta mematuhi aturan lalu lintas.

Kasat Lantas Polres Touna AKP 
H. Siswanto, SH., MH., mengata-
kan edukasi tersebut merupakan 
langkah preventif untuk mening-
katkan kesadaran pelajar terhadap 
pentingnya keselamatan dalam 
berlalu lintas.

“Edukasi dan sosialisasi ini dibe-
rikan agar para siswa memahami 
pentingnya keselamatan dalam 

berlalu lintas serta mengetahui dan 
mematuhi aturan yang berlaku,” 
ujar Siswanto.

Ia juga mengingatkan para pe-
lajar yang masih berusia di bawah 
umur agar tidak mengendarai 
kendaraan bermotor. Menurut-
nya, kepatuhan terhadap aturan 
tersebut penting untuk mencegah 
terjadinya kecelakaan lalu lintas 
yang dapat merugikan diri sendiri 
maupun pengguna jalan lainnya.

“Kami mengimbau anak usia di 
bawah umur untuk tidak mengen-
darai kendaraan bermotor. Kese-
lamatan harus menjadi perhatian 
utama,” tegasnya.

Kasat menambahkan, sosialisasi 
kepada pelajar akan terus dila-
kukan sebagai bagian dari upaya 
Satlantas Polres Touna memban-
gun budaya tertib berlalu lintas 
sejak dini.

“Harapannya, para siswa dapat 
memahami aturan lalu lintas dan 
menerapkannya dalam kehidupan 
sehari-hari, sehingga dapat mem-
bantu menekan angka kecelakaan 
lalu lintas di wilayah Touna,” 
jelasnya. AMR

Siswa SMK Ampana 
Diedukasi Keselamatan 

Berlalu Lintas

SEJUMLAH siswa SMK Indormatika Komputer Ampana Kota, berfoto bersama 
usai mengikuti edukasi keselamatan berlalu lintas, Rabu (2/9/2026). FOTO: DOK.

SATLANTAS TOUNA

SULTENG RAYA – Di tengah 
upaya warga Desa Avolua, Keca-
matan Parigi Utara, bangkit setelah 
diterjang banjir, kepedulian terus 
berdatangan. Rabu (2/9/2026), jaja-
ran Polres Parigi Moutong bersama 
Bhayangkari hadir membawa bantu-
an sekaligus melihat langsung kondi-
si masyarakat di wilayah terdampak.

Rombongan mendatangi Posko 
Tanggap Bencana BPBD di Dusun 
II, Desa Avolua. Sebanyak 60 paket 
bantuan sosial diserahkan untuk 
membantu memenuhi kebutuhan 
warga yang terdampak bencana.

Bantuan tersebut diserahkan seca-
ra simbolis oleh Ketua Bhayangkari 
Cabang Polres Parigi Moutong, Ny. 
Bibit Hendrawan, kepada Kepala 
Posko Tanggap Bencana BPBD Desa 
Avolua, Ikbal.

Kehadiran rombongan bukan seka-
dar membawa paket bantuan. Polres 
Parigi Moutong ingin memastikan 
masyarakat yang sedang meng-
hadapi masa sulit akibat bencana 
tetap mendapatkan perhatian dan 
dukungan.

Dalam kegiatan itu, Ny. Bibit 
Hendrawan didampingi Kabag SDM 
Polres Parigi Moutong Kompol I 

Gusti Nyoman Suarta, S.H., Kasat 
Binmas AKP Zulkufran, Kasi Pro-
pam Iptu Wahyu, Kapolsubsektor 
Parigi Utara IPDA J. Terok, pengurus 
Bhayangkari Cabang Polres Parigi 
Moutong serta Kepala Desa Avulua 
Tamsil, S.T.

Kabag SDM Polres Parigi Moutong 
Kompol I Gusti Nyoman Suarta men-
gatakan, bantuan tersebut merupa-
kan wujud kepedulian Polri bersama 
Bhayangkari terhadap masyarakat 
yang tengah menghadapi musibah.

“Kehadiran kami di tengah masy-
arakat terdampak banjir merupakan 
bentuk kepedulian dan komitmen 
Polri untuk selalu hadir membantu 
masyarakat, khususnya dalam situ-
asi bencana. Semoga bantuan yang 
diberikan dapat bermanfaat dan 
sedikit meringankan beban warga,” 
ujarnya.

Setelah menyerahkan bantuan, 
rombongan tidak langsung mening-
galkan lokasi. Bersama pihak terkait, 
jajaran Polres Parigi Moutong men-
yusuri sejumlah titik yang terdampak 
banjir untuk melihat kondisi terkini 
di lapangan.

Peninjauan tersebut sekaligus 
menjadi upaya memperoleh gam-

baran langsung mengenai dampak 
bencana serta kondisi masyarakat 
setelah banjir menerjang wilayah 
tersebut. Kehadiran aparat di lapan-
gan diharapkan turut memperkuat 
koordinasi penanganan pascabenca-
na bersama pemerintah daerah dan 
unsur terkait lainnya.

Di tengah kondisi cuaca yang ma-
sih perlu diwaspadai, Kompol I Gusti 
Nyoman Suarta meminta masyarakat 
tidak lengah terhadap kemungkinan 
terjadinya bencana susulan, teruta-
ma ketika hujan dengan intensitas 
tinggi kembali mengguyur kawasan 
tersebut.

“Kami mengimbau masyarakat 
untuk tetap waspada dan mengikuti 
arahan petugas maupun pemerintah 
setempat. Keselamatan masyarakat 
menjadi prioritas utama, dan Polri 
bersama seluruh stakeholder akan te-
rus berkoordinasi dalam penanganan 
situasi bencana,” tegasnya.

Melalui penyaluran bantuan dan 
peninjauan lokasi terdampak, Polres 
Parigi Moutong menegaskan komit-
mennya memberikan perlindun-
gan, pelayanan dan bantuan secara 
humanis serta responsif terhadap 
kebutuhan masyarakat. AJI

SULTENG RAYA - Kejaksaan 
Tinggi Sulawesi Tengah menggelar 
Upacara Peringatan Hari Lahir Ke-
jaksaan Republik Indonesia Ke-81 
Tahun. Upacara tersebut dipimpin 
langsung oleh Kepala Kejaksaan 
Tinggi Sulawesi Tengah, Zullikar 
Tanjung, S.H., M.H., selaku Inspek-
tur Upacara, Rabu (2/9/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Kajati 
Kmembacakan amanat Jaksa Agung 
Republik Indonesia yang mengajak 
seluruh insan Adhyaksa untuk 
menjadikan peringatan Hari Lahir 
Kejaksaan sebagai momentum reflek-
si atas perjalanan panjang institusi 
dalam menjaga kedaulatan hukum 
dan mengawal cita-cita kemerdekaan 
bangsa Indonesia.

Disampaikan bahwa Kejaksaan 
lahir pada awal perjalanan kemerde-
kaan Republik Indonesia dan menja-
di bagian penting dalam membangun 
serta menjaga kedaulatan hukum di 
bumi pertiwi. Oleh karena itu, perin-
gatan Hari Lahir Ke-81 Kejaksaan RI 
menjadi momentum untuk menge-
nang jasa para pendahulu sekaligus 
memperbarui semangat pengabdian 
kepada institusi, bangsa, dan negara.

Peringatan tahun ini memiliki 
makna tersendiri dengan penggunaan 
Pakaian Dinas Lapangan (PDL) oleh 
seluruh peserta upacara. Hal tersebut 
melambangkan kesiapsiagaan insan 
Adhyaksa untuk senantiasa hadir, 
bekerja, dan mengabdi kapan pun ne-
gara dan masyarakat membutuhkan.

Jaksa Agung dalam amanatnya 
juga menekankan pentingnya ke-
bangkitan Kejaksaan melalui soli-
ditas dan solidaritas seluruh insan 
Adhyaksa. Setiap tantangan dan 
ujian yang dihadapi harus menjadi 
momentum untuk melakukan per-
baikan, memulihkan kepercayaan 
masyarakat, serta mengembalikan 
marwah Kejaksaan sebagai lembaga 
penegak hukum.

Peringatan Hari Lahir Ke-81 Ke-
jaksaan Republik Indonesia Tahun 
2026 mengusung tema:

SULTENG RAYA – Ke-
polisian Sektor (Polsek) Ti-
nangkung Polres Banggai 
Kepulauan kembali men-
gedepankan pendekatan 
humanis dalam penanganan 
potensi konflik di wilayah 
hukumnya. Personel Bha-
binkamtibmas Briptu Luthfi 
Grahady sukses memediasi 
perkelahian akibat kesa-
lahpahaman antarwarga di 
Kantor Desa Gansal, Keca-
matan Tinangkung Selatan, 
Kabupaten Banggai Ke-
pulauan, Rabu (2/9/2026).

Mediasi tersebut meng-
hadirkan kedua belah pihak 
yang berselisih, yakni Hein 
Tae dan Matius Tae. Melalui 
dialog kekeluargaan yang 
difasilitasi oleh Bhabinkam-
tibmas, kedua pihak berse-
pakat untuk menyelesaikan 
perkara secara damai, saling 
memaafkan, serta berjanji 
tidak akan mengulangi per-
buatan serupa.

Kesepakatan damai terse-
but kemudian dituangkan 
secara resmi dalam surat 
pernyataan bersama sebagai 
landasan hukum penye-
lesaian perkara (problem 
solving). Langkah ini diam-
bil untuk memastikan agar 
perselisihan tidak berlanjut 
dan memicu perselisihan su-
sulan di tengah masyarakat 
Desa Gansal.

Dalam kesempatan terse-
but, Briptu Luthfi Grahady 
juga menyampaikan imbau-
an ketertiban dan keamanan 
masyarakat (kamtibmas). 
Warga diajak untuk ak-
tif berpartisipasi menjaga 
kondusivitas wilayah serta 
selalu mengutamakan ko-
munikasi dan musyawarah 
jika terjadi salah paham 
antar tetangga.

Kapolsek Tinangkung 
Iptu Arlan mengapresiasi 
penanganan cepat dan tepat 
yang dilakukan oleh anggo-

tanya di lapangan. Pihaknya 
menegaskan bahwa keha-
diran Polri di tengah warga 
adalah untuk memberikan 
rasa aman dan menjadi pe-
mecah masalah atas dinami-
ka sosial yang terjadi.

“Kami selalu menekankan 
kepada seluruh Bhabin-
kamtibmas agar tanggap 
terhadap setiap dinamika di 
desa binaan. Pendekatan ke-
keluargaan dan restorative 
justice melalui problem sol-
ving menjadi prioritas kami 
agar keharmonisan warga 
tetap terjaga,” ujar Arlan.

Melalui kegiatan ini, jaja-
ran Polsek Tinangkung di 
bawah pengawasan Kanit 
Binmas Aiptu Syaiful Banno 
terus berkomitmen mempe-
rerat silaturahmi antara in-
stitusi Polri dan masyarakat. 
Seluruh rangkaian kegiatan 
penyelesaian masalah ber-
jalan dengan lancar, tertib, 
aman, serta kondusif. AMR

PAKET Bantuan Polres untuk warga terdampak banjir di Desa Avolua, Rabu (2/9/2026). FOTO : HUMAS POLRES PARMOUT 

PENYELESAIAN secara problem solving perkelahian warga Desa Gansal di Kantor desa, Keca-
matan Tinangkung Selatan, Bangkep, Rabu (2/9/2026). FOTO: IST

Kasus Perkelahian Warga 
Gansal Diselesaikan 

Secara Problem Solving Peringatan Hari Lahir Kejaksaan RI, 
Momentum Perbarui Semangat Pengabdian

“Mengembalikan Kepercayaan 
Publik Melalui Penegakan Hukum 
Berintegritas, Adil dan Humanis.”

Tema tersebut menjadi penegasan 
tekad Kejaksaan untuk terus meng-
hadirkan penegakan hukum yang 
berlandaskan integritas, profesio-
nalitas, keadilan, serta nilai-nilai 
kemanusiaan.

Dalam amanatnya, Jaksa Agung 
turut menekankan bahwa Kejaksaan 
harus terus memperkuat persatuan 
sebagai satu kesatuan yang utuh. 
Tidak boleh ada ruang bagi kepentin-
gan pribadi maupun kelompok yang 
dapat melemahkan soliditas institusi. 

“Keberhasilan Kejaksaan merupa-
kan hasil kerja kolektif seluruh insan 
Adhyaksa,” ujarnya.

Selain itu, Kejaksaan dituntut un-
tuk terus melakukan transformasi 
dan beradaptasi terhadap perkem-
bangan kebutuhan hukum serta 
tuntutan masyarakat. Transformasi 
sistem penuntutan dan penguatan 
peran Kejaksaan menjadi bagian 
dari agenda strategis dalam men-
dukung terwujudnya Indonesia 
Emas 2045.

Jaksa Agung juga mengingatkan 
pentingnya memperkuat koordinasi 
dan kolaborasi dengan seluruh apa-
rat penegak hukum, kementerian dan 

lembaga, akademisi, serta masyara-
kat sipil guna mewujudkan sistem 
penegakan hukum yang terpadu, 
efektif, efisien, dan terpercaya.

Kepercayaan publik, merupakan 
kehormatan sekaligus amanah yang 
harus dijaga oleh setiap insan Adhy-
aksa melalui integritas, profesionali-
tas, kesederhanaan, serta pengabdian 
terbaik kepada masyarakat.

Setiap insan Adhyaksa merupakan 
cerminan institusi. Oleh karena itu, 
seluruh jajaran diingatkan untuk 
senantiasa menjaga sikap, tutur kata, 
perilaku, serta kehormatan institusi 
dalam setiap pelaksanaan tugas.

Menutup amanatnya, Jaksa Agung 
mengajak seluruh insan Adhyaksa 
menjadikan peringatan Hari Lahir 
Kejaksaan sebagai titik tolak untuk 
terus memperbarui semangat pen-
gabdian dan dedikasi kepada bangsa 
dan negara.

Melalui peringatan Hari Lahir 
Ke-81 Kejaksaan Republik Indo-
nesia Tahun 2026, seluruh jajaran 
Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah 
diharapkan semakin memperkuat 
komitmen dalam menghadirkan pe-
negakan hukum yang berintegritas, 
adil, humanis, serta memberikan 
manfaat nyata bagi masyarakat, 
bangsa, dan negara. AMR

Polres Parmout Salurkan Bantuan 
untuk Warga Terdampak Banjir

KAJATI Sulteng, Zullikar Tanjung, saat memimpin upacara peringatan Hari Lahir Ke-
jaksaan RI, di halaman Kejati Sulteng, Rabu (2/9/2026). FOTO: PENKUM KEJATI SULTENG
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Kegiatan itu, mengusung 
tema, Satu Polwan Membe-
rikan Dampak Signifikan 
bagi Masyarakat.

Acara tersebut turut di-
hadiri Wakapolda Brigjen 
Pol Dr. Helmi Kwarta Ku-
suma Putra Rauf, Irwasda 
Kombes Pol Purwanto Puji 

Sutan, para Pejabat Utama 
(PJU) Polda Sulteng, para 
Kapolres/ta jajaran, Ketua 
Bhayangkari Daerah Sulteng 
beserta pengurus, Koordi-
nator Polwan, perwakilan 
Korps Wanita TNI, para 
senior dan sesepuh Polwan, 
serta seluruh personel Pol-

KAPOLDA Sulteng, Irjen Pol Nasri (tengah) saat berpose bersama tujuh personel Polwan yang meraih piagam penghargaan pada pe-
ringatan HUT ke-78 Polisi Wanita (Polwan) Republik Indonesia Tahun 2026, Selasa (1/9/2026) pagi di salah satu hotel di Palu. FOTO: 
BIDHUMAS POLDA SULTENG

HUT KE-78 POLWAN

Tujuh Personel Polda Sulteng 
Berprestasi Dapat Penghargaan

SULTENG RAYA – Kepala Kepolisian Daer-
ah (Kapolda) Sulawesi Tengah (Sulteng) Irjen 
Pol Nasri memimpin peringatan Hari Ulang 
Tahun (HUT) ke-78 Polisi Wanita (Polwan) 
Republik Indonesia Tahun 2026, Selasa 
(1/9/2026) pagi di salah satu hotel di Palu.

wan Polda Sulteng.
Momentum tersebut, juga 

diwarnai pemberian peng-
hargaan kepada tujuh per-
sonel Polwan Polda Sulteng 
yang berhasil menorehkan 
prestasi di berbagai bidang. 
Penghargaan diserahkan 
langsung Kapolda Sulteng 
Irjen Pol Nasri didampingi 
Ketua Bhayangkari Daerah 
Sulteng, Ibu Lina Nasri.

Adapun tujuh personel 
Polwan yang menerima pi-
agam penghargaan tersebut 
yakni AKP Siti Elminawati, 
S.H., M.H., Ps. Kanit 2 Sub-
dit 4 Ditreskrimum Polda 
Sulteng, yang meraih Hoe-

geng Awards 2026 kategori 
Polisi Pelindung Perempu-
an dan Anak (Kelompok 
Rentan) di Gedung Tribrata 
Darmawangsa, Jakarta Sela-
tan, pada 31 Juli 2026.

Di bidang menembak Ipda 
Anita Rosiana Wajong, S.H., 
Ps. Kanit 3 Siturjawali Sub-
ditgasum Ditsamapta Polda 
Sulteng, meraih Juara 2 kate-
gori Women Tembak Reaksi 
Presisi 25 Meter pada Kejua-
raan Kapolda Cup 2026 yang 
berlangsung di Lapangan 
Tembak IPSC Wira Prata-
ma Batalyon A Satbrimob 
Polda Sulteng, 8–9 Juli 2026, 
Brigpol Ravita Wulandari, 

S.H., Brigadir Satbrimob 
Polda Sulteng, yang berhasil 
meraih Juara 2 Two Gun 
Ladies dan Juara 3 kategori 
Women Tembak Reaksi Pre-
sisi 25 Meter pada Kejuaraan 
Kapolda Cup 2026.

Ia juga meraih Juara 2 
Tembak Reaksi Handgun 
Production-Lady pada Ka-
polri Cup Shooting Champi-
onship 2026, Brigpol Anan-
da Theofany, S.H., Brigadir 
Biro Ops Polda Sulteng, 
yang meraih Juara 1 kategori 
Women Tembak Presisi 25 
Meter pada Kejuaraan Ka-
polda Cup 2026 serta Juara 1 
Menembak Presisi 25 Meter 
Individu pada Kapolri Cup 
Shooting Championship 
2026 dan Bripda Dwiarti 
Ningtias, Brigadir Satbrimob 
Polda Sulteng, meraih Juara 
3 Two Gun Ladies pada Ke-
juaraan Kapolda Cup 2026.

Di bidang Olahraga Aipda 
Nur Fitri Anisa, Brigadir 

Bidpropam Polda Sulteng, 
atas perannya sebagai pela-
tih Tim Taekwondo Polda 
Sulteng pada Kejuaraan Ka-
polri Cup ke-7 Tahun 2026 di 
Indoor Sport Center Kelapa 
Dua, Tangerang, Banten, 
9–11 Juli 2026, Bripda Nur 
Mecca Nabila Putri, Brigadir 
Ditsamapta Polda Sulteng, 
meraih Juara 2 Taekwondo 
pada Maestro Taekwondo 
Championship 2026 di Ma-
kassar serta Juara 3 Kyurugi 
Under 73 pada Kejuaraan 
Kapolri Cup ke-7 Tahun 
2026. Kabid Humas Polda 
Sulteng Kombes Pol Ach-
mad Muhaimin mengata-
kan, penghargaan tersebut 
merupakan bentuk apresiasi 
pimpinan atas dedikasi, ker-
ja keras, dan prestasi para 
Polwan.

“Penghargaan ini merupa-
kan bentuk apresiasi pim-
pinan kepada para Polwan 
yang telah menunjukkan 

dedikasi dan prestasi. Apa 
yang mereka capai menja-
di kebanggaan bagi Polda 
Sulawesi Tengah sekaligus 
motivasi bagi seluruh perso-
nel untuk terus memberikan 
pengabdian terbaik kepada 
masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan, presta-
si tersebut membuktikan 
bahwa Polwan tidak hanya 
berperan dalam tugas ke-
polisian, tetapi juga mam-
pu berkontribusi melalui 
berbagai bidang, termasuk 
perlindungan kelompok 
rentan, olahraga, dan ke-
pelatihan.

Momentum HUT ke-78 
Polwan diharapkan semakin 
mendorong seluruh Pol-
wan Polda Sulteng untuk 
meningkatkan kapasitas, 
menjaga integritas, berino-
vasi, dan terus memberikan 
dampak positif bagi masya-
rakat, bangsa, serta institusi 
Polri.*/YAT

SULTENG RAYA — Ya-
maha Akai Jaya kembali 
menghadirkan kegiatan ber-
tajuk “Yamaha Ojol Merde-
ka – Gas Bareng, Menang 
Bareng!” yang digelar di 
Yamaha Land Palu pada 
Sabtu, 29 Agustus 2026. 
Kegiatan ini secara khusus 
mengajak 100 pengemudi 
ojek online (ojol) aktif di 
Kota Palu untuk meraya-
kan semangat kemerdekaan 
sekaligus mengenal lebih 
dekat Yamaha Gear Ultima.

Pemilihan Yamaha Gear 
Ultima dalam kegiatan ini 
bukan tanpa alasan. Sebagai 
motor matic multifungsi, 
Gear Ultima dirancang un-
tuk mendukung berbagai 
kebutuhan mobilitas, ter-
masuk aktivitas pengemudi 
ojek online yang membu-
tuhkan kendaraan praktis, 
nyaman, dan efisien untuk 
digunakan setiap hari.

Salah satu keunggulan 
yang menjadi perhatian 
adalah efisiensi bahan ba-
karnya. Yamaha Gear Ulti-
ma dikenal mampu membe-
rikan konsumsi bahan bakar 
sekitar 55–62 km/l, sehingga 
dapat menjadi pilihan me-
narik bagi pengemudi ojol 
yang memiliki mobilitas 
tinggi dan membutuhkan 

kendaraan yang efisien un-
tuk menunjang aktivitas 
sehari-hari.

Selain irit bahan bakar, 
Gear Ultima juga menawar-
kan kepraktisan untuk mem-
bawa berbagai kebutuhan. 
Motor ini memiliki kapasitas 
angkut yang mendukung, 
sehingga pengemudi dapat 
lebih mudah membawa ba-
rang maupun perlengkapan 
selama bekerja. 

Kehadiran double hook 
atau dua gantungan juga 
semakin memberikan ke-
mudahan ketika membawa 
barang bawaan.

Tidak hanya untuk kebu-
tuhan pengemudi, Yamaha 
Gear Ultima juga dirancang 
sebagai motor yang multi-
fungsi untuk penggunaan 
sehari-hari bersama kelu-
arga. 

Salah satunya dengan 
adanya pijakan kaki untuk 
anak-anak, sehingga motor 
ini dapat digunakan untuk 
berbagai aktivitas, mulai 
dari bekerja sebagai ojol 
hingga kebutuhan mobilitas 
keluarga.

Dalam kegiatan Yamaha 
Ojol Merdeka, para peserta 
juga berkesempatan mengi-
kuti berbagai aktivitas me-
narik seperti test ride Yama-

ha Gear Ultima, lomba seru, 
dan berbagai permainan 
yang dikemas dalam suasa-
na penuh kebersamaan.

Sebagai bentuk apresiasi 
kepada para pengemudi 
ojol, Yamaha Akai Jaya turut 
membagikan 100 voucher 
bensin senilai Rp50.000 ke-
pada peserta. Selain itu, 
tersedia pula berbagai door-
prize menarik yang sema-
kin menambah kemeriahan 
acara.

Melalui kegiatan ini, Ya-
maha Akai Jaya tidak ha-
nya ingin memperkenalkan 
keunggulan Yamaha Gear 
Ultima, tetapi juga membe-
rikan apresiasi kepada para 
pengemudi ojol yang setiap 
hari menjadi bagian penting 
dalam mendukung aktivitas 
dan mobilitas masyarakat 
Kota Palu.

Dengan semangat “Gas 
Bareng, Menang Bareng!”, 
Yamaha Ojol  Merdeka 
menjadi momentum untuk 
semakin dekat dengan ko-
munitas ojol sekaligus men-
unjukkan bahwa Yamaha 
Gear Ultima siap menjadi 
partner multifungsi untuk 
berbagai kebutuhan, terma-
suk menemani pengemudi 
ojol dalam mencari rezeki 
setiap hari.*/HJ

PESERTA Yamaha Ojol Merdeka berkesempatan mengikuti berbagai aktivitas menarik seperti test 
ride Yamaha Gear Ultima, lomba seru, dan berbagai permainan yang dikemas dalam suasana penuh 
kebersamaan dan Yamaha membagikan 100 voucher bensin senilai Rp50.000 kepada peserta. 
FOTO: YAMAHA

Yamaha Apresiasi 100 
Pengemudi Ojol dan Kenalkan 

Yamaha Gear Ultima

PERSONEL TNI bersama Kepolisian dan warga bahu-membahu mela-
kukan pemadaman lahan milik warga yang terbakar di wilayah Poraigoa 
hingga Tawiri, Desa Runde, Kecamatan Lore Selatan, Kabupaten Poso, 
Sulawesi Tengah, Selasa (1/9/2026). FOTO: DOK TNI

Personel TNI, Polri dan Warga Padamkan 
10 Hektare Lahan Terbakar di Desa Runde Poso

SULTENG RAYA - Kebakaran lahan milik war-
ga terjadi di wilayah Poraigoa hingga Tawiri, Desa 
Runde, Kecamatan Lore Selatan, Kabupaten Poso, 
Sulawesi Tengah, Selasa (1/9/2026) sekira pukul 
14.30 Wita.

Kebakaran menghanguskan sekitar 10 hektare 
lahan, terdiri dari  2 hektare perkebunan tanaman 
cokelat dan 8 hektare padang serta semak belukar.

Kondisi lahan yang kering membuat api dengan 
cepat merambat dan meluas ke areal lainnya. Ke-
bakaran diduga dipicu oleh puntung rokok yang 
dibuang sembarangan, namun penyebab pasti 
masih dalam pendalaman. Mengetahui kejadian 
tersebut, masyarakat segera melakukan upaya 
pemadaman secara manual. Mendapat laporan 
kebakaran, Dandim 1307/Poso memerintahkan 
Danramil 1307-03/Bada, Kapten Inf Sunarno, un-
tuk mengerahkan personel membantu masyarakat.

Personel TNI bersama Kepolisian dan warga 
bahu-membahu melakukan pemadaman sekaligus 
penyekatan untuk mencegah api merambat ke 
lahan maupun permukiman warga.

Berkat kerja sama tersebut, api berhasil dipa-
damkan sekitar pukul 16.50 Wita. Tidak terdapat 
korban jiwa dalam kejadian tersebut.

Personel TNI bersama masyarakat kemudian 
tetap melakukan pemantauan di sekitar lokasi 
guna mengantisipasi munculnya kembali titik api, 
mengingat kondisi lahan yang masih kering dan 
berpotensi terbakar.

TNI mengimbau masyarakat untuk meningkat-
kan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran 
lahan, khususnya tidak membuang puntung rokok 
sembarangan serta menghindari aktivitas yang 
dapat memicu kebakaran di area yang kering.*/YAT
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PENGUMUMAN LELANG II (KEDUA) 

LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN 
 

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk – Retail Asset 
Management Region X/ Sulawesi & Maluku akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan 
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu, melalui aplikasi e-Auction tanpa kehadiran peserta 
lelang dengan jenis penawaran lelang secara terbuka (open bidding) yang dapat dilihat di Website DJKN : lelang.go.id 
atas barang jaminan (objek lelang) milik debitur atas nama : 
  
Baharuddin, berupa :          
Sebidang tanah kosong beserta segala sesuatu yang ada di atasnya sesuai SHM No. 01797/Mpanau, LT : 83 m² a.n. 
Baharuddin, terletak di Jl. Tondei, Desa Mpanau, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi, Prov. Sulawesi Tengah 
Harga limit lelang  Rp. 11,600,000.-                                           Setoran Uang Jaminan   Rp. 1,500,000.- 

 
Deskripsi Persyaratan Lelang : 
 
1. Memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website lelang.go.id 
2. Memilih Objek lelang yang akan diikuti pada website diatas 
3. Menyetor uang jaminan lelang melalui virtual account yang diperoleh melalui website diatas setelah memilih dan 

mengikuti objek lelang sebesar nominal uang jaminan yang disyaratkan. 
4. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan 

lelang. 
5. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. 
6. Lelang juga dapat diikuti dengan mengunduh aplikasi portal lelang Indonesia versi android melalui Playstore pada 

smartphone dengan nama lelang Indonesia  
7. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas. 
8. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea 

lelang pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya 
pemenang dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara. 

9. Pemenang lelang, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 11 Tahun 2025, dikenakan Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1,1% dari nilai laku lelang yang wajib disetorkan ke rekening penampungan Bank 
Mandiri paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. 

10. Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is). 
 
Deskripsi Pelaksanaan Lelang : 
 

Hari / Tanggal : Kamis, 17 September 2026  
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran  
Batas Akhir Penawaran : 17 September 2026 pukul 09:20 WIB (sesuai waktu server)   
Alamat Domain : lelang.go.id     
Tempat Pelaksanaan Lelang : KPKNL Palu, Jalan Prof M Yamin No. 55, Kota Palu, Sulawesi Tengah 
Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran 

Informasi Lebih Lanjut : 
PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk, Retail Asset Management X / Sulawesi & 
Maluku (0411) 3621425 atau 3621428, (08111403195 Sdri. Surya Ningsih 
Kasa dan 081354906266 Sdri. Yuliana) 

  
Makassar, 03 September 2026  

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk 
Retail Asset Management X/ Sulawesi & Maluku 

 
 

ttd 
 
 

Ardiansa 
Assistant Vice President 

 
 
 
 

KPKNL Palu 

 

 
PENGUMUMAN LELANG II (KEDUA) 

LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN 
 

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk – Retail Asset 
Management Region X/ Sulawesi & Maluku akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan 
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu, melalui aplikasi e-Auction tanpa kehadiran peserta 
lelang dengan jenis penawaran lelang secara terbuka (open bidding) yang dapat dilihat di Website DJKN : lelang.go.id 
atas barang jaminan (objek lelang) milik debitur atas nama : 
  
Mimi Sudarmi, berupa :          
Sebidang tanah kosong beserta segala sesuatu yang ada di atasnya sesuai SHM No. 00520/Mapane, LT : 391 m² a.n. 
Mimi Sudarmi, terletak di Jalan BTN, Kel. Mapane, Kec. Poso Pesisir, Kab. Poso, Prov. Sulawesi Tengah 
Harga limit lelang  Rp. 63,000,000.-                                           Setoran Uang Jaminan   Rp. 6,500,000.- 

 
Deskripsi Persyaratan Lelang : 
 
1. Memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website lelang.go.id 
2. Memilih Objek lelang yang akan diikuti pada website diatas 
3. Menyetor uang jaminan lelang melalui virtual account yang diperoleh melalui website diatas setelah memilih dan 

mengikuti objek lelang sebesar nominal uang jaminan yang disyaratkan. 
4. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan 

lelang. 
5. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. 
6. Lelang juga dapat diikuti dengan mengunduh aplikasi portal lelang Indonesia versi android melalui Playstore pada 

smartphone dengan nama lelang Indonesia  
7. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas. 
8. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea 

lelang pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya 
pemenang dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara. 

9. Pemenang lelang, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 11 Tahun 2025, dikenakan Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1,1% dari nilai laku lelang yang wajib disetorkan ke rekening penampungan Bank 
Mandiri paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. 

10. Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is). 
 
Deskripsi Pelaksanaan Lelang : 
 

Hari / Tanggal : Kamis, 17 September 2026  
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran  
Batas Akhir Penawaran : 17 September 2026 pukul 09:10 WIB (sesuai waktu server)   
Alamat Domain : lelang.go.id     
Tempat Pelaksanaan Lelang : KPKNL Palu, Jalan Prof M Yamin No. 55, Kota Palu, Sulawesi Tengah 
Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran 

Informasi Lebih Lanjut : 
PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk, Retail Asset Management X / Sulawesi & 
Maluku (0411) 3621425 atau 3621428, (08111403195 Sdri. Surya Ningsih 
Kasa dan 081354906266 Sdri. Yuliana) 

  
Makassar, 03 September 2026  

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk 
Retail Asset Management X/ Sulawesi & Maluku 
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Ardiansa 
Assistant Vice President 

 
 
 
 

KPKNL Palu 

 

 
PENGUMUMAN LELANG II (KEDUA) 

LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN 
 

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk – Retail Asset 
Management Region X/ Sulawesi & Maluku akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan 
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu, melalui aplikasi e-Auction tanpa kehadiran peserta 
lelang dengan jenis penawaran lelang secara terbuka (open bidding) yang dapat dilihat di Website DJKN : lelang.go.id 
atas barang jaminan (objek lelang) milik debitur atas nama : 
  
Muchtar, berupa :          
Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya sesuai SHM No. 483/Masamba, LT : 344 m² a.n. Muchtar, terletak di Jl. 
Lingkungan, Desa Masamba, Kec. Poso Pesisir, Kab. Poso, Prop. Sulawesi Tengah 
Harga limit lelang  Rp. 61,877,000.-                                           Setoran Uang Jaminan   Rp. 6,500,000.- 

 
Deskripsi Persyaratan Lelang : 
 
1. Memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website lelang.go.id 
2. Memilih Objek lelang yang akan diikuti pada website diatas 
3. Menyetor uang jaminan lelang melalui virtual account yang diperoleh melalui website diatas setelah memilih dan 

mengikuti objek lelang sebesar nominal uang jaminan yang disyaratkan. 
4. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan 

lelang. 
5. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. 
6. Lelang juga dapat diikuti dengan mengunduh aplikasi portal lelang Indonesia versi android melalui Playstore pada 

smartphone dengan nama lelang Indonesia  
7. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas. 
8. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea 

lelang pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya 
pemenang dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara. 

9. Pemenang lelang, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 11 Tahun 2025, dikenakan Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1,1% dari nilai laku lelang yang wajib disetorkan ke rekening penampungan Bank 
Mandiri paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. 

10. Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is). 
 
Deskripsi Pelaksanaan Lelang : 
 

Hari / Tanggal : Kamis, 17 September 2026  
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran  
Batas Akhir Penawaran : 17 September 2026 pukul 09:15 WIB (sesuai waktu server)   
Alamat Domain : lelang.go.id     
Tempat Pelaksanaan Lelang : KPKNL Palu, Jalan Prof M Yamin No. 55, Kota Palu, Sulawesi Tengah 
Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran 

Informasi Lebih Lanjut : 
PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk, Retail Asset Management X / Sulawesi & 
Maluku (0411) 3621425 atau 3621428, (08111403195 Sdri. Surya Ningsih 
Kasa dan 081354906266 Sdri. Yuliana) 

  
Makassar, 03 September 2026  

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk 
Retail Asset Management X/ Sulawesi & Maluku 

 
 

ttd 
 
 

Ardiansa 
Assistant Vice President 

 
 
 
 

KPKNL Palu 

 

 
PENGUMUMAN LELANG II (KEDUA) 

LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN 
 

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk – Retail Asset 
Management Region X/ Sulawesi & Maluku akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan 
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu, melalui aplikasi e-Auction tanpa kehadiran peserta 
lelang dengan jenis penawaran lelang secara terbuka (open bidding) yang dapat dilihat di Website DJKN : lelang.go.id 
atas barang jaminan (objek lelang) milik debitur atas nama : 
  
Muh Faizal, berupa :          
Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya sesuai SHM No. 01350/Tatura Utara, LT : 325 m² a.n. Muh. Faizal, terletak 
di Kel. Tatura Utara, Kec. Palu Selatan, Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah 
Harga limit lelang  Rp. 130,099,000.-                                           Setoran Uang Jaminan   Rp. 13,500,000.- 

 
Deskripsi Persyaratan Lelang : 
 
1. Memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website lelang.go.id 
2. Memilih Objek lelang yang akan diikuti pada website diatas 
3. Menyetor uang jaminan lelang melalui virtual account yang diperoleh melalui website diatas setelah memilih dan 

mengikuti objek lelang sebesar nominal uang jaminan yang disyaratkan. 
4. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan 

lelang. 
5. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. 
6. Lelang juga dapat diikuti dengan mengunduh aplikasi portal lelang Indonesia versi android melalui Playstore pada 

smartphone dengan nama lelang Indonesia  
7. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas. 
8. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea 

lelang pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya 
pemenang dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara. 

9. Pemenang lelang, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 11 Tahun 2025, dikenakan Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1,1% dari nilai laku lelang yang wajib disetorkan ke rekening penampungan Bank 
Mandiri paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. 

10. Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is). 
 
Deskripsi Pelaksanaan Lelang : 
 

Hari / Tanggal : Kamis, 17 September 2026  
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran  
Batas Akhir Penawaran : 17 September 2026 pukul 09:00 WIB (sesuai waktu server)   
Alamat Domain : lelang.go.id     
Tempat Pelaksanaan Lelang : KPKNL Palu, Jalan Prof M Yamin No. 55, Kota Palu, Sulawesi Tengah 
Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran 

Informasi Lebih Lanjut : 
PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk, Retail Asset Management X / Sulawesi & 
Maluku (0411) 3621425 atau 3621428, (08111403195 Sdri. Surya Ningsih 
Kasa dan 081354906266 Sdri. Yuliana) 

  
Makassar, 03 September 2026  

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk 
Retail Asset Management X/ Sulawesi & Maluku 
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Ardiansa 
Assistant Vice President 

 
 
 
 

KPKNL Palu 

 

 
PENGUMUMAN LELANG II (KEDUA) 

LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN 
 

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk – Retail Asset 
Management Region X/ Sulawesi & Maluku akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan 
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu, melalui aplikasi e-Auction tanpa kehadiran peserta 
lelang dengan jenis penawaran lelang secara terbuka (open bidding) yang dapat dilihat di Website DJKN : lelang.go.id 
atas barang jaminan (objek lelang) milik debitur atas nama : 
  
Risdi, berupa :          
Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya sesuai SHM No. 00863/Kawua, LT : 403 m² a.n. Risdi, terletak di Jl. 
Lingkungan, Kel. Kawua, Kec. Poso Kota Selatan, Kab. Poso, Prov. Sulawesi Tengah 
Harga limit lelang  Rp. 203,000,000.-                                           Setoran Uang Jaminan   Rp. 20,300,000.- 

 
Deskripsi Persyaratan Lelang : 
 
1. Memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website lelang.go.id 
2. Memilih Objek lelang yang akan diikuti pada website diatas 
3. Menyetor uang jaminan lelang melalui virtual account yang diperoleh melalui website diatas setelah memilih dan 

mengikuti objek lelang sebesar nominal uang jaminan yang disyaratkan. 
4. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan 

lelang. 
5. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. 
6. Lelang juga dapat diikuti dengan mengunduh aplikasi portal lelang Indonesia versi android melalui Playstore pada 

smartphone dengan nama lelang Indonesia  
7. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas. 
8. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea 

lelang pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya 
pemenang dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara. 

9. Pemenang lelang, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 11 Tahun 2025, dikenakan Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1,1% dari nilai laku lelang yang wajib disetorkan ke rekening penampungan Bank 
Mandiri paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. 

10. Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is). 
 
Deskripsi Pelaksanaan Lelang : 
 

Hari / Tanggal : Kamis, 17 September 2026  
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran  
Batas Akhir Penawaran : 17 September 2026 pukul 09:30 WIB (sesuai waktu server)   
Alamat Domain : lelang.go.id     
Tempat Pelaksanaan Lelang : KPKNL Palu, Jalan Prof M Yamin No. 55, Kota Palu, Sulawesi Tengah 
Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran 

Informasi Lebih Lanjut : 
PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk, Retail Asset Management X / Sulawesi & 
Maluku (0411) 3621425 atau 3621428, (08111403195 Sdri. Surya Ningsih 
Kasa dan 081354906266 Sdri. Yuliana) 

  
Makassar, 03 September 2026  

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk 
Retail Asset Management X/ Sulawesi & Maluku 
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Ardiansa 
Assistant Vice President 

 
 
 
 

KPKNL Palu 

 
PENGUMUMAN KEDUA 

LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN 
 

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda–Benda 
Yang Berkaitan Dengan Tanah, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk – Regional Special Asset Management X/Sulawesi & Maluku 
akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 
(KPKNL) Palu, melalui aplikasi e-Auction tanpa kehadiran peserta lelang dengan jenis penawaran lelang secara terbuka (open 
bidding) yang dapat dilihat di Website DJKN : lelang.go.id atas barang jaminan (objek lelang) milik debitur atas nama :  

 
Agustinus Meinondo Lono, berupa : 
Sebidang tanah seluas 1.290 m2 sesuai SHM No. 75/Tentena tanggal 26/02/1982 an. Agustinus Meinondo Lono, berikut 
bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Lingkungan, No. (tidak terpasang) , Kelurahan Tentena (dahulu Desa Tentena), 
Kecamatan Pamona Puselemba (dahulu Wilayah Pamona Utara), Kabupaten Poso (dahulu Dati II Poso), Provinsi Sulawesi 
Tengah (dahulu Dati I Sulawesi Tengah). 
Harga Limit Lelang Rp. 334.000.000,-     Setoran Uang Jaminan Rp. 71.000.000,- 
 
Deskripsi Persyaratan Lelang : 
1. Memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website lelang.go.id  
2. Memilih Objek lelang yang akan diikuti pada website diatas 
3. Menyetor uang jaminan lelang melalui virtual account yang diperoleh melalui website diatas setelah memilih dan 

mengikuti objek lelang sebesar nominal uang jaminan yang disyaratkan. 
4. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan 

lelang. 
5. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. 
6. Lelang juga dapat diikuti dengan mengunduh aplikasi portal lelang Indonesia versi android melalui Playstore pada 

smartphone dengan nama lelang Indonesia  
7. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas. 
8. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang 

pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya pemenang 
dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara. 

9. Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is).  
10. Pemenang lelang, berdasarkan PMK 11 Tahun 2025, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1.1% dari nilai 

laku lelang yang wajib disetorkan ke rekening penampungan Bank Mandiri paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah 
pelaksanaan lelang. 

 
Deskripsi Pelaksanaan Lelang : 

Hari /Tanggal : Kamis, 17 September 2026 

Batas Akhir Penawaran : 17 September 2026 pukul 09:05 WIB (sesuai waktu server) / 10:05 WITA 

Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran 

Alamat Domain : lelang.go.id 

Tempat Pelaksanaan 
Lelang 

: 
KPKNL Palu,  
Jalan Prof M. Yamin No. 55, Kota Palu, Sulawesi Tengah 

Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran 

Informasi Lebih Lanjut : 
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk - Regional Special Asset Management X/Sulawesi & 
Maluku (0411) 3621425 atau 3621428, Sdr. Fadly 085398826820, Sdri. Rafia 
08114504517 

 

Makassar, 03 September 2026 
PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. 

Regional Special Asset Management X/Sulawesi & Maluku 
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Dimas Wiratama 

Assistant Vice President 

KPKNL Palu 

 
PENGUMUMAN KEDUA 

LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN 
 

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda–Benda 
Yang Berkaitan Dengan Tanah, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk – Regional Special Asset Management X/Sulawesi & Maluku 
akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 
(KPKNL) Palu, melalui aplikasi e-Auction tanpa kehadiran peserta lelang dengan jenis penawaran lelang secara terbuka (open 
bidding) yang dapat dilihat di Website DJKN : lelang.go.id atas barang jaminan (objek lelang) milik debitur atas nama :  

 
Amir, berupa : 
a. Sebidang tanah seluas 294 m² sesuai SHM No. 1106/Posona tanggal 20/11/2008 an. Amir, berikut bangunan diatasnya 

yang terletak di Jalan Lingkungan Dusun III Silandak, Desa Posona, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong, 
Provinsi Sulawesi Tengah. 
Harga Limit Lelang Rp. 266.110.000,-     Setoran Uang Jaminan Rp. 56.000.000,- 
 

b. Sebidang tanah seluas 434 m² sesuai SHM No. 005/Sigenti Selatan tanggal 28/01/2010 an. Amir, berikut bangunan 
diatasnya yang terletak di Jalan Trans-Sulawesi, Desa Sigenti Selatan, Kec. Tinombo Selatan, Kab. Parigi Moutong, Prov. 
Sulawesi Tengah. 
Harga Limit Lelang Rp. 123.000.000,-     Setoran Uang Jaminan Rp. 26.000.000,- 
 

Deskripsi Persyaratan Lelang : 
1. Memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website lelang.go.id  
2. Memilih Objek lelang yang akan diikuti pada website diatas 
3. Menyetor uang jaminan lelang melalui virtual account yang diperoleh melalui website diatas setelah memilih dan 

mengikuti objek lelang sebesar nominal uang jaminan yang disyaratkan. 
4. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan 

lelang. 
5. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. 
6. Lelang juga dapat diikuti dengan mengunduh aplikasi portal lelang Indonesia versi android melalui Playstore pada 

smartphone dengan nama lelang Indonesia  
7. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas. 
8. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang 

pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya pemenang 
dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara. 

9. Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is).  
10. Pemenang lelang, berdasarkan PMK 11 Tahun 2025, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1.1% dari nilai 

laku lelang yang wajib disetorkan ke rekening penampungan Bank Mandiri paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah 
pelaksanaan lelang. 

 
Deskripsi Pelaksanaan Lelang : 

Hari /Tanggal : Kamis, 17 September 2026 

Batas Akhir Penawaran : 17 September 2026 pukul 09:00 WIB (sesuai waktu server) / 10:00 WITA 

Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran 

Alamat Domain : lelang.go.id 

Tempat Pelaksanaan 
Lelang 

: 
KPKNL Palu,  
Jalan Prof M. Yamin No. 55, Kota Palu, Sulawesi Tengah 

Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran 

Informasi Lebih Lanjut : 
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk - Regional Special Asset Management X/Sulawesi & 
Maluku (0411) 3621425 atau 3621428, Sdr. Fadly 085398826820, Sdri. Rafia 
08114504517 

 

Makassar, 03 September 2026 
PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. 

Regional Special Asset Management X/Sulawesi & Maluku 
 

 
ttd 

 
Dimas Wiratama 

Assistant Vice President 

KPKNL Palu 

 
PENGUMUMAN KEDUA 

LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN 
 

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda–Benda 
Yang Berkaitan Dengan Tanah, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk – Regional Special Asset Management X/Sulawesi & Maluku 
akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 
(KPKNL) Palu, melalui aplikasi e-Auction tanpa kehadiran peserta lelang dengan jenis penawaran lelang secara terbuka (open 
bidding) yang dapat dilihat di Website DJKN : lelang.go.id atas barang jaminan (objek lelang) milik debitur atas nama :  

 
Hamzah Labaso, berupa : 
a. Dua bidang tanah dengan total luas 428 m2 yang dijual dalam satu paket sesuai SHM No. 00785/Silae tanggal 23/08/2011 

an. Uni Yuningsih seluas 102 m2 & SHM No. 01413/Silae tanggal 17/09/2013 an. Hamzah Labaso seluas 326 m2, berikut 
bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Rantogau, Perumahan Silae Permai (Nomor Tidak Tertera), Kelurahan Silae, 
Kecamatan Ulujadi (dahulu Palu Barat), Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. 
Harga Limit Lelang Rp. 504.000.000,-     Setoran Uang Jaminan Rp. 106.000.000,- 
 

b. Sebidang tanah seluas 172 m2 sesuai SHM No. 614/Lolu tanggal 11/03/1982 an. Uni Yuningsih, berikut bangunan di 
atasnya yang terletak di Jalan Pattimura, Lorong Sintuwu I (Nomor Tidak Tertera), Kelurahan Lolu (dahulu Desa Lolu), 
Kecamatan Palu Selatan (dahulu Palu Timur), Kota Palu (dahulu Donggala), Provinsi Sulawesi Tengah. 
Harga Limit Lelang Rp. 200.000.000,-     Setoran Uang Jaminan Rp. 42.000.000,- 

 
Deskripsi Persyaratan Lelang : 
1. Memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website lelang.go.id  
2. Memilih Objek lelang yang akan diikuti pada website diatas 
3. Menyetor uang jaminan lelang melalui virtual account yang diperoleh melalui website diatas setelah memilih dan 

mengikuti objek lelang sebesar nominal uang jaminan yang disyaratkan. 
4. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan 

lelang. 
5. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. 
6. Lelang juga dapat diikuti dengan mengunduh aplikasi portal lelang Indonesia versi android melalui Playstore pada 

smartphone dengan nama lelang Indonesia  
7. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas. 
8. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang 

pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya pemenang 
dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara. 

9. Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is).  
10. Pemenang lelang, berdasarkan PMK 11 Tahun 2025, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1.1% dari nilai 

laku lelang yang wajib disetorkan ke rekening penampungan Bank Mandiri paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah 
pelaksanaan lelang. 

 
Deskripsi Pelaksanaan Lelang : 

Hari /Tanggal : Kamis, 17 September 2026 

Batas Akhir Penawaran : 17 September 2026 pukul 09:10 WIB (sesuai waktu server) / 10:10 WITA 

Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran 

Alamat Domain : lelang.go.id 

Tempat Pelaksanaan 
Lelang 

: 
KPKNL Palu,  
Jalan Prof M. Yamin No. 55, Kota Palu, Sulawesi Tengah 

Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran 

Informasi Lebih Lanjut : 
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk - Regional Special Asset Management X/Sulawesi & 
Maluku (0411) 3621425 atau 3621428, Sdr. Fadly 085398826820, Sdri. Rafia 
08114504517 

 

Makassar, 03 September 2026 
PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. 

Regional Special Asset Management X/Sulawesi & Maluku 
 

 
ttd 

 
Dimas Wiratama 

Assistant Vice President 

KPKNL Palu 

 
PENGUMUMAN KEDUA 

LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN 
 

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda–Benda 
Yang Berkaitan Dengan Tanah, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk – Regional Special Asset Management X/Sulawesi & Maluku 
akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 
(KPKNL) Palu, melalui aplikasi e-Auction tanpa kehadiran peserta lelang dengan jenis penawaran lelang secara terbuka (open 
bidding) yang dapat dilihat di Website DJKN : lelang.go.id atas barang jaminan (objek lelang) milik debitur atas nama :  

 
Nuraeni Bunai, berupa : 
Sebidang tanah seluas 5.122 m2  sesuai SHM No. 315/Toini tanggal 19/02/2004 an. Hamid Sakarupa yang terletak di Desa 
Toini, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. 
Harga Limit Lelang Rp. 41.000.000,-     Setoran Uang Jaminan Rp. 9.000.000,- 
 
Deskripsi Persyaratan Lelang : 
1. Memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website lelang.go.id  
2. Memilih Objek lelang yang akan diikuti pada website diatas 
3. Menyetor uang jaminan lelang melalui virtual account yang diperoleh melalui website diatas setelah memilih dan 

mengikuti objek lelang sebesar nominal uang jaminan yang disyaratkan. 
4. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan 

lelang. 
5. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. 
6. Lelang juga dapat diikuti dengan mengunduh aplikasi portal lelang Indonesia versi android melalui Playstore pada 

smartphone dengan nama lelang Indonesia  
7. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas. 
8. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang 

pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya pemenang 
dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara. 

9. Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is).  
10. Pemenang lelang, berdasarkan PMK 11 Tahun 2025, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1.1% dari nilai 

laku lelang yang wajib disetorkan ke rekening penampungan Bank Mandiri paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah 
pelaksanaan lelang. 

 
Deskripsi Pelaksanaan Lelang : 

Hari /Tanggal : Kamis, 17 September 2026 

Batas Akhir Penawaran : 17 September 2026 pukul 09:25 WIB (sesuai waktu server) / 10:25 WITA 
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tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

HARUS tegas dikatakan masa 
depan demokrasi di negeri ini, 
kini berada di pundak para 
hakim Mahkamah Konstitusi 

(MK). Pasalnya, merekalah yang kini akan 
memutuskan perkara gugatan judicial 
review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
yang sidangnya kini masih berproses, 
apakah akan mempertahankan sistem pro-
porsional terbuka atau kembali ke bentuk 
tertutup seperti tuntutan para penggugat. 
Perkara ini jelas merupakan ujian bagi 
ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga 
pilar konstitusi, sekaligus penjaga tegaknya 
demokrasi. 

Alasannya, yang menjadi objek gugatan 
kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. 
Seperti kita ketahui, pemilu merupakan 
salah satu tolok ukur terdepan dari kualitas 
demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu 
proporsional terbuka, poin yang kini ten-
gah digugat di MK, adalah sistem yang 
memuliakan daulat rakyat, subjek utama 
demokrasi. Dengan sistem proporsional 
terbuka yang memuat tanda gambar parpol 
dan nama-nama calon anggota legislatif 
pada surat suara, rakyat dapat menelusuri 
rekam jejak calon wakilnya, tidak seperti 
membeli kucing dalam karung. 

Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang 
menjunjung asas partisipasi dan keterbu-
kaan. MK dengan pertimbangan hukum 
melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-
VI/2008 pun telah memperkuat penerapan 
sistem proporsional terbuka. Mahkamah 
menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan agar penyeleng-
garaan pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas 
prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi 
landasan utama dalam penyelenggaraan 
pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan 
pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para ha-
kim yang menyidangkan perkara gugatan 
ini tentu harus mempertimbangkan hal 
tersebut. 

Mereka pun harus ingat bahwa MK ti-
dak bisa mengabaikan putusan terdahulu 
sebagai yurisprudensi yang telah diterima 
perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang 
diperkarakan hari ini berkorelasi dengan 
perkara untuk norma yang sama di masa 
lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, 
para hakim MK semestinya menolak gu-
gatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu 
mafhum bahwa DPR sebagai pembuat UU 
memiliki kewenangan legislasi membentuk 
UU Pemilu yang baru. Artinya, parlemen 
dapat menempuh langkah legislative re-
view, yakni mengamendemen UU Pemilu 
hasil judicial review seandainya dikabulkan 
MK. 

Hal tersebut amat mungkin dilakukan 
mengingat mayoritas fraksi di DPR sebe-
lumnya sudah menyatakan tegas menolak 
sistem pemilu kembali menjadi tertutup, ke-
cuali Fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada 
akhirnya menggunakan wewenang menem-
puh jalan tersebut, hal itu tentunya akan 
menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini 
tergantung para hakim yang menyidangkan 
perkara tersebut, mau menjaga muruah 
MK sebagai lembaga pengawal demokrasi 
atau menjadi pengkhianat demokrasi dan 
mencoreng citra institusi?***(Sumber:Media 
Indonesia).

Proporsional Terbuka dan Kemandirian MK 
jembatan aspirasi rakyat. Jika 
demikian persoalannya, ba-
gaimana mengatasi masalah 
pelembagaan parpol jika sis-
tem proporsional terbuka 
tetap dipertahankan? Pada 
dasarnya, penguatan peran 
parpol dalam sistem pro-
porsional terbuka tetap bisa 
dilakukan sepanjang parpol 
punya niat untuk melaku-
kannya. Sebab, dalam sistem 
proporsional terbuka, otoritas 
penentuan calon anggota 
legislatif sepenuhnya ada di 
tangan partai. 

Dalam rangka memperkuat 
peran parpol, seharusnya 
proses pendidikan politik, 
penguatan kelembagaan par-
tai, dan proses pencalonan 
anggota legislatif dilakukan 
secara baik oleh tiap-tiap 
parpol. Dalam proses penca-
lonan, semua parpol sama-sa-
ma berkomitmen untuk ha-
nya mengajukan calon-calon 
yang memang merupakan 
kadernya, paham dengan per-
juangan partainya, dan dapat 
diandalkan untuk menyerap 
aspirasi rakyat. Parpol juga 
sama-sama menahan diri un-
tuk tidak mengajukan orang 
yang belum pernah dikader 
di dalam partai serta hanya 
mengandalkan uang dan po-
pularitas semata. 

Jika langkah tersebut di-
laksanakan, siapa yang dapat 
menyangkal bahwa propor-
sional terbuka juga mam-
pu menopang pelembagaan 
parpol itu sendiri, bahkan 
dengan hasil yang bisa lebih 
baik? Sayangnya, parpol cen-
derung bersikap pragmatis 
dengan merekrut calon secara 
serampangan, dengan hanya 
melihat popularitas dan ke-
mampuan finansial semata. 
Akhirnya, ketika terpilih, 
mereka tidak memiliki keseti-
aan kepada parpol sehingga 
dianggap menjadi masalah 
dalam pelembagaan parpol.

Proporsional terbuka sebagai 
pilihan 

Sistem proporsional terbu-
ka untuk perttama kali diatur 
dan digunakan pada Pemilu 
2004. Pada waktu itu, sistem 
proporsional terbuka diterap-
kan dengan varian penetapan 
calon terpilih berdasarkan 
perolehan suara sesuai pero-
lehan angka bilangan pemba-
gi pemilih (BPP). Varian ini 
mengalami sedikit modifikasi 
melalui UU No 10/2008, yang 
mengatur bahwa penentuan 
calon terpilih dilakukan ber-
dasarkan perolehan suara 30% 
angka BPP. 

Belum sempat diterapkan 
untuk Pemilu 2009, varian 
penentuan calon terpilih ini 
pun bergeser ke langgam 
penentuan calon terpilih ber-
dasarkan suara terbanyak 
sesuai Putusan MK No 22-24/
PUU-VI/2008. Dalam putusan 
tersebut, MK menegaskan 
bahwa dengan memilih sistem 

proporsional terbuka, maka 
cara penentuan calon terpi-
lih yang dinilai lebih sejalan 
dengan prinsip prosedural 
demokrasi ialah dengan men-
dasarkannya pada perolehan 
suara terbanyak. 

Dari proses lahir, berjalan, 
dan dilaksanakannya sis-
tem proporsional terbuka 
dapat dipahami bahwa posisi 
MK terkait sistem ini lebih 
pada peran memperkuat dan 
mempertegas pilihan sistem 
proporsional terbuka yang 
telah lebih dahulu dipilih 
oleh pembentuk undang-un-
dang. Artinya, pilihan sistem 
proporsional terbuka dan 
tertutup sejak dari awal telah 
ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Hal mana, 
pilihan terhadap sistem itu, 
salah satunya disebabkan 
pengalaman pahit penerapan 
sistem proporsional tertutup 
selama pemilu-pemilu Orde 
Baru. 

Secara konstitusional, pi-
lihan sistem proporsional 
terbuka pada dasarnya tidak 
bersoal dengan keberadaan 
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa 
peserta pemilu untuk memi-
lih anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Sebab, 
proporsional terbuka sama 
sekali tidak menegasikan 
peran parpol sebagai peserta 
pemilu, di mana otoritas kepe-
sertaan tetap berada di tangan 
parpol. Alih-alih menegasikan 
peran parpol, proporsional 
terbuka justru menjadi sarana 
untuk menjaga keseimbangan 
antara parpol sebagai peserta 
pemilu dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Sistem 
proporsional terbuka juga 
dapat digunakan oleh rakyat 
untuk mengimbangi praktik 
oligarki parpol yang sulit 
diruntuhkan. 

Tanpa menutup mata atas 
sisi lemah sistem proporsio-
nal terbuka, perkembangan 
kehidupan parpol yang ada 
saat ini menuntut kita untuk 
tetap mempertahankan pro-
porsional terbuka. Memilih 
untuk menggantinya dengan 
proporsional tertutup bu-
kanlah tindakan yang tepat, 
bahkan bisa destruktif bagi 
demokrasi. 

Jika berniat mengganti sis-
tem, tidak ada pilihan pa-
ling bijak selain pembentuk 
undang-undang melakukan 
pengkajian secara kompre-
hensif terhadap segala aspek 
mengenai sistem yang akan 
diterapkan. Adapun pro-
ses pengujian yang sedang 
berlangsung di MK, dengan 
waktu yang tergolong pen-
dek, tidak akan cukup untuk 
mempertimbangkan segala 
aspek berkenaan dan keru-
mitan dari tiap-tiap sistem 
tersebut.

Kemandirian MK sebagai kunci 
MK dengan segala peran 

konstitusionalnya telah ikut 
andil dalam memperkuat 
keberadaan sistem proporsi-
onal terbuka. Bahkan dalam 
putusan terdahulu, MK me-
negaskan bahwa proporsional 
terbuka merupakan sistem 
yang lebih dekat dengan ke-
rangka demokrasi konstitusi-
onal yang terkandung di UUD 
1945. Dalam perkembangan 
ketatanegaraan di bidang 
kepemiluan belum terdapat 
alasan konstitusional kuat 
yang dapat digunakan MK 
untuk mengubah pendiri-
annya. 

Oleh karena itu, konsistensi 
sikap MK terhadap proporsi-
onal terbuka, dalam menilai 
permintaan untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
sangat diperlukan. Bahkan, 
andaipun melihat sisi lemah 
yang teramat banyak pada 
sistem proporsional terbuka, 
MK perlu menahan diri untuk 
tidak mengubah sistem ini se-
cara mudah. Akan lebih bijak 
jika MK sebatas memberikan 
panduan tertentu bagi pem-
bentuk undang-undang untuk 
menentukan pilihan sistem 
yang dinilai lebih sesuai, atau 
tidak bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. 

Untuk selanjutnya, biar 
pembentuk undang-undang 
yang menentukan pilihan sis-
tem setelah mempertimbang-
kan segala aspek berkenaan 
dengan alternatif yang akan 
diambil. Selanjutnya, karena 
dorongan perubahan sistem 
ini juga mengandung kepen-
tingan politik parpol, konsis-
tensi MK hanya mungkin dij-
aga dengan menjauhkan diri 
dari segala bentuk intervensi. 
Bukan mustahil kekuatan po-
litik yang menginginkan pro-
porsional tertutup menekan 
para hakim konstitusi untuk 
mengamini keinginannya. 

Ketika hakim konstitusi 
menundukkan diri pada in-
tervensi tersebut, MK akan 
terjebak pada pilihan kepu-
tusan yang sangat mungkin 
digunakan untuk melegiti-
masi oligarki politik parpol. 
Beberapa masalah sekitar MK 
yang terjadi akhir-akhir ini 
sudah cukup jadi pengingat 
bagi para negarawan untuk 
kembali menegakkan kepa-
la dengan mengutamakan 
kepentingan masa depan de-
mokrasi negara ketimbang ke-
pentingan kelompok politik.

Karena dorongan peruba-
han sistem ini juga mengan-
dung kepentingan politik 
parpol, konsistensi MK hanya 
mungkin dijaga dengan men-
jauhkan diri dari segala ben-
tuk intervensi. Bukan mus-
tahil kekuatan politik yang 
menginginkan proporsional 
tertutup menekan para hakim 
konstitusi untuk mengamini 
keinginannya.*** Penulis: Do-
sen Departemen HTN, Fakultas 
Hukum, Universitas Andalas 
(Sumber:Media Indonesia).

Gugatan terhadap sistem 
itu didasari alasan bahwa ia 
telah mendistorsi peran partai 
politik sebagai peserta pemilu, 
menyebabkan terjadinya per-
saingan yang tidak sehat, dan 
berkontribusi atas maraknya 
politik uang. Permohonan ini 
pun mendapatkan tanggapan 
luas, termasuk oleh Ketua 
KPU, partai politik, dan masy-
arakat sipil. 

Seluruh fraksi di DPR 
menolak untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
kecuali PDIP yang setuju un-
tuk mengganti proporsional 
terbuka menjadi proporsional 
tertutup. Adapun kelompok 
masyarakat sipil juga mendu-
kung agar sistem proporsional 
terbuka dipertahankan. Di 
lain pihak, para ahli terbelah 
pendapatnya, antara yang 
setuju dan tidak setuju dengan 
usulan pergantian sistem ini.

Kuat-lemah sistem proporsional 
J i k a  a d a  a h l i  p e m i l u 

menyatakan bahwa sistem 
proporsional terbuka tidak 
memiliki cacat, dapat dipas-
tikan pendapat itu salah. Se-
baliknya, jika ada pihak yang 
menyatakan sistem proporsi-
onal tertutup sebagai sistem 
yang baik dan tidak memiliki 
borok, juga bisa dipastikan 
bahwa itu keliru. Proporsio-
nal terbuka dan proporsional 
tertutup merupakan dua va-
rian sistem proporsional yang 
sama-sama memiliki cacat 
bawaan, alias tidak sempurna. 

Cacat yang sama bisa jadi 
dimiliki bersama oleh sis-
tem proporsional terbuka 
dan proporsional tertutup, 
bahkan semua sistem pe-
milu. Misalnya, persaingan 
tidak sehat atau politik uang 
dalam pemilu. Masalah ini 
mungkin saja terjadi dalam 
sistem pemilu mana pun, mau 
sistem distrik, proporsional 
terbuka, tertutup, ataupun 
sistem campuran. Jika hari ini 
sistem proporsional terbuka 
dipersoalkan karena marak-
nya praktik politik uang, 
siapa yang menjamin bahwa 
proporsional tertutup bebas 
politik uang? 

Bukankah sistem propor-
sional tertutup juga bisa di-
hinggapi persaingan yang 
tidak sehat dan politik uang? 
Bukankah pengalaman di 

masa lalu sudah cukup jadi 
pembelajaran bagi kita yang 
hidup di zaman ini? Oleh ka-
rena itu, praktik curang dalam 
penyelenggaraan pemilu ti-
dak dapat dijadikan dasar 
untuk mengarahkan tudingan 
pada dosa proporsional terbu-
ka. Praktik curang dan politik 
uang itu lebih karena memang 
sikap dan perilaku peserta 
pemilu Indonesia yang tak 
kunjung berhasil diperbaiki. 
Partai politik sebagai peme-
gang peran sentral belum 
secara serius melaksanakan 
perannya untuk melakukan 
pendidikan politik, dan me-
mastikan para anggotanya 
tidak berlaku curang dalam 
pemilu. 

Pada saat yang sama, upaya 
penegakan hukum terhadap 
pelaku praktik curang dan po-
litik uang juga belum berjalan 
optimal karena berbagai hal. 
Termasuk lemahnya aturan 
yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku politik 
uang. Selanjutnya, terkait 
pelembagaan partai politik, 
sistem proporsional tertutup 
memang bisa dinilai lebih 
unggul daripada proporsional 
terbuka. Sebab, dalam sistem 
proporsional tertutup, peran 
partai politik dalam men-
entukan calon terpilih jauh 
lebih kuat sehingga jaminan 
kepatuhan dan kesetiaan ang-
gota legislatif terpilih kepada 
partai pengusung akan jauh 
lebih besar. 

Kondisi demikian membu-
ka ruang lebih banyak bagi 
parpol dalam melembagakan 
agenda-agenda politiknya, 
jika dibandingkan dengan 
kalau calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak 
sesuai kerangka proporsional 
terbuka. Hanya saja, Indo-
nesia bukan tidak berpenga-
laman dengan proporsional 
tertutup. Pemilu 1955 dan pe-
milu-pemilu masa Orde Baru 
dilaksanakan menggunakan 
sistem proporsional tertutup. 

Sejarah pemilu membuk-
tikan bahwa proporsional 
tertutup justru menghadir-
kan wakil-wakil rakyat yang 
sepenuhnya dikendalikan 
elite parpol dengan kontestasi 
yang juga jauh dari kata sehat. 
Anggota legislatif tidak lebih 
dari sekadar penyambung 
lidah partai, bukan sebagai 

OLEH : KHAIRUL FAHMI 

AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerima permohonan pengujian terhadap se-
jumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait 
sistem proporsional terbuka yang diadopsi di 
dalamnya. Setelah diterapkan dalam empat kali 
pemilu dengan dua varian berbeda, sistem ini 
sekarang dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
MK diminta untuk menyatakan norma terkait 
proporsional terbuka itu bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Jangan 
Khianati 

Demokrasi

ADAPUN penya-
kit kanker dise-
babkan oleh per-
tumbuhan sel-sel 

abnormal yang berlebihan se-
hingga menyebar dan merusak 
sel-sel tubuh yang normal. 
Akibatnya hingga kematian 
penyintasnya. Beberapa fak-
tor risiko penyebab kanker 
diantaranya faktor genetik, 

lingkungan, virus, makanan 
dan gaya hidup. Faktor genetik 
dapat dilihat bila dalam satu 
atau beberapa orang dalam 
satu keluarga yang berkera-
bat menderita kanker maka 
kemungkinan anak-anaknya 
berisiko lebih tinggi untuk 
terpapar kanker. 

Faktor lingkungan, salah 
satunya pengaruh polusi atau 

HARI Kanker Sedunia diperingati setiap 4 
Februari dan pada tahun ini mengangkat tema 
‘Close the Cure Gap’ yang bertujuan memi-
nimalkan kesenjangan perawatan dan mene-
kankan kesetaraan layanan medis pada pasien 
kanker. Saat ini kita diingatkan kembali akan 
bahaya penyakit kanker yang seakan terlupa-
kan selama pandemi covid-19. 

asap rokok yang dapat menja-
di pemicu timbulnya kanker 
paru. Paparan sinar ultravi-
olet dalam jumlah besar dan 
waktu yang lama juga dapat 
memicu timbulnya kanker 
pada seseorang. Beberapa jenis 
virus juga dapat menyebabkan 
kanker, seperti virus Papiloma, 
Sitomegalo, Hepatitis B, Ep-
stein dan HIV. 

Asupan makanan yang men-
gandung bahan kimia dapat 
menyebabkan kanker pada 
saluran cernwa. Perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok, 
minum alkohol dan makanan 
yang mengandung banyak 
bahan pengawet juga dapat 
menambah kemungkinan tim-
bulnya kanker. Berdasarkan 
data 2010, kanker payudara 
merupakan jenis kanker ter-
banyak, mencapai 40,3% dari 
seluruh populasi dunia dan 
pada tahun yang sama jum-

OLEH : Dr dr THERESIA MONICA RAHARDJO SpAn 

Waspadai Penyakit Kanker yang Terus Ada 
lah pasien rawat inap karena 
kanker payudara di Indonesia 
mencapai 28,7%. Disusul kan-
ker mulut rahim, kanker paru 
dan kanker usus besar. 

Penyebaran kanker bisa 
melalui aliran darah dan ke-
lenjar getah bening. Saat sta-
dium awal kanker payudara, 
misalnya, umumnya diawali 
dengan adanya benjolan yang 
bisa digerakkan di daerah 
payudara. Pada stadium le-
bih lanjut benjolan tersebut 
membesar dan terfiksasi tidak 
bisa digerakkan. Disusul per-
mukaan payudara menjadi 
seperti kulit jeruk serta pada 
stadium akhir ditandai dengan 
keluarnya cairan atau darah 
dari puting susu. 

Pada 2020, jumlah kasus 
baru kanker payudara men-
capai 68.858 kasus atau sekitar 
16,6% dari total 396.914 kasus 
baru kanker di Indonesia, 

dengan jumlah kematian men-
capai 22.000. Dari kasus yang 
terdeteksi, 70% sudah dalam 
stadium lanjut. Tingginya ang-
ka kanker payudara di Indone-
sia tentunya menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
3 pilar Strategi Nasional Pe-
nanggulangan Kanker Payu-
dara Indonesia. Tiga pilar itu 
meliputi promosi kesehatan, 
deteksi dini, dan tatalaksana 
kasus. Strategi ini tentunya 
juga dapat diterapkan untuk 
jenis kanker yang lain. 

Program tersebut memiliki 
target deteksi dini kanker 
payudara sebesar 80% pe-
rempuan berusia 30-50 tahun, 
diagnosis 40% kasus stadium 
1 dan 2, serta 90 hari pengo-
batan. *** Penulis: Dokter Spesi-
alis dan Konsultan Anestesiologi, 
Inisiator Terapi Plasma Konvale-
sen di Indonesia (Sumber:Media 
Indonesia).

PENGESAHAN Destry Dama-
yanti sebagai Gubernur Bank 
Indonesia dalam Rapat Pari-
purna DPR RI, kemarin, patut 

disambut positif. Pilihan tersebut tidak 
hanya memberikan kepastian mengenai 
kepemimpinan bank sentral, tetapi juga 
menghadirkan jalan tengah yang relatif 
aman bagi stabilitas perekonomian dan 
pasar keuangan.

Destry bukan sosok baru bagi dunia 
moneter Indonesia. Ia telah lama berada 
di lingkungan Bank Indonesia dan mema-
hami seluk-beluk kebijakan moneter serta 
tantangan yang dihadapi perekonomian 
nasional. Karena itu, pelaku pasar relatif 
telah mengenal karakter, kapasitas, dan 
cara pandangnya.

Kondisi tersebut penting. Pasar keuan-
gan sangat membutuhkan kepastian, te-
rutama ketika perekonomian menghadapi 
dinamika global yang tidak sederhana. 
Pergantian pucuk pimpinan bank sentral 
yang terlalu mengejutkan atau mengha-
dirkan ketidakpastian dapat dengan cepat 
memengaruhi persepsi pasar, nilai tukar, 
arus modal, dan ekspektasi inflasi.

Destry menawarkan kesinambungan 
sekaligus ruang untuk beradaptasi. Pen-
galamannya di sektor perbankan, dunia 
akademis, dan terutama sebagai pejabat 
di Bank Indonesia menjadi modal penting 
untuk menavigasi perubahan lingkungan 
ekonomi. Ia juga telah melewati periode 
sulit pandemi covid-19, ketika bank sentral 
dituntut bergerak cepat dan fleksibel untuk 
menjaga stabilitas sekaligus menopang 
pemulihan ekonomi.

Sejumlah ekonom pun menilai Destry 
sebagai figur yang kompeten, berpenga-
laman, dan memiliki independensi. Latar 
belakangnya sebagai orang internal Bank 
Indonesia juga memberikan kredibilitas 
tersendiri. Ia memahami bagaimana ke-
bijakan moneter dirumuskan, bagaimana 
komunikasi kebijakan dibangun, serta 
bagaimana menjaga kepercayaan pasar 
terhadap bank sentral.

Pilihan itu sekaligus dinilai mampu 
mengakomodasi arah kebijakan peme-
rintah. Namun, mengakomodasi bukan 
berarti kehilangan independensi. Justru di 
sinilah tantangan terbesar Destry. Sebagai 
perempuan pertama yang menduduki 
kursi Gubernur Bank Indonesia, ia mesti 
membuktikan bahwa beragam tantangan 
itu bisa diatasi.

Bank Indonesia memang tidak boleh 
bekerja dalam ruang hampa. Kebijakan 
moneter harus bersinggungan dengan 
kebijakan fiskal dan agenda pembangunan 
nasional. Sinergi pemerintah dan bank 
sentral diperlukan untuk menjaga stabilitas 
serta mendorong pertumbuhan. Akan teta-
pi, sinergi harus tetap berlangsung dalam 
koridor kewenangan dan independensi 
masing-masing.

Independensi bank sentral bukanlah 
sikap berjarak dari pemerintah. Indepen-
densi adalah kemampuan mengambil 
keputusan berdasarkan mandat, data, 
dan pertimbangan profesional, sekalipun 
keputusan itu sesekali tidak sepenuhnya 
sejalan dengan kepentingan jangka pendek 
pemerintah ataupun pasar.

Dengan demikian, Destry dituntut luwes 
dalam menghadapi perubahan, tetapi tidak 
boleh kehilangan kompas. Ia harus mam-
pu menavigasi kebutuhan pertumbuhan 
ekonomi tanpa mengorbankan stabilitas 
harga, menjaga rupiah tanpa mengabaikan 
momentum pemulihan, serta merespons 
dinamika global tanpa membuat kebijakan 
moneter kehilangan kredibilitas.

Pengesahan oleh DPR memberikan le-
gitimasi politik. Selanjutnya, legitimasi itu 
harus diterjemahkan menjadi kepercayaan 
publik dan pasar melalui kebijakan yang 
konsisten, terukur, transparan, dan dapat 
dipertanggungjawabkan.

Pasar boleh menyambut positif pilihan 
ini. Pemerintah boleh berharap sinergi se-
makin kuat. Namun, ukuran keberhasilan 
Destry kelak bukan terletak pada seberapa 
jauh ia memenuhi harapan pemerintah atau 
pasar. Ukurannya ialah seberapa kokoh ia 
menjaga stabilitas moneter dan sistem keu-
angan sekaligus membantu perekonomian 
Indonesia tumbuh secara sehat.

Destry kini memiliki mandat. Tantangan-
nya jelas, yakni menjaga Bank Indonesia 
tetap independen, tetapi tidak terisolasi; 
luwes, tetapi tidak kehilangan prinsip; 
mendukung pertumbuhan, tetapi tidak 
menggadaikan stabilitas. Di tengah ketidak-
pastian ekonomi global, kombinasi itulah 
yang dibutuhkan Indonesia.*Media Indonesia
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tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M

Tri Indah Sakinah

sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

HARUS tegas dikatakan masa 
depan demokrasi di negeri ini, 
kini berada di pundak para 
hakim Mahkamah Konstitusi 

(MK). Pasalnya, merekalah yang kini akan 
memutuskan perkara gugatan judicial 
review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
yang sidangnya kini masih berproses, 
apakah akan mempertahankan sistem pro-
porsional terbuka atau kembali ke bentuk 
tertutup seperti tuntutan para penggugat. 
Perkara ini jelas merupakan ujian bagi 
ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga 
pilar konstitusi, sekaligus penjaga tegaknya 
demokrasi. 

Alasannya, yang menjadi objek gugatan 
kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. 
Seperti kita ketahui, pemilu merupakan 
salah satu tolok ukur terdepan dari kualitas 
demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu 
proporsional terbuka, poin yang kini ten-
gah digugat di MK, adalah sistem yang 
memuliakan daulat rakyat, subjek utama 
demokrasi. Dengan sistem proporsional 
terbuka yang memuat tanda gambar parpol 
dan nama-nama calon anggota legislatif 
pada surat suara, rakyat dapat menelusuri 
rekam jejak calon wakilnya, tidak seperti 
membeli kucing dalam karung. 

Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang 
menjunjung asas partisipasi dan keterbu-
kaan. MK dengan pertimbangan hukum 
melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-
VI/2008 pun telah memperkuat penerapan 
sistem proporsional terbuka. Mahkamah 
menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan agar penyeleng-
garaan pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas 
prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi 
landasan utama dalam penyelenggaraan 
pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan 
pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para ha-
kim yang menyidangkan perkara gugatan 
ini tentu harus mempertimbangkan hal 
tersebut. 

Mereka pun harus ingat bahwa MK ti-
dak bisa mengabaikan putusan terdahulu 
sebagai yurisprudensi yang telah diterima 
perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang 
diperkarakan hari ini berkorelasi dengan 
perkara untuk norma yang sama di masa 
lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, 
para hakim MK semestinya menolak gu-
gatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu 
mafhum bahwa DPR sebagai pembuat UU 
memiliki kewenangan legislasi membentuk 
UU Pemilu yang baru. Artinya, parlemen 
dapat menempuh langkah legislative re-
view, yakni mengamendemen UU Pemilu 
hasil judicial review seandainya dikabulkan 
MK. 

Hal tersebut amat mungkin dilakukan 
mengingat mayoritas fraksi di DPR sebe-
lumnya sudah menyatakan tegas menolak 
sistem pemilu kembali menjadi tertutup, ke-
cuali Fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada 
akhirnya menggunakan wewenang menem-
puh jalan tersebut, hal itu tentunya akan 
menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini 
tergantung para hakim yang menyidangkan 
perkara tersebut, mau menjaga muruah 
MK sebagai lembaga pengawal demokrasi 
atau menjadi pengkhianat demokrasi dan 
mencoreng citra institusi?***(Sumber:Media 
Indonesia).

Proporsional Terbuka dan Kemandirian MK 
jembatan aspirasi rakyat. Jika 
demikian persoalannya, ba-
gaimana mengatasi masalah 
pelembagaan parpol jika sis-
tem proporsional terbuka 
tetap dipertahankan? Pada 
dasarnya, penguatan peran 
parpol dalam sistem pro-
porsional terbuka tetap bisa 
dilakukan sepanjang parpol 
punya niat untuk melaku-
kannya. Sebab, dalam sistem 
proporsional terbuka, otoritas 
penentuan calon anggota 
legislatif sepenuhnya ada di 
tangan partai. 

Dalam rangka memperkuat 
peran parpol, seharusnya 
proses pendidikan politik, 
penguatan kelembagaan par-
tai, dan proses pencalonan 
anggota legislatif dilakukan 
secara baik oleh tiap-tiap 
parpol. Dalam proses penca-
lonan, semua parpol sama-sa-
ma berkomitmen untuk ha-
nya mengajukan calon-calon 
yang memang merupakan 
kadernya, paham dengan per-
juangan partainya, dan dapat 
diandalkan untuk menyerap 
aspirasi rakyat. Parpol juga 
sama-sama menahan diri un-
tuk tidak mengajukan orang 
yang belum pernah dikader 
di dalam partai serta hanya 
mengandalkan uang dan po-
pularitas semata. 

Jika langkah tersebut di-
laksanakan, siapa yang dapat 
menyangkal bahwa propor-
sional terbuka juga mam-
pu menopang pelembagaan 
parpol itu sendiri, bahkan 
dengan hasil yang bisa lebih 
baik? Sayangnya, parpol cen-
derung bersikap pragmatis 
dengan merekrut calon secara 
serampangan, dengan hanya 
melihat popularitas dan ke-
mampuan finansial semata. 
Akhirnya, ketika terpilih, 
mereka tidak memiliki keseti-
aan kepada parpol sehingga 
dianggap menjadi masalah 
dalam pelembagaan parpol.

Proporsional terbuka sebagai 
pilihan 

Sistem proporsional terbu-
ka untuk perttama kali diatur 
dan digunakan pada Pemilu 
2004. Pada waktu itu, sistem 
proporsional terbuka diterap-
kan dengan varian penetapan 
calon terpilih berdasarkan 
perolehan suara sesuai pero-
lehan angka bilangan pemba-
gi pemilih (BPP). Varian ini 
mengalami sedikit modifikasi 
melalui UU No 10/2008, yang 
mengatur bahwa penentuan 
calon terpilih dilakukan ber-
dasarkan perolehan suara 30% 
angka BPP. 

Belum sempat diterapkan 
untuk Pemilu 2009, varian 
penentuan calon terpilih ini 
pun bergeser ke langgam 
penentuan calon terpilih ber-
dasarkan suara terbanyak 
sesuai Putusan MK No 22-24/
PUU-VI/2008. Dalam putusan 
tersebut, MK menegaskan 
bahwa dengan memilih sistem 

proporsional terbuka, maka 
cara penentuan calon terpi-
lih yang dinilai lebih sejalan 
dengan prinsip prosedural 
demokrasi ialah dengan men-
dasarkannya pada perolehan 
suara terbanyak. 

Dari proses lahir, berjalan, 
dan dilaksanakannya sis-
tem proporsional terbuka 
dapat dipahami bahwa posisi 
MK terkait sistem ini lebih 
pada peran memperkuat dan 
mempertegas pilihan sistem 
proporsional terbuka yang 
telah lebih dahulu dipilih 
oleh pembentuk undang-un-
dang. Artinya, pilihan sistem 
proporsional terbuka dan 
tertutup sejak dari awal telah 
ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Hal mana, 
pilihan terhadap sistem itu, 
salah satunya disebabkan 
pengalaman pahit penerapan 
sistem proporsional tertutup 
selama pemilu-pemilu Orde 
Baru. 

Secara konstitusional, pi-
lihan sistem proporsional 
terbuka pada dasarnya tidak 
bersoal dengan keberadaan 
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa 
peserta pemilu untuk memi-
lih anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Sebab, 
proporsional terbuka sama 
sekali tidak menegasikan 
peran parpol sebagai peserta 
pemilu, di mana otoritas kepe-
sertaan tetap berada di tangan 
parpol. Alih-alih menegasikan 
peran parpol, proporsional 
terbuka justru menjadi sarana 
untuk menjaga keseimbangan 
antara parpol sebagai peserta 
pemilu dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Sistem 
proporsional terbuka juga 
dapat digunakan oleh rakyat 
untuk mengimbangi praktik 
oligarki parpol yang sulit 
diruntuhkan. 

Tanpa menutup mata atas 
sisi lemah sistem proporsio-
nal terbuka, perkembangan 
kehidupan parpol yang ada 
saat ini menuntut kita untuk 
tetap mempertahankan pro-
porsional terbuka. Memilih 
untuk menggantinya dengan 
proporsional tertutup bu-
kanlah tindakan yang tepat, 
bahkan bisa destruktif bagi 
demokrasi. 

Jika berniat mengganti sis-
tem, tidak ada pilihan pa-
ling bijak selain pembentuk 
undang-undang melakukan 
pengkajian secara kompre-
hensif terhadap segala aspek 
mengenai sistem yang akan 
diterapkan. Adapun pro-
ses pengujian yang sedang 
berlangsung di MK, dengan 
waktu yang tergolong pen-
dek, tidak akan cukup untuk 
mempertimbangkan segala 
aspek berkenaan dan keru-
mitan dari tiap-tiap sistem 
tersebut.

Kemandirian MK sebagai kunci 
MK dengan segala peran 

konstitusionalnya telah ikut 
andil dalam memperkuat 
keberadaan sistem proporsi-
onal terbuka. Bahkan dalam 
putusan terdahulu, MK me-
negaskan bahwa proporsional 
terbuka merupakan sistem 
yang lebih dekat dengan ke-
rangka demokrasi konstitusi-
onal yang terkandung di UUD 
1945. Dalam perkembangan 
ketatanegaraan di bidang 
kepemiluan belum terdapat 
alasan konstitusional kuat 
yang dapat digunakan MK 
untuk mengubah pendiri-
annya. 

Oleh karena itu, konsistensi 
sikap MK terhadap proporsi-
onal terbuka, dalam menilai 
permintaan untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
sangat diperlukan. Bahkan, 
andaipun melihat sisi lemah 
yang teramat banyak pada 
sistem proporsional terbuka, 
MK perlu menahan diri untuk 
tidak mengubah sistem ini se-
cara mudah. Akan lebih bijak 
jika MK sebatas memberikan 
panduan tertentu bagi pem-
bentuk undang-undang untuk 
menentukan pilihan sistem 
yang dinilai lebih sesuai, atau 
tidak bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. 

Untuk selanjutnya, biar 
pembentuk undang-undang 
yang menentukan pilihan sis-
tem setelah mempertimbang-
kan segala aspek berkenaan 
dengan alternatif yang akan 
diambil. Selanjutnya, karena 
dorongan perubahan sistem 
ini juga mengandung kepen-
tingan politik parpol, konsis-
tensi MK hanya mungkin dij-
aga dengan menjauhkan diri 
dari segala bentuk intervensi. 
Bukan mustahil kekuatan po-
litik yang menginginkan pro-
porsional tertutup menekan 
para hakim konstitusi untuk 
mengamini keinginannya. 

Ketika hakim konstitusi 
menundukkan diri pada in-
tervensi tersebut, MK akan 
terjebak pada pilihan kepu-
tusan yang sangat mungkin 
digunakan untuk melegiti-
masi oligarki politik parpol. 
Beberapa masalah sekitar MK 
yang terjadi akhir-akhir ini 
sudah cukup jadi pengingat 
bagi para negarawan untuk 
kembali menegakkan kepa-
la dengan mengutamakan 
kepentingan masa depan de-
mokrasi negara ketimbang ke-
pentingan kelompok politik.

Karena dorongan peruba-
han sistem ini juga mengan-
dung kepentingan politik 
parpol, konsistensi MK hanya 
mungkin dijaga dengan men-
jauhkan diri dari segala ben-
tuk intervensi. Bukan mus-
tahil kekuatan politik yang 
menginginkan proporsional 
tertutup menekan para hakim 
konstitusi untuk mengamini 
keinginannya.*** Penulis: Do-
sen Departemen HTN, Fakultas 
Hukum, Universitas Andalas 
(Sumber:Media Indonesia).

Gugatan terhadap sistem 
itu didasari alasan bahwa ia 
telah mendistorsi peran partai 
politik sebagai peserta pemilu, 
menyebabkan terjadinya per-
saingan yang tidak sehat, dan 
berkontribusi atas maraknya 
politik uang. Permohonan ini 
pun mendapatkan tanggapan 
luas, termasuk oleh Ketua 
KPU, partai politik, dan masy-
arakat sipil. 

Seluruh fraksi di DPR 
menolak untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
kecuali PDIP yang setuju un-
tuk mengganti proporsional 
terbuka menjadi proporsional 
tertutup. Adapun kelompok 
masyarakat sipil juga mendu-
kung agar sistem proporsional 
terbuka dipertahankan. Di 
lain pihak, para ahli terbelah 
pendapatnya, antara yang 
setuju dan tidak setuju dengan 
usulan pergantian sistem ini.

Kuat-lemah sistem proporsional 
J i k a  a d a  a h l i  p e m i l u 

menyatakan bahwa sistem 
proporsional terbuka tidak 
memiliki cacat, dapat dipas-
tikan pendapat itu salah. Se-
baliknya, jika ada pihak yang 
menyatakan sistem proporsi-
onal tertutup sebagai sistem 
yang baik dan tidak memiliki 
borok, juga bisa dipastikan 
bahwa itu keliru. Proporsio-
nal terbuka dan proporsional 
tertutup merupakan dua va-
rian sistem proporsional yang 
sama-sama memiliki cacat 
bawaan, alias tidak sempurna. 

Cacat yang sama bisa jadi 
dimiliki bersama oleh sis-
tem proporsional terbuka 
dan proporsional tertutup, 
bahkan semua sistem pe-
milu. Misalnya, persaingan 
tidak sehat atau politik uang 
dalam pemilu. Masalah ini 
mungkin saja terjadi dalam 
sistem pemilu mana pun, mau 
sistem distrik, proporsional 
terbuka, tertutup, ataupun 
sistem campuran. Jika hari ini 
sistem proporsional terbuka 
dipersoalkan karena marak-
nya praktik politik uang, 
siapa yang menjamin bahwa 
proporsional tertutup bebas 
politik uang? 

Bukankah sistem propor-
sional tertutup juga bisa di-
hinggapi persaingan yang 
tidak sehat dan politik uang? 
Bukankah pengalaman di 

masa lalu sudah cukup jadi 
pembelajaran bagi kita yang 
hidup di zaman ini? Oleh ka-
rena itu, praktik curang dalam 
penyelenggaraan pemilu ti-
dak dapat dijadikan dasar 
untuk mengarahkan tudingan 
pada dosa proporsional terbu-
ka. Praktik curang dan politik 
uang itu lebih karena memang 
sikap dan perilaku peserta 
pemilu Indonesia yang tak 
kunjung berhasil diperbaiki. 
Partai politik sebagai peme-
gang peran sentral belum 
secara serius melaksanakan 
perannya untuk melakukan 
pendidikan politik, dan me-
mastikan para anggotanya 
tidak berlaku curang dalam 
pemilu. 

Pada saat yang sama, upaya 
penegakan hukum terhadap 
pelaku praktik curang dan po-
litik uang juga belum berjalan 
optimal karena berbagai hal. 
Termasuk lemahnya aturan 
yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku politik 
uang. Selanjutnya, terkait 
pelembagaan partai politik, 
sistem proporsional tertutup 
memang bisa dinilai lebih 
unggul daripada proporsional 
terbuka. Sebab, dalam sistem 
proporsional tertutup, peran 
partai politik dalam men-
entukan calon terpilih jauh 
lebih kuat sehingga jaminan 
kepatuhan dan kesetiaan ang-
gota legislatif terpilih kepada 
partai pengusung akan jauh 
lebih besar. 

Kondisi demikian membu-
ka ruang lebih banyak bagi 
parpol dalam melembagakan 
agenda-agenda politiknya, 
jika dibandingkan dengan 
kalau calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak 
sesuai kerangka proporsional 
terbuka. Hanya saja, Indo-
nesia bukan tidak berpenga-
laman dengan proporsional 
tertutup. Pemilu 1955 dan pe-
milu-pemilu masa Orde Baru 
dilaksanakan menggunakan 
sistem proporsional tertutup. 

Sejarah pemilu membuk-
tikan bahwa proporsional 
tertutup justru menghadir-
kan wakil-wakil rakyat yang 
sepenuhnya dikendalikan 
elite parpol dengan kontestasi 
yang juga jauh dari kata sehat. 
Anggota legislatif tidak lebih 
dari sekadar penyambung 
lidah partai, bukan sebagai 

OLEH : KHAIRUL FAHMI 

AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerima permohonan pengujian terhadap se-
jumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait 
sistem proporsional terbuka yang diadopsi di 
dalamnya. Setelah diterapkan dalam empat kali 
pemilu dengan dua varian berbeda, sistem ini 
sekarang dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
MK diminta untuk menyatakan norma terkait 
proporsional terbuka itu bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Jangan 
Khianati 

Demokrasi

ADAPUN penya-
kit kanker dise-
babkan oleh per-
tumbuhan sel-sel 

abnormal yang berlebihan se-
hingga menyebar dan merusak 
sel-sel tubuh yang normal. 
Akibatnya hingga kematian 
penyintasnya. Beberapa fak-
tor risiko penyebab kanker 
diantaranya faktor genetik, 

lingkungan, virus, makanan 
dan gaya hidup. Faktor genetik 
dapat dilihat bila dalam satu 
atau beberapa orang dalam 
satu keluarga yang berkera-
bat menderita kanker maka 
kemungkinan anak-anaknya 
berisiko lebih tinggi untuk 
terpapar kanker. 

Faktor lingkungan, salah 
satunya pengaruh polusi atau 

HARI Kanker Sedunia diperingati setiap 4 
Februari dan pada tahun ini mengangkat tema 
‘Close the Cure Gap’ yang bertujuan memi-
nimalkan kesenjangan perawatan dan mene-
kankan kesetaraan layanan medis pada pasien 
kanker. Saat ini kita diingatkan kembali akan 
bahaya penyakit kanker yang seakan terlupa-
kan selama pandemi covid-19. 

asap rokok yang dapat menja-
di pemicu timbulnya kanker 
paru. Paparan sinar ultravi-
olet dalam jumlah besar dan 
waktu yang lama juga dapat 
memicu timbulnya kanker 
pada seseorang. Beberapa jenis 
virus juga dapat menyebabkan 
kanker, seperti virus Papiloma, 
Sitomegalo, Hepatitis B, Ep-
stein dan HIV. 

Asupan makanan yang men-
gandung bahan kimia dapat 
menyebabkan kanker pada 
saluran cernwa. Perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok, 
minum alkohol dan makanan 
yang mengandung banyak 
bahan pengawet juga dapat 
menambah kemungkinan tim-
bulnya kanker. Berdasarkan 
data 2010, kanker payudara 
merupakan jenis kanker ter-
banyak, mencapai 40,3% dari 
seluruh populasi dunia dan 
pada tahun yang sama jum-

OLEH : Dr dr THERESIA MONICA RAHARDJO SpAn 

Waspadai Penyakit Kanker yang Terus Ada 
lah pasien rawat inap karena 
kanker payudara di Indonesia 
mencapai 28,7%. Disusul kan-
ker mulut rahim, kanker paru 
dan kanker usus besar. 

Penyebaran kanker bisa 
melalui aliran darah dan ke-
lenjar getah bening. Saat sta-
dium awal kanker payudara, 
misalnya, umumnya diawali 
dengan adanya benjolan yang 
bisa digerakkan di daerah 
payudara. Pada stadium le-
bih lanjut benjolan tersebut 
membesar dan terfiksasi tidak 
bisa digerakkan. Disusul per-
mukaan payudara menjadi 
seperti kulit jeruk serta pada 
stadium akhir ditandai dengan 
keluarnya cairan atau darah 
dari puting susu. 

Pada 2020, jumlah kasus 
baru kanker payudara men-
capai 68.858 kasus atau sekitar 
16,6% dari total 396.914 kasus 
baru kanker di Indonesia, 

dengan jumlah kematian men-
capai 22.000. Dari kasus yang 
terdeteksi, 70% sudah dalam 
stadium lanjut. Tingginya ang-
ka kanker payudara di Indone-
sia tentunya menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
3 pilar Strategi Nasional Pe-
nanggulangan Kanker Payu-
dara Indonesia. Tiga pilar itu 
meliputi promosi kesehatan, 
deteksi dini, dan tatalaksana 
kasus. Strategi ini tentunya 
juga dapat diterapkan untuk 
jenis kanker yang lain. 

Program tersebut memiliki 
target deteksi dini kanker 
payudara sebesar 80% pe-
rempuan berusia 30-50 tahun, 
diagnosis 40% kasus stadium 
1 dan 2, serta 90 hari pengo-
batan. *** Penulis: Dokter Spesi-
alis dan Konsultan Anestesiologi, 
Inisiator Terapi Plasma Konvale-
sen di Indonesia (Sumber:Media 
Indonesia).
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Koperasi Merah Putih: Negara 
Hadir Serap Hasil Petani dan UMKM

KOPERASI Desa/Kelurahan Merah Putih 
sedang bergerak menuju instrumen nyata pen-
guatan ekonomi rakyat. Di tengah persoalan 
klasik yang masih dihadapi petani, nelayan, 
dan pelaku UMKM, mulai dari akses pasar, 
panjangnya rantai distribusi, hingga risiko pro-
duk tak terserap, koperasi dipersiapkan untuk 
mengambil peran yang lebih strategis. 

BUKAN sekadar 
tempat transaksi, 
Koperasi Merah 
Putih diarahkan 

menjadi simpul yang meng-
hubungkan produksi masya-
rakat dengan kebutuhan pa-
sar dan program pemerintah.

Arah tersebut relevan den-
gan perkembangan pem-
bangunan koperasi saat ini. 
Pemerintah mempercepat 
pembangunan dan persiapan 
operasional Koperasi Desa/
Kelurahan Merah Putih di 
berbagai daerah. Hingga per-
kembangan terbaru, puluhan 
ribu unit berada dalam proses 
pembangunan dan ribuan 
lainnya telah memasuki ta-
hap kesiapan operasional. 
Pemerintah juga menyiap-
kan akreditasi, validasi, dan 
penempatan manajer agar 
koperasi memiliki tata kelola 
serta kemampuan usaha yang 
memadai.

Menteri Koperasi Feri Ju-
liantono menempatkan Ko-
perasi Merah Putih sebagai 
bagian dari sistem ekono-
mi yang lebih dekat dengan 
masyarakat. Salah satu fungsi 
yang disiapkan adalah menja-
di jalur distribusi kebutuhan 
pokok dan sejumlah barang 

OLEH : CATUR RONGGO*) 

atau produk pangan rusak se-
belum sampai kepada konsu-
men. Gagasan dasarnya seder-
hana: hasil kerja masyarakat 
tidak seharusnya kehilangan 
nilai hanya karena tidak ter-
sedia jalur penyerapan yang 
memadai.

Di titik inilah kebijakan 
koperasi memiliki dimensi 
perlindungan ekonomi. Petani 
dan nelayan selama ini sering 
berada pada posisi paling 
lemah ketika berhadapan den-
gan fluktuasi harga dan keter-
batasan akses pasar. Koperasi 
yang dikelola secara profesio-
nal dapat memperkuat posisi 
tawar mereka karena penju-
alan tidak lagi sepenuhnya 
bergantung pada perantara. 
Rantai distribusi yang lebih 
pendek juga membuka pelu-
ang agar nilai tambah kembali 
kepada produsen.

Menteri Koordinator Bidang 
Pangan Zulkifli Hasan melihat 
penguatan Koperasi Merah 
Putih sejalan dengan agenda 
meningkatkan produktivi-
tas pertanian dan mencapai 
swasembada pangan secara 
berkelanjutan. Menurutnya, 
kelancaran distribusi pupuk 
dan kebijakan harga gabah 
merupakan bagian dari upaya 
memperkuat posisi petani. 
Namun, peningkatan pro-
duksi harus diikuti kepastian 
bahwa hasilnya dapat diserap 
dan memberikan keuntungan 
yang layak. Karena itu, kelem-
bagaan ekonomi desa menjadi 
penghubung penting antara 
keberhasilan produksi dan 
kesejahteraan petani.

Koperasi yang kuat dapat 
mempertemukan agenda pan-
gan dan kesejahteraan. Ketika 
petani memperoleh akses 

input, pembiayaan, penyim-
panan, dan pasar melalui 
ekosistem yang terhubung, 
produktivitas memiliki pel-
uang lebih besar diterjemah-
kan menjadi peningkatan 
pendapatan. Hal serupa ber-
laku bagi UMKM yang mem-
butuhkan kepastian saluran 
pemasaran. Dengan kata lain, 
Koperasi Merah Putih dapat 
menjadi mesin yang membuat 
kegiatan ekonomi desa tidak 
berjalan sendiri-sendiri.

Arah kebijakan tersebut 
sejalan dengan pandangan 
Presiden Prabowo Subianto 
mengenai kekuatan ekonomi 
kerakyatan. Presiden mengin-
gatkan bahwa pengalaman 
krisis 1998 menunjukkan ek-
onomi desa, UMKM, dan 
kegiatan ekonomi masyarakat 
memiliki daya tahan penting 
ketika sektor-sektor besar 
mengalami tekanan. Dari 
pengalaman itu, pemerintah 
melihat penguatan desa bu-
kan sebagai agenda pinggiran, 
melainkan bagian dari fondasi 
ketahanan ekonomi.

Perkembangan terbaru 
menunjukkan agenda ini te-
rus didorong menuju tahap 
operasional. Pemerintah men-
catat 10.000 koperasi telah 
beroperasi pada pertengahan 
Agustus 2026, dengan 3.300 
di antaranya disebut telah 
berjalan optimal, sementara 
target pemerintah adalah 
meningkatkan jumlah kopera-
si yang beroperasi optimal 
hingga 30.000 unit pada akhir 
tahun. Pemerintah juga men-
yiapkan dukungan sarana, 
layanan dasar, dan sistem 
digital untuk membantu pe-
mantauan stok serta aktivitas 
koperasi secara terintegrasi.

Tantangan berikutnya tentu 
berada pada kualitas pelaksa-
naan. Koperasi harus dijaga 
agar tidak sekadar menjadi 
proyek pembangunan fisik. 
Profesionalisme pengurus, 
transparansi keuangan, ke-
mampuan manajerial, dan 
keterhubungan dengan pasar 
akan menentukan keberhasi-
lan. Standar operasional dan 
pendampingan perlu dijaga 
agar koperasi memberikan 
manfaat bagi anggota dan 
masyarakat.

Jika dikelola dengan baik, 
Koperasi Merah Putih dapat 
mengubah cara ekonomi desa 
bekerja. Petani memiliki pem-
beli yang lebih dekat, nelayan 
memperoleh jalur distribusi, 
UMKM mendapatkan etalase 
pemasaran, dan masyarakat 
memperoleh kebutuhan po-
kok melalui rantai yang lebih 
efisien. Perputaran uang pun 
berpeluang bertahan lebih 
lama di daerah sebelum men-
galir keluar.

Pada akhirnya, penguatan 
Koperasi Merah Putih me-
rupakan upaya membangun 
ekonomi dari titik tempat 
rakyat bekerja dan mengha-
silkan. Negara tidak hanya 
hadir melalui bantuan, tetapi 
melalui pembangunan ke-
lembagaan yang memberi 
masyarakat akses terhadap 
pasar dan nilai tambah. Jika 
konsistensi pemerintah terus 
dijaga, koperasi dapat menja-
di jembatan antara produkti-
vitas rakyat dan kesejahteraan 
yang lebih nyata, sekaligus 
membuktikan bahwa per-
tumbuhan ekonomi dapat 
dimulai dari petani, UMKM, 
dan desa. *) Penulis merupakan 
Pengamat Sosial

bersubsidi, seperti pupuk, 
LPG tiga kilogram, beras pro-
gram stabilisasi pasokan dan 
harga pangan, serta minyak 
goreng.

Namun, nilai strategis ko-
perasi tidak berhenti pada 
fungsi distribusi. Feri juga 
mendorong agar gerai Ko-
perasi Merah Putih membe-
rikan ruang prioritas bagi 
produk UMKM lokal. Pende-
katan ini penting karena per-
soalan UMKM bukan semata 
kemampuan memproduksi 
barang, melainkan kepastian 
memperoleh pasar. Ketika 
produk lokal memperoleh 
ruang penjualan yang stabil, 
pelaku usaha memiliki pelu-
ang meningkatkan produksi, 
memperluas usaha, dan men-
ciptakan perputaran ekonomi 
di daerahnya sendiri.

Peran yang lebih besar juga 
diarahkan kepada sektor pro-
duksi primer. Menurut Feri, 
koperasi harus mampu menja-
di offtaker yang menampung 
hasil pertanian, perikanan, 
peternakan, kerajinan, dan 
berbagai produk masyarakat. 
Kehadiran fasilitas pendu-
kung seperti gudang dan cold 
storage menjadi penting untuk 
mengurangi risiko hasil panen 

ED A R A N  t e r s e -
but menegaskan 
kembali isi  Un-
dang-Undang No. 

20 Tahun 2025 tentang Kitab 
Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana (KUHAP) yang 
menutup upaya hukum ter-
hadap putusan bebas.

M e l a n s i r  d a r i  s i t u s 
Dandapala, hal tersebut seba-
gai penegasan prinsip bahwa 
ketika dakwaan Jaksa Pen-
untut Umum tidak terbukti 
secara sah dan meyakinkan, 
kemerdekaan terdakwa har-
us dipulihkan sepenuhnya 
tanpa proses peradilan yang 
berlarut-larut.

Hal tersebut juga linear 
dengan argumen bahwa se-
buah sistem hukum pidana 
yang beradab, berpijak pada 
prinsip bahwa lebih baik 
membebaskan seribu orang 
bersalah daripada menghu-
kum satu orang tidak bersalah 
(Blackstone’s ratio). 

Oleh karena itu, sifat final 
dari putusan bebas merupa-
kan konsekuensi yang harus 
diterima sistem hukum se-
bagai bentuk perlindungan, 
agar seseorang yang tidak 
bersalah tidak terus-menerus 
dibayangi ancaman penun-
tutan ulang, sehingga tidak 

MAHKAMAH Agung baru saja menerbitkan 
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 
4 Tahun 2026. Isinya membuat tatanan dunia 
hukum geger. Musababnya putusan bebas (vrij-
spraak), kini tidak dapat diajukan upaya hukum 
apa pun, baik berupa banding maupun kasasi. 

perlu lagi ada upaya hukum 
terhadap putusan bebas. 

Sekilas argumen tersebut 
seolah-olah menjamin per-
lindungan bagi warga ne-
gara dan menjunjung tinggi 
hak asasi manusia. Sehingga 
terdapat kepastian hukum 
bagi terdakwa. Namun, men-
gartikan kepastian hukum 
bagi terdakwa sebagai suatu 
keadilan yang utuh, justru 
menyempitkan makna keadi-
lan itu sendiri.

Apabila melihat lebih jauh 
lagi, pihak-pihak yang terli-
bat dalam penegakan hukum 
tidak hanya antara negara 
dengan terdakwa, melainkan 
juga melibatkan korban yang 
terdampak secara langsung, 
maupun masyarakat luas 
yang merasakan dampak ti-
dak langsung. 

Mengedepankan kepastian 
hukum bagi terdakwa semata, 
tanpa memberikan bobot yang 
berimbang pada keadilan 
dan kemanfaatan hanya akan 
membawa kita semua kembali 
pada masa positivisme klasik 
yang memandang bahwa 
hukum sebatas perintah pen-
guasa yang sah, sebagaimana 
command theory John Austin.

Padahal, apabila merujuk 
pada teori Gustav Radbruch, 

hukum mengandung tiga nilai 
fundamental, yaitu keadilan, 
kemanfaatan, dan kepastian 
hukum. Keadilan dan ke-
manfaatan merepresentasikan 
dimensi ideal atau substan-
tif dari hukum, sedangkan 
kepastian hukum berfungsi 
sebagai kerangka operasional 
untuk mewujudkan nilai-nilai 
ideal tersebut. 

Oleh karena itu, upaya men-
jamin kepastian hukum bagi 
terdakwa melalui putusan 
bebas, tidak dapat dipisahkan 
dari keharusan untuk tetap 
memperhatikan aspek keadi-
lan dan kemanfaatan. Dengan 
demikian, penyediaan ruang 
koreksi terhadap putusan be-
bas menjadi instrumen untuk 
menjaga keseimbangan ketiga 
hal di atas.

Hal ini menjadi penting, 
mengingat putusan penga-
dilan tidak selalu steril dari 
kemungkinan adanya kekhi-
lafan atau kekeliruan hakim. 
Misalnya, adanya rekayasa 
alat bukti, maupun prak-
tik-praktik yang mencederai 
integritas peradilan, seperti 
penyuapan.  

Sebagai contoh, dalam 
kasus penganiayaan yang 
mengakibatkan korban me-
ninggal dunia, yang dila-
kukan oleh Ronald Tannur 
pada beberapa waktu silam. 
Pada tingkat pertama, ia 
mendapatkan putusan be-
bas oleh majelis hakim pada 
Pengadilan Negeri Surabaya. 
Setelah ditelisik, ternyata te-
rungkap bahwa hakim pada 
tingkat pertama tersebut, 
terbukti menerima suap agar 
memberikan vonis bebas 
dalam perkara Ronald Tan-
nur tersebut. 

Pada saat itu, sistem hukum 
acara pidana masih membuka 
ruang koreksi berupa upaya 
hukum kasasi terhadap pu-
tusan bebas, sehingga Penun-
tut Umum dapat mengajukan 
upaya hukum kasasi, dan 
akhirnya Mahkamah Agung 
menjatuhkan hukuman lima 
tahun penjara terhadap Ro-
nald Tannur.

Kasus tersebut membukti-
kan bahwa keadilan bisa saja 
gagal terwujud apabila waktu 
itu tidak terdapat ruang ko-
reksi terhadap putusan bebas 
pada tingkat pertama.

Apabila dicermati lebih lan-
jut, praktik di berbagai negara 
juga menunjukkan bahwa 
ruang koreksi terhadap pu-
tusan bebas masih terbuka. 
Misalnya di Belanda, Penun-
tut Umum tetap diberikan hak 
untuk mengajukan upaya hu-
kum banding (hoger beroep) 
terhadap putusan bebas, se-
bagaimana diatur dalam Pasal 
404 ayat (1) KUHAP Belanda 
(Wetboek van Strafvordering). 

Begitupun dengan Ame-
rika Serikat, yang juga tetap 
memberikan ruang bagi Pen-
untut Umum untuk mengaju-
kan upaya hukum terhadap 
putusan bebas, sebagaima-
na dalam Section Sign 3731 
KUHAP Amerika Serikat 
(U.S. Code: Title 18 - Crimes 
and Criminal Procedure) jo. 
Aleman v. Honorable Judges 
of the Circuit Court, 138 F.3d 
302, 308 (7th Cir.), cert. denied, 
525 U.S. 868 (1998).

Bahkan jika menoleh pada 
sistem hukum yang menjadi 
akar pembentukan hukum 
Indonesia, yakni Belanda, ru-
ang koreksi terhadap putusan 
bebas tetap ada. Hal serupa 

juga terlihat dalam praktik di 
Amerika Serikat, yang dikenal 
menjunjung tinggi perlin-
dungan hak asasi manusia, 
namun tetap membuka ruang 
bagi penuntut umum untuk 
mengajukan upaya hukum 
terhadap putusan bebas. 

Fakta ini menunjukkan, 
dalam negara yang mempri-
oritaskan pelindungan hak 
individu, finalitas putusan 
bebas tidak pernah diposisi-
kan secara absolut, melainkan 
tetap diimbangi dengan me-
kanisme koreksi. 

Lantas mengapa kita bersi-
kukuh untuk menutup total 
keran koreksi terhadap pu-
tusan bebas dalam KUHAP? 
Apakah kita benar-benar 
dapat begitu yakin bahwa 
sistem yang kita bangun telah 
sempurna dan tidak memi-
liki celah yang memerlukan 
koreksi?

Bukan matahari yang mem-
bakar sayap Icarus. Ia jatuh 
karena mengabaikan nasihat 
ayahnya, Daedalus, untuk 
tidak terbang terlalu tinggi. 
Bukan pula kecerdasan Dr. 
Doom yang menghancurkan 
multiverse. Itu terjadi karena 
ia menolak koreksi dari Reed 
Richards. Kehancuran ber-
mula ketika manusia begitu 
yakin pada dirinya sendiri 
hingga menutup kemungki-
nan bahwa ia dapat keliru. 
Oleh karena itu, mencip-
takan sebuah sistem tanpa 
ruang untuk koreksi bukan-
lah tanda kesempurnaan. 
Namun justru merupakan 
suatu bentuk kesombongan. 
Penulis:  Penelaah Penuntutan 
dan Penegakan Hukum pada 
Kejaksaan Republik Indonesia 
(2025-sekarang). *Jawa Pos

Menggugat Hak Koreksi atas Putusan Bebas

OLEH : MOHAMMAD DIDI ARDIANSAH
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Aksi Destry 
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SULTENG RAYA – Eko-
sistem lamun dinilai memi-
liki peran strategis dalam 
menjaga keseimbangan 
lingkungan pesisir, namun 
perhatian terhadap keberad-
aannya masih relatif rendah 
dibandingkan ekosistem 
mangrove dan terumbu 
karang.

Hal tersebut menjadi per-
hatian tim Pusat Penelitian 
Sumberdaya Alam Lembaga 
Penelitian dan Pengabdian 
kepada Masyarakat (LPPM) 
Universitas Hasanuddin 
dalam kegiatan konservasi 
pesisir di Mangkasa Point, 
Desa Harapan, Kecamatan 
Malili, Kabupaten Luwu 
Timur, Sabtu (29/8/2026).

Kegiatan yang digelar 
dalam rangka memperin-
gati Hari Konservasi Alam 
Nasional tersebut melibat-
kan sekitar 50 peserta dari 
berbagai unsur, termasuk 
PT Vale Indonesia Tbk (PT 
Vale), Universitas Hasanud-
din, Sorowako Diving Club, 
aktivis lingkungan, dan 
relawan.

Salah satu fokus kegi-
atan adalah transplantasi 
200 lamun jenis Enhalus 
acoroides. Transplantasi di-
lakukan berdasarkan kajian 
teknis bersama Universitas 
Hasanuddin untuk memas-
tikan kesesuaian lokasi dan 
meningkatkan peluang ke-
berhasilan rehabilitasi.

St. Firjatih Widhah dari 
tim Puslit Sumberdaya 
Alam LPPM Universitas 
Hasanuddin mengatakan, 
lamun merupakan salah 
satu ekosistem pesisir yang 
memiliki fungsi ekologis 
besar, terutama dalam pen-
yimpanan karbon.

“Secara global, perhatian 
terhadap konservasi lamun 
masih relatif rendah. Pa-
dahal berbagai penelitian 
menunjukkan bahwa lamun 
memiliki kapasitas penyim-
panan karbon yang sangat 
besar dan berkontribusi 
signifikan dalam mitigasi 
perubahan iklim,” jelasnya.

Menurut Firjatih, trans-
plantasi lamun di Mangkasa 
Point tidak sekadar bertu-
juan menambah luasan tu-
tupan lamun. Lebih dari itu, 
upaya tersebut diharapkan 
dapat mengembalikan fung-

si ekologis kawasan pesisir 
sebagai habitat dan tempat 
mencari makan maupun 
berkembang biak berbagai 
organisme laut.

Ia menilai restorasi lamun 
merupakan pekerjaan yang 
memiliki tantangan tersen-
diri. Keberhasilannya sangat 
dipengaruhi oleh kondisi 
lingkungan perairan, se-
hingga kajian dan pengu-
kuran parameter lingkun-
gan menjadi bagian penting 
sebelum pelaksanaan trans-
plantasi.

“Kami mengapresiasi PT 
Vale yang bersedia men-
gambil peran dalam restora-
si lamun. Upaya ini bukan-
lah pekerjaan yang mudah. 
Setelah melalui pengukuran 
parameter lingkungan, kami 
berharap transplantasi 
lamun di perairan Mang-
kasa Point ini dapat tumbuh 
dan berkembang sehingga 
memberikan manfaat yang 
lebih luas bagi ekosistem 
pesisir,” katanya.

Se la in  t ransp lantas i 
lamun, kegiatan tersebut 
juga diisi dengan penana-
man 50 bibit mangrove jenis 
Avicennia atau api-api serta 
aksi bersih pantai.

Keterlibatan Universitas 
Hasanuddin dalam kegiatan 
ini menunjukkan penting-
nya pendekatan berbasis 
kajian ilmiah dalam pro-
gram rehabilitasi lingkun-
gan. Kolaborasi antara per-
guruan tinggi, dunia usaha, 

PT Vale Restorasi Lamun di 
Pesisir Lutim, LPPM Unhas: 
Memitigasi Perubahan Iklim 

SULTENG RAYA – PT 
Bank Rakyat Indonesia (Per-
sero) Tbk atau BRI membu-
kukan kinerja positif hingga 
akhir Triwulan II 2026. 

Di tengah dinamika pe-
rekonomian dan industri 
perbankan, BRI mampu 
menjaga momentum per-
tumbuhan bisnis yang di-
iringi dengan penguatan 
fundamental, perbaikan ku-
alitas aset, serta peningkatan 
profitabilitas. Hingga akhir 
Triwulan II 2026, laba bersih 
BRI Group mencapai Rp31,2 
triliun, tumbuh 17,5% year 
on year (yoy) dibandingkan 
periode yang sama tahun 
sebelumnya.

Kinerja tersebut juga tetap 
ditopang oleh karakteristik 
utama bisnis BRI yang ber-
fokus pada segmen Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menen-
gah (UMKM). Hingga akhir 
Juni 2026, sebesar 75,1% 
dari total portofolio kredit 
dan pembiayaan BRI Group 
disalurkan kepada segmen 
UMKM, menegaskan kon-
sistensi perseroan dalam 
menjalankan perannya se-
bagai penggerak ekonomi 
kerakyatan.

Hal tersebut diungkap-
kan oleh Direktur Utama 
BRI Hery Gunardi yang 
didampingi oleh Wakil Di-
rektur Utama BRI Viviana 
Dyah Ayu R.K, Direktur 
Network & Retail Funding 
BRI Aquarius Rudianto, 
Direktur Finance & Strategy 
BRI Achmad Royadi dan 
Direktur Manajemen Risi-
ko BRI Ety Yuniarti dalam 
pemaparan kinerja yang 
digelar di Kantor Pusat BRI, 
Jakarta (31/8). 

Hery menjelaskan capaian 
positif BRI hingga triwulan 
II 2026 tersebut diraih di ten-
gah kondisi perekonomian 
Indonesia yang tetap resi-
lien. Pertumbuhan ekonomi 
Indonesia pada Triwulan 
II 2026 berada di kisaran 
5,30%, sementara inflasi 
tercatat sebesar 3,34%. 

Di sisi lain, aktivitas bisnis 
UMKM juga menunjuk-
kan penguatan, tercermin 
dari Indeks Bisnis UMKM 
yang meningkat dari 102,5 
pada akhir 2025 menjadi 
104,7 pada Triwulan I 2026. 
Posisi indeks di atas 100 
menunjukkan bahwa pelaku 
UMKM secara umum masih 
berada dalam fase ekspansi 
dan optimistis terhadap 
aktivitas usahanya.

“Kondisi tersebut mem-
berikan optimisme bagi BRI 
karena UMKM merupakan 
core business sekaligus bagi-
an penting dari fundamental 
perekonomian nasional. Di 
tengah transformasi yang 
terus kami jalankan, satu hal 
yang tidak berubah adalah 
komitmen BRI untuk terus 
tumbuh bersama UMKM 
dan ekonomi kerakyatan 
Indonesia,” ujar Hery.

Dari sisi industri, per-
bankan nasional juga tetap 
menunjukkan fundamental 
yang solid. Kredit industri 
perbankan hingga Triwulan 
II 2026 tumbuh 12,7% seca-

ra tahunan (year-on-year/
yoy), sementara Dana Pihak 
Ketiga (DPK) tumbuh 10,2% 
yoy dan dana murah atau 
CASA meningkat 11,0% yoy. 
Kualitas aset juga menun-
jukkan perbaikan dengan 
Loan at Risk (LaR) industri 
turun menjadi 8,5%, sedang-
kan Loan to Deposit Ratio 
(LDR) berada di level 88,3% 
dan Return on Asset (ROA) 
terjaga pada level 2,5%.

Transformasi Mulai Ber-
dampak pada Kinerja

Dalam menjaga momen-
tum pertumbuhan, BRI 
terus menjalankan trans-
formasi melalui BRIVoluti-
on Reignite. Transformasi 
tersebut diarahkan pada 
dua agenda besar yang dij-
alankan secara simultan, 
yakni memperkuat funding 
franchise serta melakukan 
revamp terhadap bisnis inti 
yang sudah ada sekaligus 
membangun new core se-
bagai sumber pertumbuhan 
baru.

Dari sisi pendanaan, BRI 
berfokus pada upaya mem-
perbesar basis dana murah 
melalui pendekatan berba-
sis ekosistem. BRI juga terus 
memaksimalkan kapabilitas 
digital channel mulai dari 
akuisisi merchant, pen-
guatan transaksi BRImo, 
QRIS hingga BRILink Agen, 
sekaligus memperkokoh 
dominasi pada klaster bis-
nis, integrasi value chain, 
serta penetrasi One BRI 
Solution.

Pada saat yang sama, BRI 
terus memperkuat bisnis 
mikro sebagai kekuatan 
utama perseroan melalui 
penyempurnaan proses bis-
nis, penguatan kapabilitas 
tenaga pemasar atau mantri, 
serta implementasi mana-
jemen risiko yang semakin 
granular. Langkah tersebut 
dilakukan untuk memas-
tikan pertumbuhan bisnis 
mikro berjalan beriringan 
dengan perbaikan kualitas 
aset.

Selain memperkuat bisnis 
inti, perseroan juga men-
gembangkan sumber per-
tumbuhan baru melalui 
akuisisi value chain dan 
ekosistem, penyempurnaan 
product value proposition 
dan targeting untuk mem-
peroleh nasabah berkualitas, 
serta perluasan layanan 
bullion bank.

“Transformasi yang kami 
jalankan bukan semata un-
tuk mengejar pertumbuhan 
yang tinggi. Fokus kami 
adalah memastikan BRI me-
miliki mesin pertumbuhan 
yang semakin terdiversi-
fikasi, sehat, berkualitas, 
dan berkelanjutan. Berba-
gai agenda tersebut telah 
kami eksekusi dan mulai 
memberikan dampak positif 
terhadap fundamental mau-
pun kinerja keuangan BRI,” 
ujar Hery.

Implementasi berbagai 
agenda transformasi terse-
but tercermin pada kinerja 
BRI hingga akhir Triwulan II 
2026. Secara konsolidasian, 
aset BRI mencapai Rp2.352 

triliun atau tumbuh 11,7% 
yoy. Pertumbuhan tersebut 
terutama ditopang oleh kre-
dit dan pembiayaan yang 
meningkat 16,2% yoy men-
jadi Rp1.646 triliun.

Ekspansi tersebut didu-
kung DPK yang mencapai 
Rp1.581 triliun atau tumbuh 
6,7% yoy. Sejalan dengan 
pertumbuhan bisnis, net 
interest income BRI mening-
kat 9,9% yoy dari Rp73,3 
triliun menjadi Rp80,5 tri-
liun. Pre-Provision Opera-
ting Profit (PPOP) juga me-
ningkat 12,8% yoy menjadi 
Rp65,7 triliun.

“Capaian tersebut menun-
jukkan bahwa transformasi 
mulai kami konversikan 
menjadi kinerja. Bagi kami, 
yang terpenting bukan ha-
nya seberapa cepat BRI ber-
tumbuh, tetapi bagaimana 
pertumbuhan tersebut di-
hasilkan dari fundamental 
yang semakin sehat dan 
pada saat bersamaan mem-
berikan manfaat yang sema-
kin luas bagi perekonomi-
an,” ungkap Hery.

Pertumbuhan Diiringi 
Fundamental yang Semakin 
Sehat

Peningkatan profitabilitas 
BRI juga berjalan beriringan 
dengan penguatan kualitas 
fundamental. Cost of Fund 
(CoF) secara bank only turun 
dari 3,0% pada Triwulan II 
2025 menjadi 2,4% pada Tri-
wulan II 2026. Dari sisi efi-
siensi, Cost to Income Ratio 
(CIR) membaik dari 41,9% 
menjadi 39,2%. Kualitas aset 
juga semakin sehat dengan 
rasio Non-Performing Loan 
(NPL) turun dari 3,0% men-
jadi 2,9%, sedangkan Cost of 
Credit (CoC) membaik dari 
3,4% menjadi 3,1%.

Penguatan fundamental 
tersebut turut menopang ke-
mampuan perseroan dalam 
menghasilkan imbal hasil 
yang solid. ROA BRI tetap 
terjaga pada kisaran 2,7%, 
sementara Return on Equity 
(ROE) meningkat signifikan 
dari 16,6% pada Triwulan 
II 2025 menjadi 18,8% pada 
Triwulan II 2026.

“Berbagai indikator ter-
sebut menunjukkan bahwa 
pertumbuhan yang kami 
capai semakin berkualitas. 
Funding semakin efisien, efi-
siensi operasional membaik, 
kualitas aset semakin sehat, 
dan kemampuan BRI dalam 
menghasilkan return juga 
semakin kuat,” lanjut Hery.

Rp1.235,4 Triliun Kredit 
Mengalir ke Segmen UMKM

Di tengah ekspansi bisnis 
yang semakin terdiversifi-
kasi, BRI tetap memperta-
hankan UMKM sebagai core 
business perseroan. Hingga 
akhir Triwulan II 2026, kre-
dit kepada segmen UMKM 
mencapai Rp1.235,4 triliun 
atau tumbuh 8,6% yoy. Den-
gan demikian, sekitar 75,1% 
dari keseluruhan portofolio 
kredit dan pembiayaan BRI 
Group disalurkan kepada 
segmen UMKM.

Menurut Hery, besarnya 
porsi tersebut menunjuk-
kan bahwa diversifikasi 

PEMAPARAN kinerja yang digelar di Kantor Pusat BRI, Jakarta (31/8/2026). FOTO: DOK. BRI

BRI Bukukan Laba Rp31,2 
Triliun pada Triwulan II 2026

sumber pertumbuhan BRI 
tidak mengubah DNA per-
seroan sebagai bank yang 
tumbuh bersama ekonomi 
kerakyatan. Penguatan seg-
men consumer, small-medi-
um-commercial, corporate, 
serta pengembangan new 
core dilakukan untuk men-
ciptakan struktur bisnis 
yang semakin terdiversi-
fikasi, sementara UMKM 
tetap menjadi fondasi utama 
bisnis BRI.

“BRI tetap konsisten men-
jadikan UMKM sebagai core 
business. Kami percaya per-
tumbuhan BRI harus ber-
jalan beriringan dengan 
pertumbuhan pelaku usaha 
dan aktivitas ekonomi masy-
arakat. Karena itu, ekspansi 
bisnis yang kami lakukan 
akan tetap berpijak pada 
upaya memperluas akses 
pembiayaan dan memper-
kuat kapasitas UMKM In-
donesia,” kata Hery.

Pembiayaan Diperkuat 
Pemberdayaan, Dorong 
UMKM Naik Kelas

Komitmen terhadap ek-
onomi kerakyatan tidak 
hanya diwujudkan melalui 
pembiayaan. BRI memban-
gun pendekatan pemberda-
yaan UMKM secara end-to-
end, mulai dari tingkat desa, 
komunitas usaha, hingga 
pelaku usaha secara indi-
vidual.

Hingga Juni 2026, pro-
gram Desa BRILiaN telah 
menjangkau lebih dari 5.700 
desa binaan. Pada tingkat 
komunitas usaha, program 
Klasterku Hidupku telah 
menjangkau lebih dari 44 
ribu klaster usaha. BRI juga 
memperluas pemberdayaan 
melalui platform digital 
LinkUMKM yang telah men-
jangkau sekitar 17,3 juta 
pelaku UMKM. Sementara 
itu, pendampingan melalui 
Rumah BUMN telah meli-

batkan sekitar 596 ribu pela-
ku UMKM hingga Juni 2026.

Ekosistem pemberdayaan 
tersebut melengkapi peran 
BRI dalam memperluas 
pembiayaan, termasuk mel-
alui KUR. Sepanjang Januari 
hingga Juni 2026, BRI telah 
menyalurkan KUR sebesar 
Rp103,8 triliun kepada lebih 
dari 2 juta debitur. Secara 
kumulatif sejak 2015 hing-
ga Juni 2026, penyaluran 
KUR BRI telah mencapai 
Rp1.539 triliun kepada 48,4 
juta nasabah.

Hery menegaskan bahwa 
pendekatan tersebut men-
cerminkan peran BRI yang 
tidak hanya sebagai finan-
cial intermediary, tetapi juga 
sebagai enabler pertum-
buhan ekonomi kerakyatan.

“Bagi BRI, pembiayaan 
dan pemberdayaan merupa-
kan satu kesatuan. Kami 
ingin menciptakan siklus 
pertumbuhan yang ber-

kelanjutan: UMKM mem-
peroleh akses keuangan, 
mendapatkan pemberda-
yaan dan pendampingan, 
meningkatkan kapasitas 
usahanya, kemudian naik 
kelas dan semakin terinte-
grasi ke dalam ekosistem 
ekonomi yang lebih besar,” 
ujar Hery.

“Pada akhirnya, keber-
hasilan BRI tidak hanya 
kami ukur dari pertum-
buhan aset, kredit, maupun 
laba. Yang juga penting 
adalah seberapa besar per-
tumbuhan tersebut mampu 
menciptakan nilai, membu-
ka kesempatan bagi pelaku 
usaha untuk berkembang, 
dan menggerakkan ekonomi 
masyarakat. Dengan funda-
mental yang semakin kuat 
dan transformasi yang terus 
berjalan, BRI akan konsisten 
tumbuh bersama ekono-
mi kerakyatan Indonesia,” 
pungkas Hery. RHT

KONSISTEN JADI PENGGERAK EKONOMI KERAKYATAN

KEGIATAN konservasi pesisir di Mangkasa Point, Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten 
Luwu Timur, Sabtu (29/8/2026). FOTO: DOK. PT VALE

komunitas, dan masyarakat 
menjadi bagian penting 
untuk memastikan program 
konservasi tidak berhenti 
pada kegiatan penanaman, 
tetapi berlanjut pada pe-
mantauan dan pengelolaan 
jangka panjang.

Melalui pendekatan ter-
sebut, rehabilitasi lamun 

dan mangrove di Mang-
kasa Point diharapkan 
mampu memperkuat 
fungsi ekologis pesisir 
Luwu Timur sekaligus 
menjadi ruang pembela-
jaran mengenai praktik 
konservasi berbasis ilmu 
pengetahuan dan kolabo-
rasi. RHT
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yang telah dibekali pelati-
han langsung saat menjadi 
karyawan IMIP. Sementa-
ra, 28,8 persen atau 28.301 
orang adalah lulusan Sarjana 
(S1) dan 4,6 persen berijazah 
diploma.

Head of Media PT IMIP, 
Dedy Kurniawan, mengata-
kan, sebagai salah satu ka-
wasan industri pengolahan 
nikel global, IMIP selalu 
berupaya melakukan trans-
formasi untuk dapat menja-
wab tuntutan permasalahan 
tenaga kerja. 

“IMIP tidak hanya berfo-
kus pada peningkatan ka-
pasitas produksi, tetapi juga 
membuka peluang berbagai 
jenjang pendidikan untuk 
bertumbuh dan berkarya. 
Komitmen kami mening-
katkan kapasitas dan kese-
jahteraan masyarakat,” ucap 
Dedy, Rabu (02/09/2026).

Kebijakan pengembangan 
hilirisasi sektor industri, 
menjadi salah satu upaya 
pemerintah dalam menekan 

angka pengangguran, seka-
ligus meningkatkan lapan-
gan kerja dan pendapatan 
negara. Industri pengola-
han nikel turut memberi 
dampak terhadap dinamika 
perekonomian di daerah, 
seperti hadirnya kawasan 
IMIP yang memberikan ke-
sempatan sama bagi semua 
pekerja di lingkungan kerja 
inklusif sebagai “ladang” 
meningkatkan kesejahter-
aan. 

 Sementara itu, Kepala 
Badan Pusat Statistik (BPS) 
Morowali, Gladius Alfon-
sus, merilis data kondisi 
ketenagakerjaan di daerah 
Morowali pada Agustus 
2025. Tercatat tingkat pen-
gangguran terbuka (TPT) 
melalui survei angkatan 
kerja nasional (Sakernas) 
sebesar 2,81 persen atau 
mengalami penurunan 0,34 
persen poin dibandingkan 
Februari 2024, sebanyak 3,15 
persen.

Jumlah angkatan kerja 

di Morowali pada Agustus 
2025 tercatat 85.039 orang, 
yang terserap sebanyak 
82.653 orang dan pengang-
guran masih tercatat 2.386 
orang. Sedangkan jika di-
bandingkan dengan kon-
disi lima tahun terakhir 
pada 2020, angkatan kerja 
Kabupaten Morowali terca-
tat sebanyak 57.727 orang 
dan terserap bekerja 54.721 
orang, serta jumlah pen-
gangguran tercatat masih 
3.006 orang. Pada tahun 2025 
menurun jadi 2.386 orang.                                       

Dari 85.039 angkatan ker-
ja, ada 17.688 warga Moro-
wali atau 20 persen, terserap 
di kawasan IMIP. Kehadiran 
kawasan industri berbasis 
nikel yang terintegrasi ini 
memang diarahkan untuk 
peningkatan kesejahteraan 
masyarakat Morowali dan 
Sulteng secara luas.

“Sudah tertuang dalam 
visi, misi dan nilai perusa-
haan, bagaimana IMIP mem-
fasilitasi perkembangan usa-

ha masyarakat lokal dan 
memberi kontribusi nyata 
bagi daerah,” tegas Dedy.

Untuk kese jahteraan 
masyarakat sekitar lokasi 
industri, PT IMIP terus 
menyerap tenaga kerja lokal. 
Warga yang dulunya be-
kerja serabutan, kini setelah 
bekerja di IMIP mampu me-
ningkatkan kualitas hidup 
dan rumah tangganya. Sejak 
tahun 2020, penyerapan te-
naga kerja di kawasan IMIP, 
terus meningkat. Jika tahun 
2020 ada 35.592 orang, 2021 
naik 51.542 orang, tahun 
2022 sebanyak 68.466 orang, 
2023 ada 74.350 orang dan 
2024 sekitar 83.000 orang. 
Jumlah serapan tenaga 
kerja terus mengalami pe-
ningkatan secara signifikan 
setiap waktu, seiring me-
ningkatnya nilai investasi di 
kawasan industri tersebut. 

“Ini menunjukan animo 
masyarakat untuk bekerja di 
IMIP semakin meningkat,” 
tandas Dedy. *WAN 

Ia merinci, ketujuh ke-
camatan yang mengalami 
kejadian karhutla tersebut 
meliputi Gumbasa, Kino-
varo, Marawola, Dolo Sela-
tan, Palolo, Sigi Biromaru, 
dan Lindu.

“Satu titik api di Gunung 
Lembosa di Desa Olu Keca-
matan Lindu juga sudah pa-
dam apinya dengan meng-
gunakan peralatan mesin 
semprot air,” ucapnya.

Sementara itu, Dinas Pe-

madam Kebakaran (Damkar) 
Sigi mencatat ada 37 kejadian 
karhutla yang ditangani se-
lama periode Januari hingga 
Agustus 2026. Penanganan 
tersebut meliputi wilayah 
Dolo Barat, Marawola, Sigi 
Biromaru, Tanambulava, Sigi 
Kota, dan Dolo.

“Penanganan karhutla 
di Kabupaten Sigi masih 
dilakukan secara manual 
khususnya wilayah pegun-
ungan karena armada baik 

dari Damkar maupun BPBD 
setempat tidak bisa menem-
bus lokasi karhutla dengan 
kendaraan roda empat,” 
sebutnya.

Pihaknya juga mengajak 
seluruh lintas sektor, mulai 
dari pemerintah kecamatan, 
desa, hingga masyarakat, 
serta bersinergi dengan TNI 
dan Polri untuk rutin me-
mantau titik rawan karhutla.

“Ke depan harus ada lang-
kah antisipasi seperti patroli 

rutin untuk mencegah ter-
jadinya karhutla di setiap 
desa, sehingga bentuk pen-
cegahan dan mitigasi dapat 
dilakukan sedini mungkin,” 
kata dia.

Sebelumnya Polres Sigi 
sudah melakukan apel siaga 
penanggulangan bencana 
kebakaran hutan dan la-
han dengan melibatkan 546 
personel dan lintas sektor 
lainnya guna menangani kar-
hutla di daerah tersebut. ANT

terdampak kobaran api yang 
sempat menjalar ke area 
perkebunan di sekitarnya.

Situasi tersebut membuat 
warga dan aparat berge-
rak cepat. Begitu menerima 
laporan, Kapolsek Sausu 
IPTU Arbit bersama per-
sonelnya langsung menu-
ju lokasi. Polisi bersama 
aparat desa dan masyara-
kat bahu-membahu meng-
hadang laju api dengan 
peralatan yang tersedia di 
lapangan.

Upaya pemadaman ti-
dak mudah. Kondisi medan 
yang terjal membuat akses 
menuju titik kebakaran men-
jadi terbatas. Kendaraan pe-
madam kebakaran pun tidak 
dapat menjangkau langsung 

lokasi, sementara cuaca pa-
nas dan ketersediaan sum-
ber air yang terbatas menjadi 
tantangan tersendiri.

Di tengah keterbatasan itu, 
petugas melakukan berbagai 
langkah untuk memastikan 
api tidak semakin meluas. 
Koordinasi dilakukan un-
tuk mendatangkan drone 
pertanian guna membantu 
memantau kondisi kawasan 
dari udara. Petugas juga 
berkoordinasi dengan pema-
dam kebakaran untuk mem-
perkuat upaya penanganan.

“Kami bersama anggota, 
aparat desa dan masyara-
kat langsung melakukan 
upaya pemadaman. Medan 
yang terjal, cuaca panas, 
keterbatasan sumber air 

serta lokasi yang tidak dapat 
dijangkau kendaraan pe-
madam menjadi kendala 
di lapangan. Namun, kami 
terus berupaya agar api 
tidak kembali meluas,” ujar 
IPTU Arbit.

Kerja sama antara polisi, 
pemerintah desa dan masy-
arakat akhirnya membuah-
kan hasil. Kobaran api ber-
hasil dipadamkan sebelum 
menjalar lebih luas. Sete-
lah api dinyatakan padam, 
petugas tetap melakukan 
penyisiran dan pemantauan 
di sekitar lokasi untuk me-
mastikan tidak ada bara atau 
titik api yang berpotensi 
kembali menyala.

IPTU Arbit mengimbau 
masyarakat untuk tidak me-

lakukan pembakaran lahan 
secara sembarangan serta 
segera melaporkan apabila 
menemukan titik api.

“Kami mengimbau masy-
arakat untuk tidak mela-
kukan pembakaran lahan 
sembarangan dan segera 
melaporkan kepada pihak 
kepolisian maupun instansi 
terkait apabila menemukan 
titik api. Pencegahan sejak 
dini sangat penting agar 
kebakaran tidak meluas 
dan menimbulkan kerugian 
yang lebih besar,” tegasnya.

Polsek Sausu bersama pe-
merintah desa dan masyarakat 
akan terus melakukan peman-
tauan di sekitar lokasi sebagai 
langkah antisipasi muncul-
nya kembali titik api. AJI

sejak usia dini. Prestasi olah-
raga itu dibangun harus by 
design, not by accident,” 
kata Jelly dalam sambu-
tannya.

Ia mengungkapkan, saat 
ini Sulawesi Tengah me-
miliki 53 klub, terdiri atas 
52 klub Liga 4 Amatir dan 
satu klub Liga 3 Profesional. 
Namun, klub yang memiliki 
pembinaan usia dini baru 
16 klub.

Kondisi tersebut, kata 
Jelly, menunjukkan ma-
sih perlunya penambahan 
kompetisi usia muda seba-
gai bagian dari penguatan 
pembinaan sepak bola di 
daerah.

Saat ini, terdapat tiga 
kompetisi yang menjadi 
wadah pembinaan usia 
muda di Sulawesi Tengah, 
yakni Liga TopSkor, Gala 
Siswa Indonesia dan kom-
petisi resmi Piala Soeratin 
yang digelar PSSI.

Jelly berharap Pemer-
intah Provinsi Sulawesi 
Tengah tidak hanya mem-
berikan dukungan terhadap 
kompetisi sepak bola usia 
dewasa seperti BERANI 
Cup, tetapi juga mengem-
bangkan kompetisi usia 
dini secara berjenjang.

“Kami berharap Pak Gu-
bernur bukan hanya men-
support BERANI Cup usia 

dewasa, tapi bisa menggelar 
kompetisi BERANI Cup 
usia dini pembinaan U-13, 
U-15 dan U-17,” ujarnya.

Menurut Jelly, semakin 
banyak wadah kompetisi 
bagi pemain usia muda, 
semakin besar peluang 
lahirnya pemain-pemain 
potensial dari Sulawesi Ten-
gah yang mampu berkiprah 
di tingkat nasional maupun 
internasional.

Ia mencontohkan kebera-
daan Witan Sulaeman seba-
gai salah satu pesepak bola 
asal Sulawesi Tengah yang 
mampu menembus level 
nasional dan internasional.

Sementara itu, Gubernur 
Sulawesi Tengah Anwar 
Hafid menyatakan dukun-
gan penuh terhadap pem-
binaan sepak bola usia dini 
di daerah.

Anwar mengatakan, pem-
binaan usia muda harus di-
lakukan secara berjenjang 
dan tidak hanya terpusat di 
tingkat provinsi. Ia berharap 
Askab dan Askot PSSI di Sula-
wesi Tengah dapat mengem-
bangkan kompetisi serupa di 
masing-masing daerah.

“Kita berharap teman-te-
man Askab yang hadir pada 
hari ini ke depan juga bisa 
melakukan kegiatan di ma-
sing-masing daerah secara 
berjenjang,” kata Anwar.

Menurutnya, pembinaan 
yang dilakukan secara ber-
kelanjutan di 13 kabupa-
ten/kota akan membuka 
peluang lebih besar untuk 
menemukan pemain-pe-
main potensial yang be-
nar-benar lahir dari Sula-
wesi Tengah.

“Nanti pada saatnya kita 
akan pertemukan semua 
kabupaten, 13 kabupaten/
kota di Sulawesi Tengah 
dan klub-klub yang ada, 
sehingga kita mendapatkan 
pemain yang benar-benar 
pemain yang lahir dari 
rahim Sulawesi Tengah sen-
diri seperti Witan Sulaeman 
dan lain-lain,” ujarnya.

Anwar juga meminta 
para pemain muda yang 
mengikuti Soeratin Cup ti-
dak semata-mata mengejar 
gelar juara. Menurutnya, 
tujuan utama kompetisi 
usia dini adalah memben-
tuk atlet yang memiliki 
kemampuan, mental dan 
karakter profesional.

“Kepada para wasit juga 
saya berharap memberikan 
pelayanan yang terbaik 
kepada anak-anak kita ini, 
sehingga mereka benar-be-
nar dibina, bukan dipacu 
untuk menjadi juara, tapi 
dibina untuk menjadi se-
orang atlet yang profesio-
nal,” tegasnya.

Ia juga meminta KONI 
Sulawesi Tengah mem-
berikan perhatian khusus 
terhadap pembinaan sepak 
bola. Hal tersebut berkaitan 
dengan target Sulawesi 
Tengah untuk meraih pre-
stasi pada Pekan Olahraga 
Nasional (PON) 2028.

“Kita berharap pada PON 
2028 nanti Sulawesi Tengah 
juga bisa mendapatkan 
medali dari kegiatan sepak 
bola,” kata Anwar.

Piala Soeratin U-15 dan 
U-17 Seri Sulawesi Tengah 
Piala Gubernur 2026 dijad-
walkan berlangsung mulai 
3 hingga 8 September 2026.

Pertandingan U-17 dipus-
atkan di Lapangan Gawali-
se Tipo, sementara kategori 
U-15 digelar di Lapangan 
Nunu. Dalam pelaksanaan-
nya, PSSI Sulawesi Tengah 
juga menugaskan perang-
kat pertandingan berlisensi 
nasional dan daerah yang 
berasal dari sejumlah wi-
layah.

Pembukaan kompetisi 
tersebut turut dihadiri Ket-
ua KONI Sulawesi Tengah 
Fathur Razaq, Bupati Sigi 
Rizal Intjenae, jajaran pen-
gurus PSSI, Askot/Askab, 
perangkat pertandingan, 
manajer, pelatih, official, 
serta para pemain peserta 
Soeratin Cup. *WAN

Dengan pelantikan ter-
sebut, susunan Dewan Gu-
bernur BI kini terdiri atas 
Destry Damayanti sebagai 
Gubernur, Aida S. Budiman 
sebagai Deputi Gubernur 
Senior, serta empat Deputi 
Gubernur yakni Filianing-
sih Hendarta, Ricky P. Go-
zali, Thomas A.M. Djiwan-
dono dan Solikin M. Juhro.

Bank Indonesia menye-

but penetapan anggota 
Dewan Gubernur tersebut 
menjadi bagian dari ke-
berlanjutan kepemimpi-
nan dalam menjalankan 
tugas dan kewenangan 
bank sentral sesuai amanat 
Undang-Undang.

Di bawah kepemimpinan 
tersebut, BI akan terus mem-
perkuat bauran kebijakan 
guna menjaga stabilitas pe-

rekonomian sekaligus men-
dorong pertumbuhan ekono-
mi yang berkelanjutan.

BI juga menegaskan pen-
tingnya sinergi dengan 
Pemerintah dan otoritas 
terkait dalam menjalankan 
kebijakan ekonomi nasio-
nal. Masa jabatan anggota 
Dewan Gubernur yang 
dilantik tersebut berlaku 
selama lima tahun. WAN

Dalam kesempatan ter-
sebut, Selvi Ananda hadir 
di sela-sela kunjungannya 
ke Sulawesi Tengah dan 
disambut Gubernur Sula-
wesi Tengah, Anwar Hafid 
didampingi Ketua TP-PKK 
Provinsi Sulawesi Tengah, 
Sry Nirwanti Bahasoan.

Menurut Selvi Ananda, 
perempuan, khususnya 
para ibu, memiliki posisi 
penting dalam membangun 
kebiasaan hemat energi di 
lingkungan keluarga. Ibu 
dinilai menjadi sosok yang 
paling dekat dengan aktivi-
tas rumah tangga sekaligus 
berperan dalam mengatur 
kebutuhan keluarga.

Karena itu, ia mendorong 
agar gerakan hemat energi 
dimulai dari kebiasaan se-
derhana yang dapat dila-
kukan setiap hari.

“Dimulai dari gaya hidup 
sehari-hari, mematikan 
listrik yang tidak diguna-
kan dan menggunakan 
penerangan secara efisien,” 
pesannya.

Selvi Ananda menilai 
kebiasaan kecil tersebut 
apabila dilakukan secara 
konsisten oleh setiap ke-
luarga akan memberikan 
dampak yang lebih besar 
bagi penghematan energi.

Ia juga menekankan bah-
wa kebiasaan hemat ener-
gi di rumah secara tidak 
langsung menjadi pendi-
dikan bagi anak-anak. Ke-
teladanan orang tua akan 
membentuk perilaku ge-
nerasi berikutnya dalam 
menggunakan energi seca-
ra bijak.

“Kalau bukan kita, siapa 
lagi. Kalau bukan dimulai 
dari sekarang, kapan lagi. 
Mari mulai menghemat 
energi untuk masa depan 
yang lebih baik,” tegasnya.

Selvi Ananda berharap 
sosialisasi tersebut tidak 
berhenti pada kegiatan se-
remonial, tetapi diteruskan 
oleh para peserta kepada 
keluarga dan lingkungan 
sekitar.

Kunjungan Ketua Umum 
Dekranas dan Ketua Seruni 
Kabinet Merah Putih ke Su-
lawesi Tengah berlangsung 
pada 2–3 September 2026. 
Selain mengikuti sosialisasi 
hemat energi, sejumlah 
agenda telah disiapkan di 
Kota Palu dan Kabupaten 
Sigi.

Di Kota Palu, agenda 
kunjungan meliputi pe-
ninjauan Hunian Tetap 
(Huntap) di Kelurahan 
Talise, pelepasan rumpon 

di Dermaga Vatuvuri, Kelu-
rahan Tondo, serta kunjun-
gan ke Sentra Industri Kecil 
Menengah (IKM) Rumah 
Coklat.

Sementara di Kabupaten 
Sigi, Selvi Ananda dijad-
walkan mengunjungi SDN 
Tondo G di Desa Kanuna, 
Kecamatan Kinovaro, un-
tuk menyerahkan bantuan 
revitalisasi sekolah, paket 
penambah gizi, serta paket 
gemar ikan.

Rangkaian kunjungan 
tersebut menjadi bagian 
dari upaya memperkuat 
sinergi pemerintah pusat, 
pemerintah daerah dan 
berbagai organisasi perem-
puan dalam menghadirkan 
program yang membe-
rikan manfaat langsung 
bagi masyarakat Sulawesi 
Tengah.

Turut hadir mendampin-
gi anggota Seruni Kabinet 
Merah Putih Bidang IV, 
Wakil Gubernur Sulawesi 
Tengah,  Reny A. Lamadji-
do, para kepala perangkat 
daerah lingkup Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Tengah, 
Ketua TP-PKK kabupaten/
kota se-Sulawesi Tengah, 
organisasi perempuan, serta 
peserta sosialisasi dari ber-
bagai unsur masyarakat. WAN

BUPATI Morowali Utara Delis J Hehi (kanan) dan ketua Komisi Informasi Sulawesi Tengah Indra A Yosfidar 
(kiri) berdiskusi kolaborasi penguatan pelayanan publik di bidang keterbukaan informasi berlangsung di 
Kolonodale, Rabu (2/9/2026). FOTO:ANTARA/HO-HUMAS PEMKAB MOROWALI UTARA

SULTENG RAYA - Pe-
merintah Kabupaten Mo-
rowali Utara, berkomitmen 
memperluas keterbukaan 
informasi publik hingga 
tingkat desa untuk mem-
perkuat tata kelola peme-
rintahan yang transparan 
dan akuntabel.

“Keterbukaan informasi 
sangat penting untuk se-
mua pihak. Lewat keterbu-
kaan itu bukti kehadiran 
pemerintah melibatkan 
partisipasi masyarakat 
dalam pembangunan dae-
rah,” kata Bupati Morowali 
Utara Delis J. Hehi saat me-
nerima kunjungan Komisi 
Informasi Sulawesi Tengah 
di Kolonodale, Rabu.

Delis mengatakan pem-
bangunan daerah dengan 
melibatkan masyarakat 
dalam pengawasan perlu 
didukung keterbukaan in-
formasi secara utuh, kecuali 
informasi yang dikecuali-
kan sesuai ketentuan.

Komitmen tersebut di-
tunjukkan dengan keber-
hasilan Morowali Utara 
meraih predikat Kabupa-
ten Informatif selama dua 
tahun berturut-turut dari 

Komisi Informasi Sulawesi 
Tengah.

“Atas dasar itu kami 
lebih memasifkan keter-
bukaan informasi hingga 
ke pelosok desa dengan 
memanfaatkan pemerintah 
desa pada masing-masing 
wilayah,” ujarnya.

Delis mengatakan predi-
kat Kabupaten Informatif 
menjadi bukti komitmen 
pemerintah daerah dalam 
menghadirkan pelayanan 
publik yang transparan, 
akuntabel, dan responsif 
terhadap kebutuhan masy-
arakat.

Berbagai masukan dari 
Komisi Informasi, kata dia, 
menjadi bahan evaluasi 
pemerintah daerah untuk 
dit indaklanjuti  dalam 
penyelenggaraan pela-
yanan publik, termasuk 
memperluas keterbukaan 
informasi hingga tingkat 
desa.

“Keberhasilan ini men-
jadi motivasi bagi kami 
untuk terus meningkatkan 
kualitas pelayanan dan ke-
terbukaan informasi kepa-
da masyarakat,” kata Delis.

Sementara itu, Ketua 

Komisi  Informasi  Su-
lawes i  Tengah Indra 
A. Yosfidar mengata-
kan kunjungan tersebut 
bertujuan memperkuat 
kolaborasi dengan pe-
merintah daerah dalam 
mewujudkan tata kelola 
pemerintahan yang ter-
buka.

Menurut Indra, keterbu-
kaan informasi merupakan 
salah satu faktor yang men-
dukung keberhasilan pela-
yanan publik. Transparansi 
juga dapat memperkuat 
akuntabilitas dan keperca-
yaan masyarakat.

Ia menjelaskan penera-
pan keterbukaan informasi 
hingga tingkat desa perlu 
disertai diskusi bersama 
kepala desa mengenai pen-
gelolaan informasi dan 
penyelesaian sengketa in-
formasi publik.

“Langkah ini penting 
untuk meningkatkan pe-
mahaman aparatur desa 
mengenai hak masyarakat 
memperoleh informasi, 
sekaligus mencegah po-
tensi sengketa yang dapat 
muncul akibat kurangnya 
transparansi,” katanya. ANT
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Kegiatan tersebut dise-
lenggarakan Direktorat Jen-
deral Energi Baru, Terbaru-
kan, dan Konservasi Energi 
(EBTKE) Kementerian Ener-
gi dan Sumber Daya Mineral 
(ESDM).

Sosialisasi ini dihadiri 
langsung oleh istri Menteri 
ESDM, Sri Suparni Bahlil 
yang juga selaku pengurus 
Organisasi SERUNI (Soli-
daritas Perempuan untuk 
Indonesia) Kabinet Merah 
Putih, Gubernur Sulawesi 
Tengah, Anwar Hafid, be-
serta istri, Sri Nirwanti Ba-
hasoan, dan lainnya.

Gubernur Anwar dalam 
sambutannya menyampai-
kan rasa syukur atas kunjun-
gan rombongan Solidaritas 
Perempuan untuk Indonesia 
(SERUNI) di Provinsi Sula-
wesi Tengah. Menurut Gu-
bernur, kunjungan tersebut 

merupakan sebuah kesem-
patan yang sangat baik bagi 
Sulawesi Tengah, terlebih 
daerah ini memiliki potensi 
sumber daya alam dan mi-
neral yang besar serta terus 
mendorong pengembangan 
energi untuk masa depan.

“Sosialisasi ini menjadi 
penting dan strategis bagi 
kehidupan kita, baik dalam 
jangka pendek maupun 
jangka panjang. Kalau kita 
berhemat hari ini, sama 
halnya kita sedang berin-
vestasi untuk masa depan,” 
ujar Gubernur. Gubernur 
Anwar Hafid menyatakan 
bahwa Sulawesi Tengah siap 
menyambut perkembangan 
energi terbarukan sebagai 
bagian dari pembangunan 
masa depan. 

N a m u n  d e m i k i a n , 
menurutnya hal paling men-
dasar yang harus dilakukan 

SULTENG RAYA- Duta 
Besar Jerman untuk Repu-
blik Indonesia, His Excel-
lency Ralf Beste melakukan 
kunjungan ke Universitas 
Tadulako guna memperluas 
kemitraan di bidang pendi-
dikan, penelitian, dan pen-
gembangan sumber daya 
manusia. Pertemuan terse-
but berlangsung di Ruang 
Rapat Rektor Untad, pada 
Kamis (27/8/2026) Sore, 
diterima oleh Wakil Rektor 
4 Bidang Perencanaan dan 
Kerja Sama Universitas Ta-
dulako (Untad) Dr.sc.agr. 
Aiyen, M.Sc, membahas pe-
luang kerja sama yang lebih 
konkret dan berkelanjutan 
dengan institusi mitra di 
Jerman.

Dalam sambutannya, Du-
bes Ralf Beste menyam-
paikan bahwa kerja sama 
universitas menjadi salah 
satu agenda penting dalam 
hubungan Jerman dan In-
donesia. Menurutnya, per-

guruan tinggi merupakan 
ruang strategis untuk mem-
bangun hubungan jangka 
panjang melalui pertuka-
ran mahasiswa, kolaborasi 
akademik, serta kerja sama 
penelitian.

Ia mengatakan, dalam 
berbagai kunjungannya ke 
Indonesia, perguruan tinggi 
selalu menjadi salah satu 
tujuan yang diupayakan 
untuk dikunjungi. Sejumlah 
universitas di Indonesia 
telah menjadi bagian dari 
jejaring kerja sama tersebut.  
“Kerja sama universitas 
juga merupakan salah satu 
agenda yang sangat penting 
bagi saya.”

Ia menilai, hubungan 
akademik antara Jerman 
dan Indonesia memiliki 
sejarah yang panjang dan 
perlu terus dikembangkan. 
Keberadaan alumni Indo-
nesia yang pernah menem-
puh pendidikan di Jerman, 
menurutnya, menjadi salah 

satu bukti nyata dari hubun-
gan tersebut. Dubes Jerman 
juga mendorong pening-
katan jumlah mahasiswa 
Indonesia yang melanjutkan 
pendidikan di Jerman. Ia 
menyebut saat ini terdapat 
lebih dari 5.000 mahasiswa 
Indonesia di Jerman, namun 
jumlah tersebut masih jauh 
dibandingkan mahasiswa 
dari India yang mencapai 
sekitar 60.000 orang.

Menurutnya, peningkatan 
kesempatan beasiswa dan 
dukungan pemerintah dapat 
menjadi salah satu langkah 
untuk memperluas pertu-
karan mahasiswa antara 
kedua negara.  “Para rek-
tor universitas juga dapat 
melakukan hal yang sama 
dengan menanyakan, di 
mana peluang-peluang yang 
baik bagi kami?”

Selain kerja sama pen-
didikan, Ralf Beste juga 
menekankan pentingnya 
memastikan bahwa berbagai 

program kerja sama membe-
rikan dampak jangka pan-
jang. Hal tersebut menjadi 
salah satu perhatian dalam 
kunjungannya ke Sulawesi 
Tengah bersama delegasi 
Kedutaan Besar Jerman dan 
GIZ.

Dalam kunjungan terse-
but, delegasi Jerman melihat 
sejumlah proyek GIZ di 
Sulawesi Tengah, termasuk 
kawasan sekitar Lore Lindu. 
Kunjungan itu, menurutnya, 
menjadi kesempatan untuk 
melihat secara langsung 
hasil dan dampak dari ber-
bagai bentuk kerja sama 
pembangunan yang telah 
dilakukan.

Ia juga menyoroti penga-
laman panjang kerja sama 
akademik melalui program 
DAAD dan Alexander von 
Humboldt Foundation, ter-
masuk kontribusi terhadap 
pengembangan generasi pe-
neliti dan akademisi. “Apa 
dampak jangka panjang dari 

DUTA Besar Jerman untuk Republik Indonesia, His Excellency Ralf Beste saat melakukan kunjungan ke Untad, pada Kamis (27/8/2026) Sore, 
diterima oleh Wakil Rektor 4 Bidang Perencanaan dan Kerja Sama Universitas Tadulako (Untad) Dr.sc.agr. Aiyen, M.Sc. FOTO: HUMAS

Dubes Jerman - Untad Dorong Penguatan Kerja Sama Riset dan Pendidikan
berbagai proyek kerja sama 
tersebut? Apa dampak yang 
benar-benar dapat bertahan 
dalam jangka panjang?”

Ralf Beste menilai keber-
hasilan kerja sama tidak 
hanya diukur dari kelua-
ran intelektual atau ilmiah, 
tetapi juga dari kapasitas 
sumber daya manusia yang 
terbentuk, seperti jumlah 
lulusan, doktor, peneliti, dan 
akademisi yang kemudian 
melanjutkan kontribusinya 
di berbagai bidang.

Lebih lanjut, ia menje-
laskan bahwa penguatan 
hubungan dengan Indonesia 
merupakan bagian dari stra-
tegi Jerman untuk memper-
luas dan mendiversifikasi 
kemitraan global. Indonesia 
dipandang sebagai salah 
satu mitra penting Jerman di 
kawasan Global South.

Menurutnya, perubahan 
lanskap global mendorong 
Jerman untuk memperkuat 
hubungan dengan berbagai 
negara mitra, termasuk In-
donesia. Kerja sama tersebut 
tidak hanya mencakup bi-
dang akademik, tetapi juga 
bisnis, ilmu pengetahuan, in-
vestasi, dan pembangunan.  
“Kami ingin melakukan 
lebih banyak hal di berba-
gai bidang, baik akademik, 
bisnis, maupun kerja sama 
pembangunan,”ujarnya.

Ia berharap hubungan 
tersebut dapat berkembang 
menjadi kemitraan yang 
lebih intensif dan saling 
memberikan manfaat bagi 
kedua negara.

Sementara itu, Wakil Rek-
tor Bidang Perencanaan dan 
Kerja Sama Untad, Dr.sc.agr. 
Aiyen, M.Sc, menyampaikan 
apresiasi atas kunjungan 
Dubes Jerman beserta de-
legasi ke Universitas Ta-
dulako.

Aiyen yang juga merupa-
kan alumni University of 
Hohenheim, Jerman, men-
gatakan kunjungan tersebut 
memiliki makna tersendiri. 

Selain menjadi pertemuan 
diplomatik dan akademik, 
hubungan tersebut memiliki 
kedekatan melalui pengala-
man pendidikan dan jejaring 
alumni yang telah terbentuk 
antara Untad dan institusi 
pendidikan di Jerman.

Ia menjelaskan bahwa 
Untad memiliki hubungan 
akademik yang telah ber-
langsung cukup lama den-
gan sejumlah universitas di 
Jerman, terutama dalam bi-
dang pertanian, lingkungan, 
keanekaragaman hayati, 
perubahan iklim, ekologi, 
serta pengelolaan dan trans-
formasi penggunaan lahan 
secara berkelanjutan.

Menurut Aiyen, tema pe-
rubahan penggunaan lahan 
dan transformasi lanskap 
menjadi salah satu bidang 
yang dapat dikembang-
kan lebih lanjut dalam ker-
ja sama penelitian antara 
Untad dan universitas-uni-
versitas di Jerman. “Seba-
gian besar penelitian yang 
dilakukan antara kedua 
negara ini berfokus pada pe-
rubahan penggunaan lahan 
dan transformasi penggun-
aan lahan,”ujar Aiyen.

Ia juga memperkenalkan 
posisi strategis Sulawesi 
Tengah yang memiliki ke-
kayaan keanekaragaman 
hayati sekaligus menghada-
pi tantangan pembangunan 
ekonomi yang sangat pesat, 
terutama melalui perkem-
bangan industri nikel dan 
aktivitas berbasis sumber 
daya alam lainnya.

Kondisi tersebut, lanjut 
Aiyen, menempatkan Untad 
pada posisi penting dalam 
menghasilkan inovasi, pe-
nelitian, dan sumber daya 
manusia yang dapat mendu-
kung pembangunan daerah 
secara berkelanjutan. “Ba-
nyak pemangku kepentin-
gan sangat bergantung pada 
Universitas Tadulako.”

Dengan jumlah mahasis-
wa yang mencapai sekitar 

50.000 orang dan sekitar 
9.000 mahasiswa baru setiap 
tahun, Untad memiliki tang-
gung jawab besar dalam 
mendukung peningkatan 
kualitas pendidikan dan 
pembangunan sumber daya 
manusia di Sulawesi Ten-
gah.

Aiyen juga menyampai-
kan bahwa komunikasi dan 
kerja sama dengan sejumlah 
mitra dari Jerman selama ini 
telah berjalan, antara lain 
melalui kunjungan aka-
demisi, dosen tamu, ser-
ta pertukaran mahasiswa. 
Namun, Untad berharap 
hubungan tersebut dapat 
ditingkatkan menjadi kerja 
sama yang lebih konkret dan 
berkelanjutan.

“Kami berharap kunjun-
gan hari ini tidak hanya 
menjadi pertemuan seremo-
nial, tetapi dapat dilanjutkan 
dengan memberikan dam-
pak nyata melalui kemitraan 
di bidang pendidikan,”tam-
bahnya.

Pertemuan kemudian 
dilanjutkan dengan pe-
maparan mengenai Ger-
many–UNTAD Research 
Partnership, perkembangan 
kerja sama riset Untad, serta 
roadmap pengembangan 
kolaborasi akademik. Agen-
da tersebut juga diisi dengan 
diskusi strategis mengenai 
peluang penguatan peneliti-
an dan kerja sama akademik 
antara Jerman dan Universi-
tas Tadulako.

Dalam kunjungan terse-
but, Dubes Jerman didam-
pingi Dr. Angelika Stauder 
dan Elisabeth Taher dari 
Kedutaan Besar Jerman di 
Jakarta, serta perwakilan 
GIZ, yakni Hans-Ludwig 
Bruns selaku Country Di-
rector, Florian Moder selaku 
Cluster Coordinator, Jonas 
Dallinger selaku Implemen-
tation Manager SASCI+, dan 
Yuliana Cahya Wulan se-
laku Commission Manager 
SOLUSI. *ENG

SULTENG RAYA- Wali 
Kota Palu, Hadianto Rasyid, 
kembali memimpin rapat 
evaluasi pelaksanaan Pro-
gram Palu Mantap Pangan 
yang berlangsung di Rumah 
Jabatan Wali Kota Palu, Selasa 
(1/9/2026).

Evaluasi kali ini secara khu-
sus membahas perkembangan 
program di Kecamatan Man-
tikulore dan Kecamatan Palu 
Selatan. 

Pemerintah Kota Palu terus 
melakukan pemantauan ter-
hadap pelaksanaan program 
tersebut guna memastikan 
pemanfaatan lahan produktif 
di setiap kelurahan berjalan 
secara optimal.

Rapat tersebut dihadiri 
Asisten Bidang Perekono-
mian dan Pembangunan, 
Kepala Dinas Pertanian dan 
Ketahanan Pangan Kota Palu, 
Camat Mantikulore, Camat 
Palu Selatan, para lurah di ke-
dua kecamatan, serta sejumlah 
pihak terkait lainnya.

Dalam pertemuan itu, 
masing-masing wilayah 
menyampaikan perkemban-
gan pelaksanaan Program 
Palu Mantap Pangan, teruta-
ma terkait upaya penanaman 
lima komoditas unggulan 
yang menjadi fokus Pemerin-
tah Kota Palu dalam memper-
kuat ketahanan pangan masy-
arakat. Wali Kota Hadianto 
Rasyid mengatakan, evaluasi 
dilakukan secara bertahap 
terhadap seluruh kecamatan. 
Sebelumnya, Pemerintah Kota 
Palu telah mendengarkan 
laporan perkembangan dari 
Kecamatan Palu Utara dan 
Kecamatan Tawaeli.

“Kemarin saya sudah men-
dengar progres dari Keca-
matan Palu Utara dan Keca-
matan Tawaeli. Hari ini saya 
ingin mendengar langsung 
bagaimana perkembangan di 
Kecamatan Mantikulore dan 
Kecamatan Palu Selatan,” ujar 
Wali Kota.

Menurut wali kota, setiap 
kelurahan memiliki kondi-
si dan potensi lahan yang 
berbeda.  Oleh karena itu, 
keterbatasan luas lahan tidak 
boleh menjadi alasan untuk 
tidak menjalankan program 
ketahanan pangan.

Wali kota menjelaskan, terd-
apat kelurahan yang memiliki 
lahan produktif hanya sekitar 
250 meter persegi, sementa-
ra kelurahan lainnya dapat 
menyediakan lahan hingga 
2.500 meter persegi.

Namun demikian, seluruh 
lahan tersebut tetap dapat 
memberikan kontribusi ter-
hadap pencapaian target 
apabila dimanfaatkan secara 
maksimal dan dihitung secara 
akumulatif.

“Ada yang memiliki lahan 
sekitar 250 meter persegi, ada 
juga yang sampai 2.500 meter 
persegi. Tidak harus sama. 
Yang penting seluruh potensi 
yang ada dimanfaatkan dan 
kita tetap berupaya mencapai 
target satu hektare secara aku-
mulatif,” jelas wali kota.

Selain pengembangan per-
tanian secara konvensional, 
Wali Kota juga mendorong 
pemanfaatan teknologi per-
tanian modern, khususnya 
sistem hidroponik, sebagai 
solusi bagi wilayah dengan 
ketersediaan lahan terbatas.

SERUNI, serahkan bantuan kendaraan operasional penyedotan tinja dari Kementerian PU ke Wawali Imelda Liliana Muhidin pada sosi-
alisasi hemat energi Rabu (2/9/2026), FOTO PIKP DISKOMINFOSANTIK PALU

Pemkot Palu Terima Hibah 
Kendaraan Sedot Tinja

SULTENG RAYA- Wakil Wali Kota Palu, 
Imelda Liliana Muhidin, bersama Ketua 
Tim Penggerak PKK Kota Palu, Diah Puspi-
ta,  mengikuti sosialisasi hemat energi Rabu 
(2/9/2026), di Rumah Jabatan Gubernur 
Sulawesi Tengah.

saat ini adalah membangun 
kesadaran bersama untuk 
melakukan penghematan 
energi dalam kehidupan 
sehari-hari.

Para peserta yang hadir 
diharapkan dapat menja-
di duta hemat energi dan 
mengambil peran dalam 
menyosialisasikan penting-
nya penghematan energi ke-
pada masyarakat di seluruh 
wilayah Sulawesi Tengah.

“Hal-hal kecil sangat pen-
ting untuk kita lakukan, 
misalnya mematikan lam-
pu yang tidak digunakan. 
Lampu yang kita gunakan 
itu membutuhkan energi. 
Karena itu, kebiasaan seder-
hana seperti ini harus terus 
kita bangun,” katanya.

Gubernur juga menekan-
kan bahwa kegiatan tersebut 
tidak boleh berhenti hanya 
sebagai kegiatan sosialisasi, 
melainkan harus membe-
rikan manfaat nyata dan 
berdampak besar dalam 
kehidupan sehari-hari, baik 
di lingkungan rumah tangga 
maupun perkantoran.

Sementara itu, Sri Suparni 
Bahlil mengajak seluruh 
peserta untuk menjadikan 
hemat energi sebagai bagian 

dari gaya hidup.
“Mari jadikan hemat ener-

gi sebagai bagian dari gaya 
hidup kita. Hemat energi 
dimulai dari hal-hal kecil 
dalam keseharian kita,” 
ajaknya.

Melalui kegiatan tersebut, 
masyarakat diharapkan se-
makin memahami bahwa 
upaya penghematan energi 
bukan hanya menjadi tang-
gung jawab pemerintah, 
melainkan membutuhkan 
partisipasi seluruh elemen 
masyarakat.

Dalam kesempatan ini, 
Wakil Wali Kota Imelda 
secara simbolis menerima 
bantuan dukungan opera-
sional penyedotan tinja dari 
Kementerian PU melalui 
SERUNI.

Kehadiran Wakil Wali 
Kota Palu Imelda Liliana 
Muhidin bersama Ketua 
TP-PKK Kota Palu Diah 
Puspita menjadi bentuk 
dukungan Pemerintah Kota 
Palu terhadap upaya peme-
rintah dalam mendorong 
budaya hemat energi serta 
meningkatkan kesadaran 
masyarakat untuk meng-
gunakan energi secara bijak 
dan berkelanjutan. ABS

RAPATEVALUASI pelaksanaan Program Palu Mantap Pangan 
yang berlangsung di Rumah Jabatan Wali Kota Palu, Selasa 
(1/9/2026). FOTO PIKP DISKOMINFOSANTIK PALU

Wali Kota Evaluasi Palu Mantap 
Pangan di Dua Kecamatan

Menurut wali kota, Pemer-
intah Kota Palu melalui Dinas 
Pertanian dan Ketahanan 
Pangan telah merencanakan 
pembangunan warehouse 
hidroponik di Kelurahan La-
yana pada tahun mendatang.

Fasilitas tersebut diharap-
kan dapat menjadi proyek 
percontohan dalam pengem-
bangan pertanian modern di 
Kota Palu.

Wali kota juga menegaskan 
bahwa keberadaan fasilitas 
hidroponik yang telah diban-
gun di sejumlah kelurahan 
merupakan bagian dari po-
tensi lahan produktif yang 
dapat diperhitungkan dalam 
pelaksanaan Program Palu 
Mantap Pangan.

“Luas lahan tidak harus 
berupa satu hamparan yang 
besar. Kita bisa mengakumu-
lasikan berbagai lahan yang 
tersedia, termasuk fasilitas 
hidroponik yang telah diban-
gun di kelurahan-kelurahan,” 
ungkap Wali Kota.

Keberhasilan pemban-
gunan warehouse hidroponik 
di Kelurahan Layana nantinya 
diharapkan dapat membuka 
peluang pengembangan kon-
sep serupa dalam skala yang 
lebih sederhana di berbagai 
wilayah Kota Palu.

Dengan demikian, kawasan 
yang memiliki keterbatasan 
lahan tetap dapat berkontri-
busi terhadap peningkatan 
produksi pangan melalui 
penerapan inovasi pertanian.

“Kalau konsep ini berhasil, 
ke depan kita dapat men-
gembangkan hydroponic 
house yang lebih sederhana 
di wilayah-wilayah dengan 
keterbatasan lahan. Jadi, ke-
terbatasan lahan tidak lagi 
menjadi hambatan untuk 
meningkatkan produksi pan-
gan,” tutur wali kota.

Melalui evaluasi secara ber-
kelanjutan, Pemerintah Kota 
Palu berkomitmen memas-
tikan Program Palu Mantap 
Pangan dapat berjalan optimal 
di seluruh kecamatan.

Program tersebut diharap-
kan tidak hanya mening-
katkan pemanfaatan lahan 
produktif, tetapi juga mem-
bangun kemandirian pangan 
masyarakat melalui kolaborasi 
pemerintah, kecamatan, ke-
lurahan, dan seluruh elemen 
masyarakat. ABS


